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PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR 35 TAHUN 2025  

 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR RIAU,  
 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20l7 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Tahun 2025- 2029; 

 
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);  

 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6808); 

 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 19); 

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
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 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi 
Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Nomor 14); 

 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau  Tahun 2025 Nomor 7); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029. 

 
Pasal 1 

 
(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun  2025 – 2029 

merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat 
Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. 

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam 
rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib 
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan 
fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Riau. 
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(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 2 

 
Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
menjadi pedoman dalam: 

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan  

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
 

Pasal 3 
 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 
Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

 
 
 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal 28 Oktober 2025 

 
GUBERNUR RIAU, 

 
TTD 

 

ABDUL WAHID 
 
Diundangkan di Pekanbaru 
pada tanggal 28 Oktober 2025      
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, 
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SYAHRIAL ABDI 
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KATA PENGANTAR 

 

ه  وَبَرَكَاتهُُ  ٰಒّٱلسّلََمُ  عَلَيْكُمْ  وَرَحْمَةُ  ٱل 
 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
dokumen Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi 
Riau Tahun 2025–2029 sebagai wujud komitmen dalam mendukung pembangunan 
daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi telah dapat 
diselesaikan. 

Transformasi global yang semakin cepat menuntut daerah untuk tidak hanya 
adaptif, tetapi juga proaktif dalam merespons tantangan dan peluang. BRIDA hadir 
sebagai motor penggerak ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Riau, dengan 
peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan 
potensi akademik, teknologi, dan kearifan lokal. 

Rencana Strategis ini disusun sebagai panduan arah kebijakan dan program 
kerja BRIDA selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada: 

• Menetapkan arah kebijakan riset dan inovasi 

• Meningkatkan kapasitas riset dan inovasi 

• Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam 

• Mengembangkan kerjasama antara berbagai pihak, dan 

• Memastikan pengelolaan riset dan inovasi yang efektif dan efisien 

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat 

bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pemangku 

kepentingan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama 

mewujudkan Riau sebagai provinsi yang unggul dalam inovasi dan berdaya saing 

di tingkat nasional maupun global. 

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun, mitra kerja, 

dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. 

Semoga Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025–2029 ini menjadi pijakan 

strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan 

berbasis inovasi. 

 
Pekanbaru, 28 Oktober 2025 

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI RIAU 

 

Dr. Ronny B. Leksono, MT 
Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP. 19760513 200501 1 012 
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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  
 

Berkelanjutan merupakan kata kunci keberhasilan dalam mendukung 
pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut 
mewajibkannya setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis 
sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun 
yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029.  

Provinsi Riau, sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber 
daya alam yang melimpah, memerlukan pengelolaan yang cerdas dan inovatif agar 
dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan dalam pembangunan daerah. 
Pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung kesetaraan gender 
pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara inklusif serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, peran 
riset dan inovasi menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, Badan Riset dan Inovasi 
Daerah (BRIDA) Provinsi Riau dibentuk sebagai salah satu Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Kepala 
Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah pada bidang penelitian dan pengembangan sebagai motor 
penggerak dalam mengembangkan riset yang berbasis pada kebutuhan daerah 
serta menghasilkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan yang 
ada. 

Rencana strategis ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terukur 
dalam implementasi riset dan inovasi di Provinsi Riau. Dokumen ini akan menjadi 
panduan bagi seluruh stakeholder yang terlibat, baik dari pemerintah daerah, 
lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat, dalam mewujudkan 
pembangunan yang berbasis pada riset dan inovasi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah yang menyatakan BRIDA mempunyai tugas membantu 
Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi 
dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan 
penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di 
segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. 
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1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

 

 Penyusunan Renstra Brida Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berdasarkan 
pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4421);  

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai 
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5679); 

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6858); 

5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322);  

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang 
Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 243); 

9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 
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10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

11) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan 
Ekstrem; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1114); 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447);  

17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

18) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 2) ;  

19) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5); 

20) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, 
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14); 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional: 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447), 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029: 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 2) , 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5), 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, 

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14), 
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21) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-
2029 (Lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7); 

22) Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24); 

23) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah 
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas Tahun 2024-2029; 

24) Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan 
Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) 
Provinsi Riau 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 

a. Maksud 

Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 
tahun 2025-2029 dimaksudkan Menetapkan arah kebijakan riset dan 
inovasi di Provinsi Riau yang mendukung program pembangunan daerah. 
Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 
5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, 
integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja 
perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah 
guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai 
dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan mewujudkan sistem 
perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender serta inklusif.  
 

b. Tujuan 

Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 
tahun 2025-2029 bertujuan sebagai berikut:  
1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah 

Perangkat daerah;  
2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat 

Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang 
menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;  

3) Merumuskan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok 
sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;  

4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat 
Daerah;  

5) merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif 
gender dan inklusif;  

6) Meningkatkan kapasitas riset dan inovasi yang relevan dengan 
kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat Riau;  

21) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 

2029 (Lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7), 

22) Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24), 

23) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah 

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Tahun 2024-2029, 

24) Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) 

Provinsi Riau 

1.3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

tahun 2025-2029 dimaksudkan Menetapkan arah kebijakan riset dan 

inovasi di Provinsi Riau yang mendukung program pembangunan daerah. 

Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 

5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, 

integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja 

perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah 

guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai 

dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan mewujudkan sistem 

perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender serta inklusif. 

b. Tujuan 

Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

tahun 2025-2029 bertujuan sebagai berikut: 

1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah 

Perangkat daerah, 

2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat 

Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RP JMD yang 

menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah: 

3) Merumuskan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, 

4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat 

Daerah: 

5) merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif 

gender dan inklusif, 

6) Meningkatkan kapasitas riset dan inovasi yang relevan dengan 

kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat Riau, 
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7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi 
daerah melalui riset berbasis teknologi dan inovasi yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

8) Mengembangkan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, 
lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, dalam upaya 
menciptakan ekosistem riset yang mendukung inovasi;  

9) Memastikan pengelolaan riset dan inovasi yang efektif dan efisien, 
dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan 
dampak sosial-ekonomi;  

10) Memastikan bahwa kegiatan riset dan inovasi dirancang dan 
dilaksanakan secara responsif terhadap isu gender dan menjunjung 
prinsip inklusivitas. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2025, Lampiran Bagian IV, huruf A, sistematika penyusunan Renstra 
Perangkat Daerah memuat sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan 

2.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat 
Daerah 

2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

2.8 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

2.9 Telaahan Renstra K/L 

2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau 

2.11 Isu Strategis 

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
3.1. Tujuan Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

3.2. Sasaran Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi 

daerah melalui riset berbasis teknologi dan inovasi yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

8) Mengembangkan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, 

lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, dalam upaya 

menciptakan ekosistem riset yang mendukung inovasi, 

9) Memastikan pengelolaan riset dan inovasi yang efektif dan efisien, 

dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan 

dampak sosial-ekonomi, 

10) Memastikan bahwa kegiatan riset dan inovasi dirancang dan 

dilaksanakan secara responsif terhadap isu gender dan menjunjung 

prinsip inklusivitas. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2025, Lampiran Bagian IV, huruf A, sistematika penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah memuat sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan 

2.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat 

Daerah 

2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

2.8 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

2.9 Telaahan Renstra K/L 

2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau 

2.11 Isu Strategis 

BAB Ill TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1. Tujuan Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

3.2. Sasaran Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 
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3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 
Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan 
sasaran Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN    

4.1. Uraian Program 

4.2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, target, dan Pagu 
Indikatif 

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program 
prioritas pembangunan daerah 

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 
Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Perangkat Daerah 

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

BAB V PENUTUP  

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

4.1. Uraian Program 

4.2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, target, dan Pagu 

Indikatif 

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program 

prioritas pembangunan daerah 

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Perangkat Daerah 

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

BAB V PENUTUP 
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GAMBARAN PELAYANAN, 
PERMASALAHAN DAN ISU 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau (BRIDA), merupakan unsur 

penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang 

menjadi kewenangan daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nomor 5 tahun 2024. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur 

Nomor 24 Tahun 2024 terdiri dari : 

(1) Kepala 

(2) Sekretariat, terdiri atas Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kepala Brida merupakan Pejabat Tinggi Pratama (eselon II.a), Sekretaris 

merupakan pejabat administrator (eselon III.a), dan Kepala Sub Bagian merupakan 

pejabat pengawas (eselon IV.a). Selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 51 Tahun 2024, telah dibentuk 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Riau 

Science Techno Park (RSTP) yang di koordinir oleh Kepala UPT yang merupakan 

pejabat administrator (eselon III.b) 

BRIDA menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan 

kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, 

Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh 

dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan 

pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam 

perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman 

pada nilai Pancasila.  

Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :  

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, 

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di 

daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan 

daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;  

2 
GAMBARAN PELAYANAN, 

PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau (BRIDA), merupakan unsur 

penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang 

menjadi kewenangan daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nomor 5 tahun 2024. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur 

Nomor 24 Tahun 2024 terdiri dari : 

(1) Kepala 

(2) Sekretariat, terdiri atas Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kepala Brida merupakan Pejabat Tinggi Pratama (eselon Il.a), Sekretaris 

merupakan pejabat administrator (eselon Ill.a), dan Kepala Sub Bagian merupakan 

pejabat pengawas (eselon IV.a). Selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 51 Tahun 2024, telah dibentuk 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Riau 

Science Techno Park (RSTP) yang di koordinir oleh Kepala UPT yang merupakan 

pejabat administrator (eselon IIl.b) 

BRIDA menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan 

kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, 

Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh 

dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan 

pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam 

perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman 

pada nilai Pancasila. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas, 

menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, 

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di 

daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan 

daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila, 
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b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumberdaya 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;  

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, 

kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi di daerah;  

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, 

kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi di daerah;  

e. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 

Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;  

f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan 

sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;  

g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga /pusat /organisasi 

Penelitian lainnya di daerah;  

h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;  

i. Pelaksanaan administrasi badan; dan  

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya.  

Bagan struktur organisasi BRIDA sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 24 

Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Struktur BRIDA Provinsi Riau 

 

2.1.1. Kelompok Jabatan Fungsional  

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala dan Sekretaris BRIDA 

dibantu oleh kelompok pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-

Kepala BRIDA 

Sekretariat 

Subbag Umum dan 
Kepegawaian  

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Unit Pelayanan Teknis 
(UPT) 

b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumberdaya 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila: 

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, 

kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi di daerah, 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, 

kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi di daerah, 

e. Pemantauan dan evaluasi Penelitan, Pengembangan, Pengkajian, dan 

Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah, 

f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan 

sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, 

g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga /pusat /organisasi 

Penelitian lainnya di daerah, 

h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah: 

i. Pelaksanaan administrasi badan, dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagan struktur organisasi BRIDA sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 24 

Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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2.1.1. Kelompok Jabatan Fungsional 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala dan Sekretaris BRIDA 

dibantu oleh kelompok pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang- 
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undangan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3636/XI/2024 

tentang Analisis Jabatan Dan Peta Jabatan Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah 

Provinsi Riau, sebagai berikut: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;  

b. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja;  

c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan 
Fungsional berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
Jabatan Fungsional masing-masing;  

d. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan 
pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset Dan 
Inovasi Daerah dan Keputusan Kepala BRIDA Nomor Kpts. 05/BRIDA/2024 tentang 
Penetapan Kelompok Kerja Pejabat Fungsional pada Badan Riset dan Inovasi 
Daerah Provisi Riau sebagai berikut: 

1. Kelompok kerja pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan 
pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di daerah (Kelompok Kerja Riset) 

2. Kelompok Kerja pelaksanaan kebijakan, koordinasi sinkronisasi dan 
pengendalian invensi dan inovasi di daerah (Kelompok Kerja Invensi dan 
Inovasi). 

Uraian tugas berdasarkan kelompok kerja, sebagai berikut : 
1. Kelompok Kerja Riset 

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, di daerah yang memperkuat 
fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai 
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang 
kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; 

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengujian, dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; 

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi 
kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 
penelitian, pembangunan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan 
inovasi di daerah; 

undangan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3636/X1/2024 

tentang Analisis Jabatan Dan Peta Jabatan Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah 

Provinsi Riau, sebagai berikut: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, 

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja, 

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan 

Fungsional berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

Jabatan Fungsional masing-masing, 

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan 

pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset Dan 

Inovasi Daerah dan Keputusan Kepala BRIDA Nomor Kpts. OS/BRIDA/2024 tentang 

Penetapan Kelompok Kerja Pejabat Fungsional pada Badan Riset dan Inovasi 

Daerah Provisi Riau sebagai berikut: 

1. Kelompok kerja pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di daerah (Kelompok Kerja Riset) 

. Kelompok Kerja pelaksanaan kebijakan, koordinasi sinkronisasi dan 

pengendalian invensi dan inovasi di daerah (Kelompok Kerja Invensi dan 

Inovasi). 

Uraian tugas berdasarkan kelompok kerja, sebagai berikut : 

Kelompok Kerja Riset 

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, 

pengembangan, pengkajian, dan penerapan, di daerah yang memperkuat 

fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai 

landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang 

kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila, 

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, 

pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengujian, dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, 

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi 

kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan 

penelitian, pembangunan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan 

iNovasi di daerah: 
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d. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan 
pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; 

e. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi 

Daerah Provinsi Riau. 

2. Kelompok Kerja Invensi dan Inovasi  
a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan 

inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan 
pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada 
nilai Pancasila; 

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan 
inovasi, serta kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan 
inovasi di daerah; 

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, 
kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah; 

d. Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah; 
e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan 

sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; 
f. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di daerah; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi 
Daerah Provinsi Riau. 
 

2.1.2. UPT Riau Science Techno Park (UPT RSTP) 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah 

(BRIDA) Provinsi Riau. Nama UPT pada BRIDA adalah UPT Riau Science Techno 

Park. Bagan struktur organisasi UPT dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

d. 

6. 

f. 

Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan 

pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah: 

Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah: dan 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi 

Daerah Provinsi Riau. 

2. Kelompok Kerja Invensi dan Inovasi 

a. 

2.1.2. 

Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan 

inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan 

pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada 

nilai Pancasila, 

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan 

inovasi, serta kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan 

iNovasi di daerah: 

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, 

kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah, 

Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah, 

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan 

sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah: 

Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi 

penelitian lainnya di daerah: 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi 

Daerah Provinsi Riau. 

UPT Riau Science Techno Park (UPT RSTP) 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah 

(BRIDA) Provinsi Riau. Nama UPT pada BRIDA adalah UPT Riau Science Techno 

Park. Bagan struktur organisasi UPT dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi UPT Riau Science Techno Park 

 

Tugas UPT Riau Science Techno Park adalah melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Riset dan Inovasi Daerah di 
bidang teknis pelayanan usaha berbasis inovasi, penerapan hasil riset, 
pengembangan teknologi, advokasi dan inkubasi bisnis. Untuk melaksanakan 
kegiatan teknis penunjang UPT Science Techno Park berfungsi: 

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata 

Usaha, Seksi Riset Inovasi Teknologi, dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis;  

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Riset Inovasi Teknologi, 

dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis;  

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Riset Inovasi 

Teknologi, dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis;  

d. Penyelenggaraan pelayanan teknis usaha berbasis inovasi, penerapan hasil 

riset, pengembangan teknologi, advokasi dan inkubasi bisnis; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan 

fungsinya. 

 Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Riau Science Techno 

Park dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, 

profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan. Pengangkatan kelompok 

jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

 

Sumber Daya Perangkat Daerah mencakup Sumber Daya Manusia maupun 
sarana dan prasarana yang ada pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) 
Provinsi Riau. 
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Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi UPT Riau Science Techno Park 

Tugas UPT Riau Science Techno Park adalah melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Riset dan Inovasi Daerah di 

bidang teknis pelayanan usaha berbasis inovasi, penerapan hasil riset, 

pengembangan teknologi, advokasi dan inkubasi bisnis. Untuk melaksanakan 

kegiatan teknis penunjang UPT Science Techno Park berfungsi: 

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata 

Usaha, Seksi Riset Inovasi Teknologi, dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis, 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Riset Inovasi Teknologi, 

dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis, 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Riset Inovasi 

Teknologi, dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis, 

d. Penyelenggaraan pelayanan teknis usaha berbasis inovasi, penerapan hasil 

riset, pengembangan teknologi, advokasi dan inkubasi bisnis: dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan 

fungsinya. 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Riau Science Techno 

Park dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, 

profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan. Pengangkatan kelompok 

jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

Sumber Daya Perangkat Daerah mencakup Sumber Daya Manusia maupun 

sarana dan prasarana yang ada pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) 

Provinsi Riau. 
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2.2.1. Sumber Daya Manusia  
 

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan berjumlah 64 orang dengan 
klasifikasi dan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Jumlah ASN BRIDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan dan Jenis 
Kelamin 

No Golongan 
Jumlah 

% Keterangan 
LK PR Total 

PNS Tidak terdapat 

PNS dengan 

kondisi disabilitas 

1. Gol. IV 13 3 16 33,33 

2. Gol. III 19 12 31 64,58 

3. Gol. II 1 - 1 2,08 

Jumlah 33 15 48 100 

PPPK Tidak terdapat 

PPPK dengan 

kondisi disabilitas 

1. Gol. IX 1 2 3 17,65 

2. Gol. VII - 2 2 11,76 

3. Gol. V 10 2 12 70,59 

Jumlah 11 6 17 100 

TOTAL 44 21 65 100 

Sumber: BRIDA Provinsi Riau, 2025 

 Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1, tidak terdapat PNS Golongan I di 
BRIDA Provinsi Riau. Terdapat 1 (satu) orang PNS (2,08%) pada Golongan II, 31 
orang PNS (64,58%) pada Golongan III, dan 16 orang PNS (33,33%) pada 
Golongan IV. Selain itu, jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 
dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan data yang sama, tidak terdapat 

PNS yang mempunyai disabilitas pada seluruh golongan. 

 Pada kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 

tercatat sebanyak 17 orang yang tersebar dalam tiga golongan, yaitu Golongan IX, 

VII, dan V. Dari jumlah tersebut, 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang 

perempuan, menunjukkan proporsi gender yang relatif seimbang. Golongan V 

menjadi golongan dengan jumlah PPPK terbanyak, yaitu 12 orang atau 70,59% dari 

total PPPK. Mayoritas dari golongan ini adalah laki-laki. Golongan IX mencakup 3 

orang (17,65%), terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Golongan VII memiliki 

jumlah paling sedikit, yaitu 2 orang perempuan (11,76%). Seluruh pegawai PPPK 

yang tercatat tidak memiliki kondisi disabilitas. Distribusi ini mencerminkan dominasi 

Golongan V dalam struktur PPPK saat ini, serta menunjukkan adanya representasi 

perempuan yang cukup signifikan di golongan tertentu. 

Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Grafik 2.3. 
sebagian besar SDM BRIDA Provinsi Riau (35,4%) telah berada pada jenjang 
pendidikan S2 (Master), sementara 12,3% lainnya bahkan telah sampai pada 
pendidikan S3 (Doktor) 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan berjumlah 64 orang dengan 

klasifikasi dan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Jumlah ASN BRIDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan dan Jenis 
Kelamin 

No Golongan Jumlah Y/) Keterangan 
LIK | PR | Total 

PNS Tidak terdapat 

1. Gol. IV 13 3 16 33,33 PNS dengan 

2. Gol. III 19 12 31 64,58 | kondisi disabilitas 

3. Gol. II 1 - 1 2,08 

Jumlah 33 15 48 100 

PPPK Tidak terdapat 

1. Gol. IX 1 2 3 17,65 PPPK dengan 

2. Gol. VII - 2 2 11,76 | kondisi disabilitas 

3. Gol. V 10 2 12 70,59 

Jumlah 11 6 17 100 

TOTAL 44 21 65 100 

Sumber: BRIDA Provinsi Riau, 2025 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1, tidak terdapat PNS Golongan | di 

BRIDA Provinsi Riau. Terdapat 1 (satu) orang PNS (2,086) pada Golongan Il, 31 

orang PNS (64,5896) pada Golongan Ill, dan 16 orang PNS (33,332) pada 

Golongan IV. Selain itu, jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan data yang sama, tidak terdapat 

PNS yang mempunyai disabilitas pada seluruh golongan. 

Pada kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 

tercatat sebanyak 17 orang yang tersebar dalam tiga golongan, yaitu Golongan IX, 

VII, dan V. Dari jumlah tersebut, 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang 

perempuan, menunjukkan proporsi gender yang relatif seimbang. Golongan V 

menjadi golongan dengan jumlah PPPK terbanyak, yaitu 12 orang atau 7/0,5996 dari 

total PPPK. Mayoritas dari golongan ini adalah laki-laki. Golongan IX mencakup 3 

orang (17,659), terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Golongan VII memiliki 

jumlah paling sedikit, yaitu 2 orang perempuan (11,7696). Seluruh pegawai PPPK 

yang tercatat tidak memiliki kondisi disabilitas. Distribusi ini mencerminkan dominasi 

Golongan V dalam struktur PPPK saat ini, serta menunjukkan adanya representasi 

perempuan yang cukup signifikan di golongan tertentu. 

Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Grafik 2.3. 

sebagian besar SDM BRIDA Provinsi Riau (35,490) telah berada pada jenjang 

pendidikan S2 (Master), sementara 12,39 lainnya bahkan telah sampai pada 

pendidikan S3 (Doktor) 
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Sumber: BRIDA Provinsi Riau, 2025 

Grafik 2.3. Grafik Persentase dan jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Sesuai Misi ke enam Gubernur Riau terpilih yaitu: “Memperkuat riset dan 
inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan 
melalui multi helix partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global”, 
maka penguatan SDM struktural dan fungsional yang memadai dan berkualitas 
perlu untuk terus ditingkatkan. 

Sementara itu, jika kita melihat pada ASN BRIDA Provinsi Riau yang telah 
mengikuti jenjang Diklat Kepemimpinan, maka terdapat 16 orang ASN yang telah 
mengikuti Diklat, dengan 9 orang diantaranya (56%) telah mengikuti Diklat PIM IV 
(Tabel 2.2) 

 

Tabel 2.2. Jenjang Diklat Kepemimpinan ASN BRIDA Provinsi Riau 

No Jenjang Diklat 
Kepemimpinan 

Jumlah % 

Lk Pr Total 

1. PIM II 1 - 1 6,3 

2. SPAMA / PIM III / PKA 5 1 6 37,5 

3. ADUM / ADUMLA / PIM 
IV / PKP 

7 2 9 56,2 

Jumlah 13 3 16 100 

      Sumber: BRIDA Provinsi Riau, 2025 

  

 Tabel 2.3. dan Grafik 2.4 menyajikan jenjang semua ASN fungsional di 
lingkungan BRIDA Provinsi Riau. Berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya, maka 
BRIDA Provinsi Riau banyak diperkuat oleh ASN Fungsional dimana dari total 65 
ASN yang ada, 22 orang (33,85%) ASN BRIDA menduduki Jabatan Fungsional.  

Tabel 2.3. Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan BRIDA Provinsi Riau 
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Grafik 2.3. Grafik Persentase dan jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Sesuai Misi ke enam Gubernur Riau terpilih yaitu: “Memperkuat riset dan 

inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan 

melalui multi helix partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global”, 

maka penguatan SDM struktural dan fungsional yang memadai dan berkualitas 

perlu untuk terus ditingkatkan. 

Sementara itu, jika kita melihat pada ASN BRIDA Provinsi Riau yang telah 

mengikuti jenjang Diklat Kepemimpinan, maka terdapat 16 orang ASN yang telah 

mengikuti Diklat, dengan 9 orang diantaranya (5696) telah mengikuti Diklat PIM IV 

(Tabel 2.2) 

Tabel 2.2. Jenjang Diklat Kepemimpinan ASN BRIDA Provinsi Riau 

No Jenjang Diklat Jumlah Yo 

Kepemimpinan Lk Pr Total 

1. | PIM II 1 - 1 6,3 

2. | SPAMA/PIM Ill / PKA 5 1 6 37,5 

3. | ADUM / ADUMLA / PIM 1/ 2 9 56,2 

IV / PKP 

Jumlah 13 3 16 100 

Sumber: BRIDA Provinsi Riau, 2025 

Tabel 2.3. dan Grafik 2.4 menyajikan jenjang semua ASN fungsional di 

lingkungan BRIDA Provinsi Riau. Berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya, maka 

BRIDA Provinsi Riau banyak diperkuat oleh ASN Fungsional dimana dari total 65 

ASN yang ada, 22 orang (33,859) ASN BRIDA menduduki Jabatan Fungsional. 

Tabel 2.3. Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan BRIDA Provinsi Riau 
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Jabatan Jenjang Jumlah (orang) % 

Lk Pr Total 
Perencana Pertama - 1 1 1,5 

Muda - - - - 
Madya - - - - 

Peneliti Pertama 2 5 7 10,8 

Muda - - - - 
Madya 2 1 3 4,6 

Perekayasa Pertama - - - - 
Muda - 2 2 3,1 

Madya 4 1 5 7,7 

Analis Kebijakan Pertama 1 1 2 3,1 

Muda 1 1 2 3,1 

Madya - - - - 
Jumlah JF 10 12 22 33,8 

Total ASN BRIDA 44 21 65 100 

   Sumber: BRIDA Provinsi Riau, 2025 

 

Berdasarkan Tabel 2.3. terlihat bahwa komposisi terbesar berasal dari jabatan 
Peneliti, khususnya pada jenjang Pertama, yaitu sebanyak 7 orang atau 10,8%. 
Selain itu, jabatan Peneliti pada jenjang Madya juga memiliki 3 orang atau 4,6%, 
sehingga total jabatan Peneliti mencapai 10 orang. Pada jabatan Perekayasa, 
sebaran pegawai relatif merata di jenjang yang lebih tinggi. Tidak terdapat pegawai 
pada jenjang Pertama, namun terdapat 2 orang (3,1%) pada jenjang Muda dan 5 
orang (7,7%) pada jenjang Madya. Total Perekayasa mencapai 7 orang. Sementara 
itu, jabatan Perencana hanya memiliki pegawai pada jenjang Pertama dengan 
jumlah 1 orang atau 1,5%, dan tidak terdapat pegawai pada jenjang Muda maupun 
Madya. Untuk jabatan Analis Kebijakan, jumlah pegawai tersebar di dua jenjang, 
yaitu 2 orang pada jenjang Pertama (3,1%) dan 2 orang pada jenjang Muda (3,1%). 
Tidak terdapat pegawai pada jenjang Madya untuk jabatan ini, sehingga totalnya 
mencapai 4 orang. 

Selanjutnya terlihat pada Grafik 2.4. di bawah, dari 22 orang tenaga fungsional 
yang ada, 45,45% diantaranya adalah Fungsional Peneliti, 31,82% Fungsional 
Perekayasa dan 18,18% Fungsional Analis Kebijakan dan 4,55% Fungsional 
Perencana. 

 

Jabatan Jenjang Jumlah (orang) Yo 

Lk Pr Total 

Perencana Pertama - 1 1 1,5 

Muda - - - - 

Madya - - - - 

Peneliti Pertama 2 5 17 10,8 

Muda - - - - 

Madya 2 1 3 4,6 

Perekayasa Pertama - - - 

Muda - 2 2 3,1 

Madya 4 1 5 7,1 

Analis Kebijakan | Pertama 1 1 2 3,1 

Muda 1 1 2 3,1 

Madya - - - - 

Jumlah JF 10 12 22 33,8 

Total ASN BRIDA 44 21 65 100 

Sumber: BRIDA Provinsi Riau, 2025 

Berdasarkan Tabel 2.3. terlihat bahwa komposisi terbesar berasal dari jabatan 

Peneliti, khususnya pada jenjang Pertama, yaitu sebanyak 7 orang atau 10,890. 

Selain itu, jabatan Peneliti pada jenjang Madya juga memiliki 3 orang atau 4,69, 

sehingga total jabatan Peneliti mencapai 10 orang. Pada jabatan Perekayasa, 

sebaran pegawai relatif merata di jenjang yang lebih tinggi. Tidak terdapat pegawai 

pada jenjang Pertama, namun terdapat 2 orang (3,196) pada jenjang Muda dan 5 

orang (7,790) pada jenjang Madya. Total Perekayasa mencapai 7 orang. Sementara 

itu, jabatan Perencana hanya memiliki pegawai pada jenjang Pertama dengan 

jumlah 1 orang atau 1,596, dan tidak terdapat pegawai pada jenjang Muda maupun 

Madya. Untuk jabatan Analis Kebijakan, jumlah pegawai tersebar di dua jenjang, 

yaitu 2 orang pada jenjang Pertama (3,196) dan 2 orang pada jenjang Muda (3,190). 

Tidak terdapat pegawai pada jenjang Madya untuk jabatan ini, sehingga totalnya 

mencapai 4 orang. 

Selanjutnya terlihat pada Grafik 2.4. di bawah, dari 22 orang tenaga fungsional 

yang ada, 45,459. diantaranya adalah Fungsional Peneliti, 31,820 Fungsional 

Perekayasa dan 18,18Yo Fungsional Analis Kebijakan dan 4,559» Fungsional 

Perencana. 
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Grafik 2.4. Persentase Jabatan Fungsional di Lingkungan BRIDA Provinsi Riau 

 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

 

 Kantor BRIDA berada di Jalan Dr. Sutomo No. 106 Kelurahan Suka Mulya 

Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan luas bangunan 210 m2. Sementara itu 

UPT RSTP berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar, dengan luas bangunan 300 m2 dan bangunan 2 (dua) lantai dan luas lahan 

30,4 Ha. Selanjutnya Riau Science Center (RSC) bertempat di Jalan Diponegoro 

No. 24 A Lantai 1 (satu), Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dengan luas 

bangunan 20 x 30 meter. Saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia belum 

dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan pegawai maupun tamu 

penyandang disabilitas. Namun, telah tersedia sarana yang mendukung penerapan 

prinsip inklusi gender seperti fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan 

yang diberi penanda peruntukannya masing-masing. 

Aset adalah sumber daya yang dimiliki yang memiliki nilai ekonomi dan 
diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Aset dapat berupa benda 
berwujud maupun tidak berwujud. Aset barang tidak bergerak yang berada di kantor 
BRIDA, UPT RSTP dan RSC disajikan pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Aset Pada BRIDA, UPT RSTP dan RSC 

NO 
NAMA BARANG MILIK 

DAERAH 
LOKASI OBJEK KETERANGAN 

Kantor BRIDA Provinsi Riau 

1 Gedung Kantor BRIDA  

Jl. Dr. Sutomo No. 106, 
Kelurahan Suka Mulya, 
Kecamatan Sail, 
Pekanbaru 

Luas tanah ± 
0,25 Ha 

2 
Kendaraan roda 4 (Mobil 
Jabatan) 

  2 unit 

1; 4,55%

10; 45,45%

7; 31,82%

4; 18,18%

Perencana Peneliti Perekayasa Analis Kebijakan

1: 4,5590 4, 18,189 ——————— 

10, 45,4590 

7, 31,8290 

Perencana Peneliti m Perekayasa Hm Analis Kebijakan 

Grafik 2.4. Persentase Jabatan Fungsional di Lingkungan BRIDA Provinsi Riau 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Kantor BRIDA berada di Jalan Dr. Sutomo No. 106 Kelurahan Suka Mulya 

Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dengan luas bangunan 210 m2. Sementara itu 

UPT RSTP berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar, dengan luas bangunan 300 m2 dan bangunan 2 (dua) lantai dan luas lahan 

30,4 Ha. Selanjutnya Riau Science Center (RSC) bertempat di Jalan Diponegoro 

No. 24 A Lantai 1 (satu), Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dengan luas 

bangunan 20 x 30 meter. Saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia belum 

dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan pegawai maupun tamu 

penyandang disabilitas. Namun, telah tersedia sarana yang mendukung penerapan 

prinsip inklusi gender seperti fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan 

yang diberi penanda peruntukannya masing-masing. 

Aset adalah sumber daya yang dimiliki yang memiliki nilai ekonomi dan 

diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Aset dapat berupa benda 

berwujud maupun tidak berwujud. Aset barang tidak bergerak yang berada di kantor 

BRIDA, UPT RSTP dan RSC disajikan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Aset Pada BRIDA, UPT RSTP dan RSC 

NAMA BARANG MILIK 
NO DAERAH LOKASI OBJEK KETERANGAN 

Kantor BRIDA Provinsi Riau 

Jl. Dr. Sutomo No. 106, 

Kelurahan Suka Mulya, Luas tanah z 

1 Gedung Kantor BRIDA Kecamatan Sail, 0,25 Ha 

Pekanbaru 
Kendaraan roda 4 (Mobil . 

2 2 unit 
Jabatan) 
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NO 
NAMA BARANG MILIK 

DAERAH 
LOKASI OBJEK KETERANGAN 

UPT. RSTP 

3 Gedung Kantor UPT RSTP 

Jl. Raya Pasir Putih 
Km.21 Desa Pangkalan 
Baru, Kecamatan Siak 
Hulu Kabupaten Kampar 

Luas Tanah 
30,4 Ha 

4 
Kendaraan roda 4 (Mobil 
Jabatan) 

  3 unit 

5 Mobil Tangki  1 unit 

6 Pilot Plan Biodiesel   1 unit 

7 
Unit Destilator dan 
Fermentator 

  1 unit 

8 Kolam Ikan  10 unit 

9 
Gedung Workshop dan 
kelengkapannya 

Keseluruhan Peralatan 
dan Mesin Produksi 
berada di gedung 
workshop, laboratorium 
dan ruang serbaguna UPT 
RSTP 

1 unit 

10 Gedung Tenant  2 unit 

11 Laboratorium Mini 1 unit 

12 Mess/Asrama  2 unit 

13 Mesin Packaging  2 unit 

14 Mesin Pengering  1 unit 

15 Mesin Pengalengan  1 unit 

16 

Mesin Pengemasan 
Makanan ringan otomatis, 
retort, vaccum sealer, hand 
sealer 

1 paket 

17 
Mesin Pengurang Kadar Air 
Madu 

1 unit 

18 Mesin Penepung Kubota 5 unit 

19 Mesin Diksmil 1 paket 

20 Mesin Penggiling Bakso 1 paket 

21 Silver Cutter 1 paket 

22 Mesin Penyaring Minyak 1 paket 

23 Mesin Pengaduk Abon 1 paket 

24 
Mesin Fish Meat Separator 
(Pemisah daging dan tulang) 

1 paket 

25 Peralatan Laboratorium Mini 295 unit 

26 Freezer 1 unit 

27 Ruang Kantor UMKM 1 unit 

Riau Science Center (RSC) 

28 Alat Peraga Science Show 

Jl. Diponegoro No. 24 A, 
Simpang Empat, 
Kecamatan Pekanbaru 
Kota, Kota Pekanbaru, 
Provinsi Riau, 28156 

15 unit 

   Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

 

NAMA BARANG MILIK 
NO DAERAH LOKASI OBJEK KETERANGAN 

UPT. RSTP 

Jl. Raya Pasir Putih 

3 | Gedung Kantor UPT RSTP Bana Ketam Pangkalan menebal 
Hulu Kabupaten Kampar 

Kendaraan roda 4 (Mobil . 

4 Jabatan) 3 unit 

5 Mobil Tangki 1 unit 

6 Pilot Plan Biodiesel 1 unit 

7 Unit Destilator dan 4 unit 

Fermentator 

8 Kolam Ikan 10 unit 

edung Workshop dan . 

9 Ke emn da bak an P 1 unit 

10 Gedung Tenant 2 unit 

11 Laboratorium Mini 1 unit 

12 Mess/Asrama 2 unit 

13 Mesin Packaging 2 unit 

14 Mesin Pengering 1 unit 

15 Mesin Pengalengan 1 unit 

Mesin Pengemasan 
16 Makanan ringan otomatis, 1 paket 

retort, vaccum sealer, hand | Keseluruhan Peralatan 
sealer dan Mesin Produksi 

17 | Mesin Pengurang Kadar Air berada di gedung 1 unit 
Madu workshop, laboratorium 

18 | Mesin Penepung Kubota gan uang serbaguna UPT 5 unit 
19 Mesin Diksmil 1 paket 

20 Mesin Penggiling Bakso 1 paket 

21 Silver Cutter 1 paket 

22 Mesin Penyaring Minyak 1 paket 

23 Mesin Pengaduk Abon 1 paket 

Mesin Fish Meat Separator 

24 (Pemisah daging dan tulang) 1 paket 

25 Peralatan Laboratorium Mini 295 unit 

26 Freezer 1 unit 

21 Ruang Kantor UMKM 1 unit 

Riau Science Center (RSC) 

Jl. Diponegoro No. 24 A, 

Simpang Empat, 
28 Alat Peraga Science Show Kecamatan Pekanbaru 15 unit 

Kota, Kota Pekanbaru, 

Provinsi Riau, 28156 
Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 
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Terkait status beberapa sarana dan prasarana barang milik daerah yang berada 
pada Gedung Kantor BRIDA Provinsi Riau dan UPT. RSTP masih terdapat yang 
bertatus pinjam pakai sehingga belum dialihkan untuk masuk ke dalam Kartu 
Inventaris Barang BRIDA Provinsi Riau dan hingga saat ini masih berproses dengan 
beberapa OPD yang berkaitan. 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
 

Pelayanan publik pada BRIDA Provinsi Riau terdapat di Sekretariat, UPT, dan 
RSC dimana sebagian besar sudah pula berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. 

 

2.3.1. Sekretariat BRIDA Provinsi Riau 

 

 Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dan program 

pengembangan Sentra KI di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

merupakan langkah manajemen perlindungan dan pelaksanaan penerapan hasil 

penelitian, perekayasaan dan produk industri atau inovasi industri yang dihasilkan 

oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau. Kegiatannya meliputi 

sosialisasi, workshop, dan konsultasi kepada masyarakat, industri/UMKM/dan atau 

instansi terkait untuk memperoleh perlindungan KI. 

 

2.3.2. UPT. Riau Science Techno Park (RSTP) 

 

Kantor UPT RSTP yang beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Km. 21, 

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 

telah memberikan layanan kepada siswa dan mahasiswa magang serta pelaku 

UMKM. Berdasarkan data, terdapat 12 SMK dan perguruan tinggi yang 

mengirimkan peserta magang dengan durasi pelaksanaan magang berkisar antara 

2 (dua) hingga 6 (enam) bulan (Tabel 2.5). 

 

Tabel 2.5. Siswa dan Mahasiswa Magang s.d. Tahun 2024 

No Sekolah/Universitas Jurusan Jumlah Magang 
(orang) 

Keterangan 

1 SMK Negeri 6 Pekanbaru 

 

Akuntansi Dan 
Keuangan 
Lembaga 

2 Orang 25 Okt s/d 24 Nov 
2020 

2 SMK Perpajakan Riau 

 

Otomatisasi 
Dan Tata 
Kelola 
Perkantoran 

2 Orang 1 Des 2021 s/d 10 
April 2022 

3 SMK Negeri 1 Pangkalan 
Kerinci 

Teknik Energi 
Terbarukan 

10 Orang 8 Jan s/d 26 Feb 
2022 

5 SMK Negeri 1 Bandar Sei 
Kijang 

Akuntansi Dan 
Keuangan 
Lembaga 

6 Orang 22 Agus s/d 26 
Nov 2022 

Terkait status beberapa sarana dan prasarana barang milik daerah yang berada 

pada Gedung Kantor BRIDA Provinsi Riau dan UPT. RSTP masih terdapat yang 

bertatus pinjam pakai sehingga belum dialihkan untuk masuk ke dalam Kartu 

Inventaris Barang BRIDA Provinsi Riau dan hingga saat ini masih berproses dengan 

beberapa OPD yang berkaitan. 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pelayanan publik pada BRIDA Provinsi Riau terdapat di Sekretariat, UPT, dan 

RSC dimana sebagian besar sudah pula berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. 

2.3.1. Sekretariat BRIDA Provinsi Riau 

Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dan program 

pengembangan Sentra Kl di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

merupakan langkah manajemen perlindungan dan pelaksanaan penerapan hasil 

penelitian, perekayasaan dan produk industri atau inovasi industri yang dihasilkan 

oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau. Kegiatannya meliputi 

sosialisasi, workshop, dan konsultasi kepada masyarakat, industri/UMKM/dan atau 

instansi terkait untuk memperoleh perlindungan KI. 

2.3.2. UPT. Riau Science Techno Park (RSTP) 

Kantor UPT RSTP yang beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Km. 21, 

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 

telah memberikan layanan kepada siswa dan mahasiswa magang serta pelaku 

UMKM. Berdasarkan data, terdapat 12 SMK dan perguruan tinggi yang 

mengirimkan peserta magang dengan durasi pelaksanaan magang berkisar antara 

2 (dua) hingga 6 (enam) bulan (Tabel 2.5). 

Tabel 2.5. Siswa dan Mahasiswa Magang s.d. Tahun 2024 

No | Sekolah/Universitas Jurusan Jumlah Magang Keterangan 

(orang) 

1 SMK Negeri 6 Pekanbaru | Akuntansi Dan 2 Orang 25 Okt s/d 24 Nov 

Keuangan 2020 

Lembaga 

2 | SMK Perpajakan Riau Otomatisasi 2 Orang 1 Des 2021 s/d 10 

Dan Tata April 2022 

Kelola 

Perkantoran 

3 | SMK Negeri 1 Pangkalan | Teknik Energi 10 Orang 8 Jan s/d 26 Feb 

Kerinci Terbarukan 2022 

5 | SMK Negeri 1 Bandar Sei | Akuntansi Dan 6 Orang 22 Agus s/d 26 

Kijang Keuangan Nov 2022 

Lembaga 
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No Sekolah/Universitas Jurusan Jumlah Magang 
(orang) 

Keterangan 

6 FAK Perikanan Dan 
Kelautan/UR 

Manajemen 
Sumberdaya 
Perairan 

1 Orang 17 Nov 2023 s/d 
17 Mei 2024 

7 SMK Negeri 1 Enam 
Lingkung 

Agribisnis 
Pengolahan 
Hasil Pertanian 

7 Orang 21 Nov 2022 s/d 
25 Feb 2023 

8 SMK Negeri 1 
Batusangkar 

Otomatisasi 
Dan Tata 
Kelola 
Perkantoran 

1 Orang 13 Maret s/d 8 
Juli 2023 

9 Universitas Riau Ilmu 
Komunikasi 

1 Orang 10 Juli s/d 10 
Sept 2023 

10 SMK PGRI Pekanbaru 

 

Rekayasa 
Perangkat 
Lunak 

2 Orang 24 Juni s/d 08 
Nov 2024 

11 SMK Negeri 1 Pangkalan 
Kerinci 

Teknik Energi 
Terbarukan 

7 Orang 15 Juli s/d 15 Des 
2024 

12 SMK Negeri 1 Enam 
Lingkung 

Akuntansi Dan 
Keuangan 
Lembaga 

2 Orang 11 Nov 2024 s/d 
14 Maret 2025 

13 SMK Negeri 6 Pekanbaru Teknik 
Komputer dan 
Jaringan 

3 Orang 28 Juli 2025 s/d 
21 Nov 2025 

Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

 

Berdasarkan Tabel 2.6 di bawah, pengguna layanan inkubator bisnis berasal 

dari berbagai bentuk badan usaha, meliputi UMK, CV, dan UD, dengan jenis produk 

yang bervariasi. Layanan inkubasi bisnis dapat diberikan kepada masyarakat 

pelaku usaha dengan mengunjungi UPT. Riau Science Techno Park atau 

menghubungi nomor kontak yang masih digunakan saat ini di 082170960687 

maupun media sosial resmi Facebook (bit.ly/fb_rstp) Youtube (bit.ly/youtube_rstp) 

dan Instagram (riau_rstp) dengan biaya Gratis/jam. Setiap pelaku usaha akan 

memperoleh layanan fasilitasi ruang produksi, pendampingan, konsultasi, sertifikasi 

halal, dan komersialisasi dari instruktur sesuai dengan bidang usaha yang 

dikembangkan. 

 

Tabel 2.6. Penggunaan Layanan Inkubator Bisnis Tahun 2021 s.d 2024 

No Nama Tenant Produk Teknologi  

1 UKM Bawang Hitam Kadedika Bawang Hitam Merek 

Kadedika 

Hot Gun 

Hand Sealer 

2 UKM Wan Innovation 

Technology 

Mix Biosolvent Ethanol 

Merek Laksamana 

Reaktor Mixing 

Biosolvent 

Chemical Treatment 

Boiler 

3 CV. Amaniky Tuah Madani Singkong Frozen Merek Mesin Pengaduk 

No | Sekolah/Universitas Jurusan Jumlah Magang Keterangan 

(orang) 

6 | FAK Perikanan Dan Manajemen 1 Orang 17 Nov 2023 s/d 

Kelautan/UR Sumberdaya 17 Mei 2024 

Perairan 

7 | SMK Negeri 1 Enam Agribisnis 7 Orang 21 Nov 2022 s/d 

Lingkung Pengolahan 25 Feb 2023 

Hasil Pertanian 

8 | SMK Negeri Otomatisasi 1 Orang 13 Maret s/d 8 

Batusangkar Dan Tata Juli 2023 

Kelola 

Perkantoran 

9 | Universitas Riau Ilmu 1 Orang 10 Juli s/d 10 

Komunikasi Sept 2023 

10 | SMK PGRI Pekanbaru Rekayasa 2 Orang 24 Juni s/d 08 

Perangkat Nov 2024 

Lunak 

11 | SMK Negeri 1 Pangkalan | Teknik Energi 7 Orang 15 Juli s/d 15 Des 

Kerinci Terbarukan 2024 

12 | SMK Negeri 1 Enam Akuntansi Dan 2 Orang 11 Nov 2024 s/d 

Lingkung Keuangan 14 Maret 2025 

Lembaga 

13 | SMK Negeri 6 Pekanbaru | Teknik 3 Orang 28 Juli 2025 s/d 

Komputer dan 21 Nov 2025 

Jaringan 

Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

Berdasarkan Tabel 2.6 di bawah, pengguna layanan inkubator bisnis berasal 

dari berbagai bentuk badan usaha, meliputi UMK, CV, dan UD, dengan jenis produk 

yang bervariasi. Layanan inkubasi bisnis dapat diberikan kepada masyarakat 

pelaku usaha dengan mengunjungi UPT. Riau Science Techno Park atau 

menghubungi nomor kontak yang masih digunakan saat ini di 082170960687 

maupun media sosial resmi Facebook (bit.Iy/fb rstp) Youtube (bit.Iy/youtube rstp) 

dan Instagram (riau rstp) dengan biaya Gratis/jam. Setiap pelaku usaha akan 

memperoleh layanan fasilitasi ruang produksi, pendampingan, konsultasi, sertifikasi 

halal, dan komersialisasi dari instruktur sesuai dengan bidang usaha yang 

dikembangkan. 

Tabel 2.6. Penggunaan Layanan Inkubator Bisnis Tahun 2021 s.d 2024 

No Nama Tenant Produk Teknologi 

1 1 UKM Bawang Hitam Kadedika | Bawang Hitam Merek Hot Gun 

Kadedika Hand Sealer 

2 | UKM Wan Innovation Mix Biosolvent Ethanol | Reaktor Mixing 

Technology Merek Laksamana Biosolvent 

Chemical Treatment 

Boiler 

3 | CV. Amaniky Tuah Madani Singkong Frozen Merek | Mesin Pengaduk 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 18



 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 19 

No Nama Tenant Produk Teknologi  

Amaniky Go Bumbu 

Hand Sealer 

Vacuum Sealer 

4 CV. Satu Wahana Jaya 

Sentosa 

Bakso Patin Kuah 

Udang Merek 

Sotindang 

Mesin Pelumat 

Daging 

5 UD. Puti Buana Rendang Daging Sapi Mesin Pengalengan  

6 UKM Sarden Homemade Sarden Penjualan  

7 UKM Sambal Acik Sambal Tempoyak 

Kemasan Merek 

Sambal Acik 

Pengalengan Produk  

8 UMKM Sambal Empat Sungai sambal dalam kemasan 

kaleng 

Pengawetan 

Makanan 

Menggunakan Retort 

Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

 

2.3.3. Riau Science Center (RSC)  

 

RSC merupakan suatu wadah dimana masyarakat Riau diperkenalkan dan 

terlibat dalam berbagai kegiatan baik berupa peragaan interaktif yang berhubungan 

pembelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan aktivitas lainnya yang dapat 

memperkaya dan menumbuhkembangkan minat dan bakat terhadap ilmu 

pengetahuan (sains) dan teknologi yang menyenangkan bagi semua kalangan 

masyarakat. Sasaran pelayanan RSC adalah masyarakat umum, pelajar dan 

stakeholder lainnya. Kunjungan masyarakat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 

2024 disajikan pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6 menyajikan Quick Facts Riau 

Science Center. 

 

 
Gambar 2.5. Jumlah Pengunjung dari tahun 2019 s.d 2024 
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Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 
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peralatan yang memadukan unsur hiburan dan sains, alat peraga halilintar, alat 

peraga bola listrik, alat peraga meja lensa dan lain-lain. Science Show merupakan 

pertunjukan fenomena sains yang spektakuler dan takjub melihatnya, seperti alat 

peraga giro ekstrem, alat peraga tebak lahir dan lain-lain disajikan pada Gambar 

2.7. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung menurun karena wabah Covid-19, dimana 

aturan tidak membolehkan masyarakat keluar rumah dan aktivitas dalam ruangan, 

namun demikian setelah Covid-19 berakhir jumlah pengunjung terus meningkat 

hingga di Tahun 2024 mencapai 6650 Pengunjung. 
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No. Alat Peraga Deskripsi Alat Gambar Alat 

1. Alat Peraga 
Menurun ke 
atas 

  

2. Alat Peraga 
Halilintar 

  

3. Alat Peraga 
Film kartun 

  

4. Alat Peraga 
Penjumlahan 
Segitiga 
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4. Alat Peraga 

Penjumlahan 

Segitiga 

Gambar Alat 
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No. Alat Peraga Deskripsi Alat Gambar Alat 

5. Alat Peraga 
Kaleidoskop 

 
 

6. Alat Peraga 
Tebak 
Tanggal 
Lahir 

  

7. Alat Peraga 
Katrol 

  

Gambar 2.7. Beberapa Nama Alat Peraga, Deskripsi Alat dan Gambar Alat 

 

2.3.5. Gambaran / Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah 

 

a. Indeks Daya Saing Daerah 

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk 
meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah 
melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan publik, dan daya saing daerah. Indeks daya saing ini menunjukkan maju 
dan produktivitasnya sebuah daerah dari segala sektor. Indeks daya saing daerah 
Provinsi Riau pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, namun sedikit masih di bawah rata-rata nasional. Terjadi peningkatan 
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dari kategori sedang pada tahun 2022, meningkat ke dalam kategori tinggi pada 
tahun 2024 (Grafik 2.8). 

  

 

 Sumber : BRIN (2021-2024) 

Grafik 2.8. Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2022 – 2024 

Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 
2024 tertinggi diperoleh Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai, 
sedangkan capaian yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (Tabel 
2.7). Berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024, Riau memiliki 
keunggulan dalam pilar Ukuran Pasar, Stabilitas Ekonomi Makro, Adopsi TIK, dan 
Keterampilan Digital. Namun, masih diperlukan peningkatan pada pilar Pasar 
Produk, Sistem Keuangan, dan Kapabilitas Inovasi. 

 

Tabel 2.7. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau 
Tahun 2024 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

LINGKUNGAN 
PENDUKUNG 

SDM PASAR 
EKOSISTEM 

INOVASI SKOR 
IDSD Pilar 

1 

Pilar 
2 

Pilar 
3 

Pilar 
4 

Pilar 
5 

Pilar 
6 

Pilar 
7 

Pilar 
8 

Pilar 
9 

Pilar 
10 

Pilar 
11 

Pilar 
12 

NASIONAL 4,18 2,97 3,47 3,99 3,76 3,91 2,57 3,03 2,76 4,35 3,06 3,13 3,43 

Riau 4,30 3,02 3,68 4,40 3,94 4,00 1,07 2,90 2,11 4,86 3,29 2,59 3,35 

RATA-RATA KAB/KOTA 4,47 3,28 4,28 3,75 3,83 3,95 2,77 3,16 1,78 4,73 3,60 1,77 3,45 

Kuantan Singingi 4,61 3,40 4,18 3,83 3,68 4,23 1,90 2,73 1,02 4,54 3,73 1,84 3,31 

Indragiri Hulu 4,46 2,42 4,03 3,77 3,81 4,05 3,85 2,72 1,67 4,65 4,65 1,57 3,47 

dari kategori sedang pada tahun 2022, meningkat ke dalam kategori tinggi pada 

tahun 2024 (Grafik 2.8). 

2022 

3,44 

2023 

H NASIONAL Hm RIAU 

3,43 

2024 

Sumber : BRIN (2021-2024) 

Grafik 2.8. Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2022 — 2024 

Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 

2024 tertinggi diperoleh Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai, 

sedangkan capaian yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (Tabel 

2.7). Berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024, Riau memiliki 

keunggulan dalam pilar Ukuran Pasar, Stabilitas Ekonomi Makro, Adopsi TIK, dan 

Keterampilan Digital. Namun, masih diperlukan peningkatan pada pilar Pasar 

Produk, Sistem Keuangan, dan Kapabilitas Inovasi. 

Tabel 2.7. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau 

Tahun 2024 

LINGKUNGAN EKOSISTEM 

PENDUKUNG SDM PASAR INOVASI | sKOR 
Provinsi/Kabupaten/Kota IDSD 

Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar Pilar Pilar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NASIONAL 4,18 | 2,97 | 3,47 | 3,99 1 3,76 | 3,91 | 2,57 | 3,03 | 2,76 | 4,35 | 3,06 3,13 3,43 

Riau 430 | 302 | 368 | 440 | 394 | 400 | 1,07 | 2,90 | 2,11 | 486 | 329 | 2,59 3,35 

RATA-RATAKABIKOTA | 447 | 328 | 428 | 375 | 383 | 395 12,77 | 316 | 1,78 | 473 | 3,60 1,77 3,45 

Kuantan Singingi 461 | 340 | 418 | 383 | 368 |423 | 190 | 2,73 | 102 | 454 | 373 | 184 | 3,31 

Indragiri Hulu 446 | 242 | 403 | 377 | 381 | 405 | 385 | 2,72 | 167 | 465 | 4,65 1,57 3,47 
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Provinsi/Kabupaten/Kota 

LINGKUNGAN 
PENDUKUNG 

SDM PASAR 
EKOSISTEM 

INOVASI SKOR 
IDSD Pilar 

1 

Pilar 
2 

Pilar 
3 

Pilar 
4 

Pilar 
5 

Pilar 
6 

Pilar 
7 

Pilar 
8 

Pilar 
9 

Pilar 
10 

Pilar 
11 

Pilar 
12 

Indragiri Hilir 4,45 3,03 4,05 3,54 3,64 3,78 4,43 2,84 1,39 4,83 4,44 1,39 3,48 

Pelalawan 4,45 3,67 3,95 4,00 3,92 4,06 1,33 2,94 2,02 4,72 3,32 1,43 3,32 

Siak 4,72 3,65 4,30 3,72 3,89 3,99 1,19 3,44 1,06 4,90 4,05 1,01 3,33 

Kampar 4,50 3,71 4,29 3,57 3,87 4,09 1,66 2,97 1,54 4,89 3,19 1,89 3,35 

Rokan Hulu 4,48 3,65 4,40 3,28 3,82 4,03 2,48 2,79 1,79 4,58 3,96 1,79 3,42 

Bengkalis 4,46 3,59 4,23 3,80 3,90 3,72 2,17 3,09 1,46 5.,00 3,28 1,95 3,39 

Rokan Hilir 4,55 3,30 4,45 3,39 3,84 3,81 1,42 3,38 1,14 4,82 3,60 1,36 3,26 

Kepulauan Meranti 4,31 2,91 4,33 3,29 3,62 3,66 3,05 3,31 0,81 4,26 2,44 1,11 3,09 

Pekanbaru 4,27 3,11 4,93 4,51 4,01 4,02 5,00 4,47 3,93 5,00 3,53 3,79 4,21 

Dumai 4,39 2,95 4,16 4,28 3,89 4,00 4,71 3,25 3,52 4,96 2,96 2,15 3,74 

Keterangan:  

Pilar 1: Institusi Pilar 5: Kesehatan Pilar 9: Sistem Keuangan 

Pilar 2: Infrastruktur Pilar 6: Keterampilan Pilar 10: Ukuran Pasar 

Pilar 3: Adopsi TIK Pilar 7: Pasar Produk Pilar 11: Dinamisme Bisnis 

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro  Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja Pilar 12: Kapabilitas Inovasi 

Sumber: BRIN 11 Maret 2025 

b. Indeks Inovasi Daerah  

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada Badan Strategi 
Kebijakan Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide 
gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba 
inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan 
dengan perda dan perkada. Pengukuran indeks inovasi daerah digunakan oleh 
pembuat kebijakan untuk mengarahkan sumber daya dan inisiatif ke wilayah yang 
membutuhkan perhatian lebih besar dalam mendorong inovasi. Ini membantu 
mengarahkan kebijakan secara efektif untuk meningkatkan ekosistem inovasi. 
Disamping itu bermanfaat juga menarik investor dan perusahaan yang mencari 
lokasi yang inovatif untuk menanam modal atau berkolaborasi dengan mitra lokal. 
Ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2018 yang dapat 
digunakan sebagai tolok ukur kemajuan daerah dalam penerapan hasil riset dan 
inovasi di daerah. Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran & 
penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan 
yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan 
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Provinsi/Kabupaten/Kota IDSD 

Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar Pilar Pilar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Indragiri Hilir 445 | 303 | 405 | 354 | 364 | 378 | 443 | 284 | 139 | 483 | 4,44 1,39 3,48 

Pelalawan 445 | 367 | 395 | 400 | 392 | 406 | 133 | 294 | 202 | 472 | 332 | 1.43 | 3,32 

Siak 472 | 365 | 430 | 372 | 389 1399 | 1,19 | 344 | 1,06 | 4,90 | 405 | 1,01 3,33 

Kampar 450 | 371 | 429 | 357 | 387 | 409 | 166 | 297 | 154 | 489 | 319 | 189 | 3,35 

Rokan Hulu 448 | 365 | 440 | 328 | 382 | 403 | 248 | 279 | 1,79 | 4,58 | 3,96 1,79 | 3,42 

Bengkalis 446 | 359 1423 | 380 | 390 | 3,72 | 2017 | 309 | 1,46 | 5.00 | 3,28 195 | 3,39 

Rokan Hilir 455 | 330 | 445 | 339 | 384 | 381 | 1.42 | 338 | 1,114 | 482 | 3,60 1,36 3,26 

Kepulauan Meranti 431 | 291 | 433 | 329 | 362 | 366 | 305 | 331 | 081 | 426 | 2,44 1,11 3,09 

Pekanbaru 427 | 311 | 4,93 | 4,51 | 401 | 4.02 | 5.00 | 4,47 | 3.93 | 5.00 1 3.53 | 3,79 | 4,21 

Dumai 439 | 295 | 416 | 428 | 389 | 400 | 471 | 325 | 352 | 496 | 296 |2,15 | 3,74 

Keterangan: 

Pilar 1: Institusi Pilar 5: Kesehatan Pilar 9: Sistem Keuangan 

Pilar 2: Infrastruktur Pilar 6: Keterampilan Pilar 10: Ukuran Pasar 

Pilar 3: Adopsi TIK Pilar 7: Pasar Produk Pilar 11: Dinamisme Bisnis 

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja Pilar 12: Kapabilitas Inovasi 

Sumber: BRIN 11 Maret 2025 
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Disamping itu bermanfaat juga menarik investor dan perusahaan yang mencari 

lokasi yang inovatif untuk menanam modal atau berkolaborasi dengan mitra lokal. 

Ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2018 yang dapat 

digunakan sebagai tolok ukur kemajuan daerah dalam penerapan hasil riset dan 

inovasi di daerah. Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran & 

penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan 

yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan 

bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Perhitungan indeks inovasi daerah mengalami perubahan pada tahun 2021. 
Perkembangan indeks inovasi daerah Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga tahun 
2024 mengalami peningkatan dari 38,82 (kategori inovatif) pada tahun 2021 
meningkat menjadi 53,63 (kategori inovatif) pada tahun 2024 (Tabel 2.9). Selama 
periode 2021-2024 provinsi Riau berada pada kategori inovatif. Pada tahun 2024 
terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota di Riau yang telah meraih kategori sangat inovatif, 
yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan dan Kota Pekanbaru, namun masih 
terdapat daerah masuk kategori Tidak Inovatif yakni kabupaten Kepulauan Meranti 
(Tabel 2.8). 

Tabel 2.8. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Riau dan 
Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024 

No. KABUPATEN/KOTA 2021 2022 2023 2024 

1 Siak 20,98 44,70 37,12 56,87 

2 Bengkalis 48,3 44,17 42,59 37,78 

3 Kuantan Singingi 32,01 48,42 47,67 49,09 

4 Rokan Hulu 47,64 50,36 46,8 47,75 

5 Indragiri Hilir 62,42 67,63 63,72 62,46 

6 Indragiri Hulu 41,38 40,89 44,15 51,25 

7 Kampar 42,66 54,49 50,62 58,05 

8 Kepulauan Meranti 35,47 40,95 48,97 27,15 

9 Rokan Hilir 17,75 30,51 36,87 38,63 

10 Pelalawan 47,33 53,39 58,21 65,7 

11 Dumai 20,48 41,03 42,38 54,7 

12 Pekanbaru 60,14 70,57 62,86 68,34 

  Provinsi Riau 38,82 50,94 53,52 53,63 

 Sumber : Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (2021-2024)  

c. Indeks Kapabilitas Inovasi 

 Indeks Kapabilitas Inovasi digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan 
IPTEK suatu daerah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan 
kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana 
lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, 
keragamanan, konfrontasi lintas visi, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat 
mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indeks ini dirilis oleh Badan Riset dan 
Inovasi Nasional. Indeks ini dibentuk dari 7 (tujuh) indikator, yakni keanekaragaman 
tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, 
belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset dan aplikasi merek dagang. 

Perhitungan indeks inovasi daerah mengalami perubahan pada tahun 2021. 

Perkembangan indeks inovasi daerah Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga tahun 

2024 mengalami peningkatan dari 38,82 (kategori inovatif) pada tahun 2021 

meningkat menjadi 53,63 (kategori inovatif) pada tahun 2024 (Tabel 2.9). Selama 
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terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota di Riau yang telah meraih kategori sangat inovatif, 

yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan dan Kota Pekanbaru, namun masih 

terdapat daerah masuk kategori Tidak Inovatif yakni kabupaten Kepulauan Meranti 

(Tabel 2.8). 

Tabel 2.8. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Riau dan 

Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024 

No. KABUPATEN/KOTA 2021 2022 2023 2024 
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2 | Bengkalis 48,3 |) 44,17 42,59 37,78 

3 | Kuantan Singingi 32,01) 48,42 47,67 49,09 

4 | Rokan Hulu 47,64 | 50,36 46,8 47,75 
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8 | Kepulauan Meranti 35,47 40,95 48,97 27,15 
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10 | Pelalawan 47,33 | 53,39 58,21 65,7 

11 | Dumai 20,48 | 41,03 42,38 54,7 

12 | Pekanbaru 60,14 | 70,57 62,86 68,34 

Provinsi Riau 38,82 | 50,94 53,52 53,63 

Sumber : Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (2021-2024) 

c. Indeks Kapabilitas Inovasi 

Indeks Kapabilitas Inovasi digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan 

IPTEK suatu daerah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan 

kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana 

lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, 

keragamanan, konfrontasi lintas visi, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat 

mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indeks ini dirilis oleh Badan Riset dan 

Inovasi Nasional. Indeks ini dibentuk dari 7 (tujuh) indikator, yakni keanekaragaman 

tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, 

belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset dan aplikasi merek dagang. 
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 Pada periode 2022-2024 tingkat penguasaan IPTEK di Provinsi Riau 
mengalami peningkatan, pada tahun 2022 dengan nilai 2,17 dan pada tahun 2024 
mengalami peningkatan menjadi 2,59, meskipun masih di bawah rata-rata nasional. 
Namun pada tahun 2024 tingkat penguasaan teknologi sudah masuk dalam 
kategori tinggi. Indikator belanja riset, keunggulan lembaga riset dan aplikasi merek 
dagang harus menjadi perhatian ke depan, untuk meningkatkan indeks kapabilitas 
inovasi (Grafik 2.9). 

 

Sumber : BRIN (2021-2025) 

Grafik 2.9. Perkembangan Indeks Kapabilitas Inovasi Provinsi Riau 
Tahun 2022–2024 

d. Riset dan Inovasi BRIDA 

 Tabel 2.9 memberikan gambaran riset dan inovasi yang telah dilakukan. 

tahun 2023 – 2025. Sebagai lembaga yang berperan strategis dalam penguatan 

ekosistem riset dan inovasi daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) 

Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan penelitian, pengkajian, dan 

penerapan teknologi yang berorientasi pada permasalahan prioritas dan potensi 

daerah. Kegiatan riset yang dilaksanakan mencakup berbagai bidang prioritas 

pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan, serta 

pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. 

Melalui pelaksanaan riset-riset tersebut, BRIDA berupaya menghasilkan 

rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mendorong inovasi 

daerah yang aplikatif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga 

pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Hasil riset yang telah dilakukan tidak 

hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah, tetapi juga 

menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, 

inklusif, dan berkeadilan.  

Tabel 2.9. Riset dan Inovasi BRIDA Tahun 2023 - 2025 

Tahun Judul Penelitian 

2023 Pengembangan Model Diversifikasi dan Pengelolaan Cadangan Pangan Sumber 

Karbohidrat Lokal Non Beras di Provinsi Riau 
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mengalami peningkatan, pada tahun 2022 dengan nilai 2,17 dan pada tahun 2024 

mengalami peningkatan menjadi 2,59, meskipun masih di bawah rata-rata nasional. 

Namun pada tahun 2024 tingkat penguasaan teknologi sudah masuk dalam 

kategori tinggi. Indikator belanja riset, keunggulan lembaga riset dan aplikasi merek 

dagang harus menjadi perhatian ke depan, untuk meningkatkan indeks kapabilitas 

inovasi (Grafik 2.9). 
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Grafik 2.9. Perkembangan Indeks Kapabilitas Inovasi Provinsi Riau 
Tahun 2022—2024 

d. Riset dan Inovasi BRIDA 

Tabel 2.9 memberikan gambaran riset dan inovasi yang telah dilakukan. 

tahun 2023 — 2025. Sebagai lembaga yang berperan strategis dalam penguatan 

ekosistem riset dan inovasi daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) 

Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan penelitian, pengkajian, dan 

penerapan teknologi yang berorientasi pada permasalahan prioritas dan potensi 

daerah. Kegiatan riset yang dilaksanakan mencakup berbagai bidang prioritas 

pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan, serta 

pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. 

Melalui pelaksanaan riset-riset tersebut, BRIDA berupaya menghasilkan 

rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mendorong inovasi 

daerah yang aplikatif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga 

pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Hasil riset yang telah dilakukan tidak 

hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah, tetapi juga 

menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, 

inklusif, dan berkeadilan. 

Tabel 2.9. Riset dan Inovasi BRIDA Tahun 2023 - 2025 

Tahun Judul Penelitian 

2023 Pengembangan Model Diversifikasi dan Pengelolaan Cadangan Pangan Sumber 

Karbohidrat Lokal Non Beras di Provinsi Riau 
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Tahun Judul Penelitian 

Potensi Limbah Kulit Durian Dalam Produksi Bioetanol sebagai Energi Terbarukan di 

Provinsi Riau 
Integrasi Sensor dan Pemantauan Realtime Kualitas Air dan Udara Untuk Mendukung 

Keputusan yang Berkelanjutan dalam Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Riau 
2024 Model Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha 

(TJSLBU) dalam Mendukung Pembangunan di Provinsi Riau 
Pola Kemiskinan, Faktor Penentu Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Ekstrem di Provinsi Riau 
Kaji Tindak Pencegahan Kematian Ibu Melalui Pemberdayaan Kader dan Ibu Hamil 

Berbasis Aplikasi “AMERTA” di Provinsi Riau 
2025 Eksplorasi Praktik Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 

dan Inklusif (Studi Kasus: SMA/SMK Swasta dan SLB Tingkat Menengah Atas Swasta di 

Provinsi Riau 
Model Pengembangan Pertanian Perkotaan Berbasis IPTEK Dalam Mendukung 

Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Provinsi Riau 
Identifikasi dan Penataan Alat Penangkapan Ikan Bubu Tiang Untuk Pengelolaan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan di Provinsi Riau 

 

2.3.6. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah  
 

Penyerapan anggaran dan realisasi pendanaan didasarkan pada realisasi 
anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/Subkegiatan 
dalam pencapaian sasaran BRIDA pada APBD-P Tahun 2024  (Tabel 2.10) 

 

Tabel 2.10. Realisasi Pendanaan BRIDA Provinsi Riau November s.d Desember 
2024 

NO KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

PAGU APBD-

P 2024 

REALISASI 

(RP) 

% 

BRIDA PROVINSI RIAU 

  5.05. Penelitian dan 

Pengembangan 

3.849.314.577  2.073.587.385  53,87 

  5.05.01  Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

3.721.368.577  2.058.512.385  55,32 

  5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

2.621.383.233  1.735.331.890  66,20 

1 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN (Seluruh ASN 

Bidang Litbang dan UPT. 

RSTP) sejumlah 50 Orang 

ASN 

2.621.383.233  1.735.331.890  66,20 

  5.05.01.1.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

490.532.669  156.248.871  31,85 

2 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

13.818.008  -    0,00 

Tahun Judul Penelitian 

Potensi Limbah Kulit Durian Dalam Produksi Bioetanol sebagai Energi Terbarukan di 

Provinsi Riau 

Integrasi Sensor dan Pemantauan Realtime Kualitas Air dan Udara Untuk Mendukung 

Keputusan yang Berkelanjutan dalam Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Riau 

2024 Model Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha 

(TJSLBU) dalam Mendukung Pembangunan di Provinsi Riau 

Pola Kemiskinan, Faktor Penentu Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Ekstrem di Provinsi Riau 

Kaji Tindak Pencegahan Kematian Ibu Melalui Pemberdayaan Kader dan Ibu Hamil 

Berbasis Aplikasi “AMERTA"” di Provinsi Riau 

2025 Eksplorasi Praktik Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 

dan Inklusif (Studi Kasus: SMA/SMK Swasta dan SLB Tingkat Menengah Atas Swasta di 

Provinsi Riau 

Model Pengembangan Pertanian Perkotaan Berbasis 

Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Provinsi Riau 

Identifikasi dan Penataan Alat Penangkapan Ikan Bubu Tiang Untuk Pengelolaan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan di Provinsi Riau 

IPTEK Dalam Mendukung 

2.3.6. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah 

Penyerapan anggaran dan realisasi pendanaan didasarkan pada realisasi 

anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/Subkegiatan 

dalam pencapaian sasaran BRIDA pada APBD-P Tahun 2024 (Tabel 2.10) 

Tabel 2.10. Realisasi Pendanaan BRIDA Provinsi Riau November s.d Desember 

2024 

NO | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB | PAGU APBD- REALISASI 9 

KEGIATAN P 2024 (RP) 

BRIDA PROVINSI RIAU 

5.05. Penelitian dan 3.849.314.577 | 2.073.587.385 | 53,87 

Pengembangan 

5.05.01 Program Penunjang Urusan | 3.721.368.577 | 2.058.512.385 | 55,32 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan 2.621.383.233 | 1.735.331.890 | 66,20 

Perangkat Daerah 

1 5.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan 2.621.383.233 | 1.735.331.890 | 66,20 

Tunjangan ASN (Seluruh ASN 

Bidang Litbang dan UPT. 

RSTP) sejumlah 50 Orang 

ASN 

5.05.01.1.06 Administrasi Umum 490.532.669 156.248.871 | 31,85 

Perangkat Daerah 

2 5.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen 13.818.008 - 0,00 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
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NO KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

PAGU APBD-

P 2024 

REALISASI 

(RP) 

% 

3 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

159.521.439  69.734.350  43,71 

4 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

11.409.222  -    0,00 

5 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

305.784.000  86.514.521  28,29 

  5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

192.569.895  -    0,00 

6 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 192.569.895  -    0,00 

  5.05.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

325.292.780  166.931.624  51,32 

7 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

2.700.000  2.000.000  74,07 

8 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

133.190.000  -    0,00 

9 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

189.402.780  164.931.624 87,08 

  5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

91.590.000  - 0,00 

10 5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

38.530.000 - 0,00 

11 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

36.900.000  -    0,00 

12 5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

16.160.000  -    0,00 

  5.05.02 Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

127.946.000  15.075.000  11,78 

  5.05.02.1.01 Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan 

127.946.000  15.075.000  11,78 

13 5.05.02.1.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi 

Pelaksanaan Kegiatan Data 

dan Pengkajian Peraturan 

127.946.000  15.075.000  11,78 

            

NO KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

PAGU APBD- 

P 2024 

REALISASI 
(RP) 

9 
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Air dan Listrik 

133.190.000 0,00 
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10 5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

38.530.000 0,00 

11 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

36.900.000 0,00 

12 5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

16.160.000 0,00 

5.05.02 Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

127.946.000 15.075.000 11,78 

5.05.02.1.01 Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 
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127.946.000 15.075.000 11,78 
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Pelaksanaan Kegiatan Data 

dan Pengkajian Peraturan 

127.946.000 15.075.000 11,78 
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NO KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

PAGU APBD-

P 2024 

REALISASI 

(RP) 

% 

    UPT. RIAU SCIENCE 

TECHNO PARK 

416.097.386  226.418.767  54,41 

  5.05.02 Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

157.938.850  -    0,00 

  5.05.02.1.04 Kegiatan Pengembangan 

Inovasi dan Teknologi 

157.938.850  -    0,00 

14 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan 

Rancang Bangun/Model 

Replikasi dan Invensi di 

Bidang Difusi Inovasi dan 

Penerapan Teknologi 

157.938.850  - 0,00 

  5.01.01  Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

258.158.536  226.418.767  87,71 

  5.05.01.1.08  Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

258.158.536  226.418.767  87,71 

15 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

71.095.216  39.355.447  55,36 

16 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

187.063.320  187.063.320  100,00 

 JUMLAH 4.265.411.963  2.300.006.152  53,92 

Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

 

2.4. Kelompok Sasaran Layanan 

Kelompok sasaran layanan BRIDA selaku Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada 

Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Riau; 
2. Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau; 
3. Lembaga legislatif; 
4. Kementerian/Lembaga; 
5. Perguruan Tinggi; 
6. Organisasi kemasyarakatan; 
7. Masyarakat; dan 

8. Dunia usaha. 
 

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perangkat daerah tidak dapat 
bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sinergi dan kemitraan yang 
kuat dengan berbagai pihak. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi 
Riau, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas penunjang urusan 
pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi, memiliki peran 
strategis dalam mengoordinasikan kegiatan riset dan teknologi di lingkungan 

NO | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB | PAGU APBD- REALISASI 9 

KEGIATAN P 2024 (RP) 

UPT. RIAU SCIENCE 416.097.386 226.418.767 | 54,41 

TECHNO PARK 

5.05.02 Program Penelitian dan 157.938.850 - 0,00 

Pengembangan Daerah 

5.05.02.1.04 Kegiatan Pengembangan 157.938.850 - 0,00 

Inovasi dan Teknologi 

14 | 5.05.02.1.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan 157.938.850 - 0,00 

Rancang Bangun/Model 

Replikasi dan Invensi di 

Bidang Difusi Inovasi dan 

Penerapan Teknologi 

5.01.01 Program Penunjang Urusan 258.158.536 226.418.767 | 87,71 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang 258.158.536 226.418.767 | 87,71 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

15 1 5.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa 71.095.216 39.355.447 | 55,36 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

16 1 5.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan 187.063.320 187.063.320 | 100,00 

Umum Kantor 

JUMLAH | 4.265.411.963 | 2.300.006.152 | 53,92 

Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

2.4. Kelompok Sasaran Layanan 

Kelompok sasaran layanan BRIDA selaku Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada 

Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

Organisasi kemasyarakatan, 

Masyarakat: dan 

Dunia usaha. 

1. Seluruh organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Riau: 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, 

3. Lembaga legislatif. 

4. Kementerian/Lembaga,. 

5. Perguruan Tinggi. 

6. 

7. 

8. 

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perangkat daerah tidak dapat 

bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sinergi dan kemitraan yang 

kuat dengan berbagai pihak. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi 

Riau, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas penunjang urusan 

pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi, memiliki peran 

strategis dalam mengoordinasikan kegiatan riset dan teknologi di lingkungan 
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Pemerintah Provinsi Riau. 
Sebagai koordinator riset dan teknologi daerah, BRIDA berfungsi 

menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang aplikatif. Dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, khususnya terkait riset dan inovasi, BRIDA memastikan bahwa hasil 
penelitian tidak berhenti sebatas dokumen akademik, tetapi dapat 
diimplementasikan secara nyata sebagai solusi atas permasalahan pembangunan 
daerah. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, BRIDA perlu menjalin kemitraan dengan 
berbagai lembaga dan instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. 
Kemitraan tersebut meliputi perangkat daerah terkait sebagai pengguna hasil riset, 
perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai penghasil inovasi, Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dan dunia usaha sebagai mitra hilirisasi dan penerapan 
teknologi, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra diseminasi dan 
pendampingan di tingkat masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan perusahaan 
swasta dan pelaku industri menjadi penting dalam mendukung komersialisasi 
inovasi serta penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah. 

Melalui kemitraan yang kolaboratif dan berkelanjutan tersebut, BRIDA 
Provinsi Riau diharapkan mampu mendorong terwujudnya riset dan inovasi yang 
berdampak nyata, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi 
langsung terhadap percepatan dan keberlanjutan pembangunan daerah. 

 

2.6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 

 

Kerjasama yang telah dilakukan BRIDA Provinsi Riau sampai dengan bulan 
Oktober tahun 2025 adalah sebagai berikut: 
1) Universitas Lancang Kuning 

- Fakultas Pertanian 
2) Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 

- Pusat P3H 
- Fakultas Pertanian dan Peternakan 

3) Universitas Abdurrab Pekanbaru (LPPM) 
4) Universitas Muhammadiyah Riau 
5) Badan Riset dan Inovasi Nasional 
6) Universitas Riau 

 

Selanjutnya untuk Rencana Kerjasama ke depan sampai dengan tahun 2030 
BRIDA Provinsi Riau akan menjalin dengan lembaga-lembaga dan Organisasi 
penelitian lainnya yaitu Perguruan tinggi, Perusahaan Swasta, dan Badan Riset dan 
Inovasi Nasional sebagaimana Tabel di bawah ini 

 
Tabel 2.11. Rencana Kerja Sama K/L, Universitas dengan BRIDA Provinsi Riau 

No. Perguruan Tinggi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Universitas Riau – Fakultas Teknik       

Pemerintah Provinsi Riau. 

Sebagai koordinator riset dan teknologi daerah, BRIDA berfungsi 

menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang aplikatif. Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, khususnya terkait riset dan inovasi, BRIDA memastikan bahwa hasil 

penelitian tidak berhenti sebatas dokumen akademik, tetapi dapat 

diimplementasikan secara nyata sebagai solusi atas permasalahan pembangunan 

daerah. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, BRIDA perlu menjalin kemitraan dengan 

berbagai lembaga dan instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. 

Kemitraan tersebut meliputi perangkat daerah terkait sebagai pengguna hasil riset, 

perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai penghasil inovasi, Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dan dunia usaha sebagai mitra hilirisasi dan penerapan 

teknologi, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra diseminasi dan 

pendampingan di tingkat masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan perusahaan 

swasta dan pelaku industri menjadi penting dalam mendukung komersialisasi 

inovasi serta penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah. 

Melalui kemitraan yang kolaboratif dan berkelanjutan tersebut, BRIDA 

Provinsi Riau diharapkan mampu mendorong terwujudnya riset dan inovasi yang 

berdampak nyata, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi 

langsung terhadap percepatan dan keberlanjutan pembangunan daerah. 

2.6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 

Kerjasama yang telah dilakukan BRIDA Provinsi Riau sampai dengan bulan 

Oktober tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

1) Universitas Lancang Kuning 

- Fakultas Pertanian 
2) Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 

- Pusat P3H 
- Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Abdurrab Pekanbaru (LPPM) 
Universitas Muhammadiyah Riau 

Badan Riset dan Inovasi Nasional 
Universitas Riau O
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Selanjutnya untuk Rencana Kerjasama ke depan sampai dengan tahun 2030 

BRIDA Provinsi Riau akan menjalin dengan lembaga-lembaga dan Organisasi 

penelitian lainnya yaitu Perguruan tinggi, Perusahaan Swasta, dan Badan Riset dan 

Inovasi Nasional sebagaimana Tabel di bawah ini 

Tabel 2.11. Rencana Kerja Sama K/L, Universitas dengan BRIDA Provinsi Riau 

No. Perguruan Tinggi 2025 1 2026 | 2027 1 2028 | 2029 | 2030 

1 Universitas Riau — Fakultas Teknik 
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No. Perguruan Tinggi 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2 Universitas Riau – Fakultas Perikanan 
dan Kelautan 

      

3 Perguruan Tinggi       

4 Perguruan Tinggi       

5 Perguruan Tinggi       

6 Perusahaan Swasta       

7 Perguruan Tinggi       

8 Perguruan Tinggi       

9 Perguruan Tinggi       

10 Perguruan Tinggi       

11 Perguruan Tinggi       

12 BRIN       

Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

 

Pada periode 2026–2030 direncanakan pelaksanaan dua kerja sama setiap 
tahun dengan perguruan tinggi atau Stake Holder terkait (Tabel 2.11). 
 

2.7. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

 

 Identifikasi permasalahan dalam layanan Perangkat Daerah (PD) memiliki 
peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang 
diberikan dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Dengan identifikasi masalah, PD dapat lebih mudah mengevaluasi dan 
mengawasi program atau kebijakan yang sedang berjalan. Hal ini membantu dalam 
memastikan bahwa setiap proses sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah 
ditetapkan. Secara keseluruhan, identifikasi permasalahan dalam layanan PD 
sangat penting untuk memperbaiki kinerja, efektivitas, dan kualitas pelayanan 
publik. Ini juga menjadi langkah awal yang krusial dalam menciptakan tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau memberikan pelayanan dalam 

wujud pengembangan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, 

penerapan, invensi, inovasi yang terintegrasi. Dalam upaya meningkatkan kinerja 

pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) kurun waktu 2025 s/d 2030, 

perlu mengidentifikasi dan mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang 

mempengaruhi pengembangan pelayanan BRIDA Provinsi Riau. Tantangan yang 

dihadapi, antara lain: 

1. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi belum optimal sebagai dasar perumusan 
kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, landasan pengambilan 
keputusan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola 
pemerintahan, penyusunan naskah akademik peraturan daerah, serta solusi 
atas berbagai permasalahan pembangunan. 

2. Keberlanjutan dan efektivitas ekosistem riset dan inovasi belum dapat 
berfungsi dengan baik untuk mendukung perkembangan teknologi, serta 
memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di 
daerah. 
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Perguruan Tinggi 2025 1 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 

Universitas Riau — Fakultas Perikanan 

dan Kelautan 

Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi 

Perusahaan Swasta 

Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi 

10 | Perguruan Tinggi 

11 | Perguruan Tinggi 

12  BRIN 

Sumber : BRIDA Provinsi Riau, 2025 

Pada periode 2026—2030 direncanakan pelaksanaan dua kerja sama setiap 

tahun dengan perguruan tinggi atau Stake Holder terkait (Tabel 2.11). 

2.7. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Identifikasi permasalahan dalam layanan Perangkat Daerah (PD) memiliki 

peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang 

diberikan dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dengan identifikasi masalah, PD dapat lebih mudah mengevaluasi dan 

mengawasi program atau kebijakan yang sedang berjalan. Hal ini membantu dalam 

memastikan bahwa setiap proses sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Secara keseluruhan, identifikasi permasalahan dalam layanan PD 

sangat penting untuk memperbaiki kinerja, efektivitas, dan kualitas pelayanan 

publik. Ini juga menjadi langkah awal yang krusial dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau memberikan pelayanan dalam 

wujud pengembangan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, 

penerapan, invensi, inovasi yang terintegrasi. Dalam upaya meningkatkan kinerja 

pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) kurun waktu 2025 s/d 2030, 

perlu mengidentifikasi dan mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang 

mempengaruhi pengembangan pelayanan BRIDA Provinsi Riau. Tantangan yang 

dihadapi, antara lain: 

1. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi belum optimal sebagai dasar perumusan 

kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, landasan pengambilan 

keputusan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola 

pemerintahan, penyusunan naskah akademik peraturan daerah, serta solusi 

atas berbagai permasalahan pembangunan. 

2. Keberlanjutan dan efektivitas ekosistem riset dan inovasi belum dapat 

berfungsi dengan baik untuk mendukung perkembangan teknologi, serta 

memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di 

daerah. 
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3.  Masih diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, disertai 
dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 
kegiatan riset dan inovasi. 

4. Hilirisasi hasil riset dan inovasi menjadi produk yang terkomersialisasi masih 
terbatas, sehingga belum mampu secara optimal mendorong peningkatan 
ekonomi masyarakat. 

Peluang bagi BRIDA Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam 

kurun waktu 2025-2030 antara lain: 

1. Tersedianya regulasi dan nomenklatur kegiatan riset dan inovasi membuka 
peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, 
sehingga program riset dapat dijalankan secara lebih terarah dan akuntabel. 

2. Pengembangan kebijakan yang inovatif menjadi peluang untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan yang 
adaptif, kreatif, dan berbasis kebutuhan daerah. 

3.  Identifikasi produk unggulan daerah dan potensi lokal menjadi peluang 
strategis untuk mengembangkan riset dan inovasi yang sesuai dengan 
karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasilnya lebih 
tepat sasaran dan berdampak nyata. 

4.  Kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta 
menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi daerah 
melalui perluasan akses sumber daya, pengetahuan, dan pembiayaan. 
Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang penting untuk meningkatkan 

efisiensi dalam pengumpulan data, analisis hasil riset, serta penyebarluasan 
informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan transparan. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu 
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 
Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh 
dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah (RIPJPID) sebagai landasan 
perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman 
pada nilai Pancasila. 

Sesuai dengan arah pembangunan Sumatera dan Riau khususnya, dan 
selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan isu-isu strategis 
pembangunan daerah maka Tema Prioritas Riset dan Inovasi dalam RIPJPID 
Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi 
yang Maju dan Berkelanjutan. Tema tersebut meliputi: 

1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan 
daya saing produk unggulan daerah, 

3. Masih diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, disertai 

dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 

kegiatan riset dan inovasi. 

4. Hilirisasi hasil riset dan inovasi menjadi produk yang terkomersialisasi masih 

terbatas, sehingga belum mampu secara optimal mendorong peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

Peluang bagi BRIDA Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam 

kurun waktu 2025-2030 antara lain: 

1. Tersedianya regulasi dan nomenklatur kegiatan riset dan inovasi membuka 

peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, 

sehingga program riset dapat dijalankan secara lebih terarah dan akuntabel. 

2. Pengembangan kebijakan yang inovatif menjadi peluang untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan yang 

adaptif, kreatif, dan berbasis kebutuhan daerah. 

3. Identifikasi produk unggulan daerah dan potensi lokal menjadi peluang 

strategis untuk mengembangkan riset dan inovasi yang sesuai dengan 

karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasilnya lebih 

tepat sasaran dan berdampak nyata. 

4. Kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta 

menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi daerah 

melalui perluasan akses sumber daya, pengetahuan, dan pembiayaan. 

Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang penting untuk meningkatkan 

efisiensi dalam pengumpulan data, analisis hasil riset, serta penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan transparan. 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu 

Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh 

dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan 

pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah (RIP JPID) sebagai landasan 

perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman 

pada nilai Pancasila. 

Sesuai dengan arah pembangunan Sumatera dan Riau khususnya, dan 

selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan isu-isu strategis 

pembangunan daerah maka Tema Prioritas Riset dan Inovasi dalam RIP JPID 

Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi 

yang Maju dan Berkelanjutan. Tema tersebut meliputi: 

1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan 

daya saing produk unggulan daerah, 
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2. Penguatan ekosistem industri kelapa sawit, kelapa, sagu, karet, perikanan, kayu 
dan hasil hutan, 

3. Penguatan ekosistem pelayanan publik untuk pembangunan SDM yang 
berkualitas, kreatif dan inovatif, 

4. Penguatan ekosistem pariwisata. 

Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dimiliki oleh 
suatu daerah sangat menentukan daya saingnya dalam kancah perdagangan 
regional, nasional maupun internasional Kunci utama membangun kemandirian 
daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. 
Peran IPTEK sangat penting dalam menumbuhkan aset dan kapabilitas masyarakat 
agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan daerah, memperkuat rantai 
pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk yang ditopang hasil 
penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu pembangunan Riau memerlukan 
dukungan penelitian dan pengembangan IPTEK agar dapat meningkatkan daya 
saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Untuk itu, terdapat beberapa 
isu strategis yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan Riau makin 
mandiri dan sejahtera. Hasil pemetaan permasalahan pelayanan Badan Riset dan 
Inovasi Daerah Provinsi Riau dapat dilihat melalui Tabel 2.12. 

Tabel 2.12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah 
Provinsi Riau 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Hasil riset dan Inovasi 
belum menjadi landasan 
utama dalam 
perencanaan 
pembangunan daerah  

Hasil riset belum 
Sepenuhnya sesuai 
Kebutuhan perencanaan 
Pembangunan daerah 

Kapasitas SDM periset 
Belum sesuai dengan 
kebutuhan 

Terbatasnya dukungan 
sarana prasarana 

Kurangnya sinkronisasi 
kolaborasi dan kerjasama 
riset 

Belum optimalnya jejaring 
riset 
Belum terselenggaranya 

sinkronisasi riset 
Inovasi daerah belum 
Sepenuhnya sesuai 
kebutuhan 

Kapasitas SDM periset dan 
inventor/inovator belum 
sesuai dengan kebutuhan 

Terbatasnya dukungan 
sarana prasarana 

Kurangnya sinkronisasi, 
kolaborasi, kerjasama 
pengembangan inovasi dan 
kebijakan implementasi hasil 
inovasi 

Belum optimalnya jejaring 
dan kerjasama 
Pengembangan inovasi 
daerah 

Belum adanya Dukungan 
regulasi Pemanfaatan hasil 
inovasi daerah 

Sumber: RIPJPID 2025-2029 

 

2. Penguatan ekosistem industri kelapa sawit, kelapa, sagu, karet, perikanan, kayu 

dan hasil hutan, 

3. Penguatan ekosistem pelayanan publik untuk pembangunan SDM yang 

berkualitas, kreatif dan inovatif, 

4. Penguatan ekosistem pariwisata. 

Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dimiliki oleh 

suatu daerah sangat menentukan daya saingnya dalam kancah perdagangan 

regional, nasional maupun internasional Kunci utama membangun kemandirian 

daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. 

Peran IPTEK sangat penting dalam menumbuhkan aset dan kapabilitas masyarakat 

agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan daerah, memperkuat rantai 

pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk yang ditopang hasil 

penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu pembangunan Riau memerlukan 

dukungan penelitian dan pengembangan IPTEK agar dapat meningkatkan daya 

saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Untuk itu, terdapat beberapa 

isu strategis yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan Riau makin 

mandiri dan sejahtera. Hasil pemetaan permasalahan pelayanan Badan Riset dan 

Inovasi Daerah Provinsi Riau dapat dilihat melalui Tabel 2.12. 

Tabel 2.12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Provinsi Riau 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Hasil riset belum 

Sepenuhnya sesuai 

Kebutuhan perencanaan 

Kapasitas SDM periset 

Belum sesuai dengan 

kebutuhan 

1 Hasil riset dan Inovasi 

belum menjadi landasan 

utama dalam 

perencanaan Pembangunan daerah 

pembangunan daerah 
Terbatasnya dukungan 

sarana prasarana 

Kurangnya sinkronisasi 

kolaborasi dan kerjasama 

riset 

Belum optimalnya jejaring 

riset 

Belum terselenggaranya 

sinkronisasi riset 

Inovasi daerah belum 

Sepenuhnya sesuai 

kebutuhan 

Kapasitas SDM periset dan 

inventor/inovator belum 

sesuai dengan kebutuhan 

Terbatasnya dukungan 

sarana prasarana 

Kurangnya sinkronisasi, 

kolaborasi, kerjasama 

pengembangan inovasi dan 

kebijakan implementasi hasil 

inovasi 

Belum optimalnya jejaring 

dan kerjasama 

Pengembangan inovasi 

daerah 

Belum adanya Dukungan 

regulasi Pemanfaatan hasil 

inovasi daerah 

Sumber: RIPJPID 2025-2029 
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2.8. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025-2030 Provinsi Riau memiliki 
Visi “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju”, dan mempunyai 
7 (tujuh) misi, yaitu: 

 

Misi 

Pertama 

: Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui 

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan 

berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan 

kelompok marginal 

Misi Kedua : Meningkatkan perekonomian, daya saing dan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan 

sumberdaya secara optimal dalam kerangka 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Misi Ketiga : Memperkuat infrastruktur yang handal guna kemudahan 

akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta 

peningkatan konektifitas antar wilayah. 

Misi 

Keempat 

: Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan 

antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga 

keseimbangan dan pemerataan pembangunan 

Misi Kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan 

berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas 

dengan dukungan aparatur yang kompeten dan 

profesional menuju Pemerintahan yang berkualitas Dunia 

(World Class Government) 

Misi 

Keenam 

: Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama 

pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan 

melalui multi helix partnership, kerjasama antar daerah 

maupun kerjasama global 

Misi Ketujuh : Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai alat pemersatu 

dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal serta mendorong 

kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman 

dan adil untuk semua  

 

Dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Provinsi Riau, BRIDA menyelenggarakan Misi ke – 6 dan mendukung Program 
prioritas “Terwujudnya Riau Berdaya Saing”. Tabel 2.13 memberikan gambaran  
Pentahapan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026-2030 untuk Misi 6 dalam 
RPJMD Provinsi Riau 

Tabel 2.13. Pentahapan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026-2030 untuk 
Misi 6 dalam RPJMD Provinsi Riau 
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keseimbangan dan pemerataan pembangunan 

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan 
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dan adil untuk semua 
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RPJMD Provinsi Riau 
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Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 

1. Pemanfaatan 
riset dan 
inovasi daerah 
di dalam 
proses 
perencanaan 
pembangunan, 
penyelenggara
an pelayanan 
pemerintahan 
dan akselerasi 
capaian 
pembangunan 

2. Peningkatan 
muti helix 
partnership 
dan realisasi 
kerjasama 
yang telah 
dilakukan 

1. Pengembanga
n ekosistem 
riset dan 
inovasi Iptek 
dalam rangka 
mendukung 
percepatan 
tumbuh 
kembang dunia 
usaha dan 
dunia industri 

2. Pengembanga
n realisasi 
kerjasama 
dalam 
pembangunan 
daerah, public 
private 
partnership 

1. Peningkatan 
riset, inovasi 
dan 
teknologi 
digital 
sebagai 
pendorong 
sektor 
ekonomi 

2. Peningkatan 
kerjasama 
dalam 
pembangunan 
daerah, public 
private 
partnership 
 

1. Perluasan 
atmosfer riset 
dan inovasi di 
dalam 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
di daerah 

2. Pemantapan 
kerjasama dan 
realisasi 

1. Peningkatan 
kerjasama 
entitas riset, 
perguruan 
tinggi, SDM 
unggulan, 
perangkat 
daerah untuk 
akselerasi 
pembangunan 

2. Perluasan 
kerjasama dan 
percepatan 
realisasi 
kerjasama 

 

2.9. Telaahan Renstra K/L 

 

Sasaran terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk menilai 
keselarasan, keterpaduan dan sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra BRIDA 
Provinsi Riau dengan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang 
menjadi wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan tugas dan 
fungsi, BRIDA Provinsi Riau memiliki kaitan dengan program – program yang ada 
di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri 
dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keterkaitan tujuan, sasaran dan 
program BRIDA Provinsi Riau dengan tujuan, sasaran dan program BSKDN dan 
BRIN dapat dilihat pada Tabel 2.14. berikut ini. 

 

Tabel 2.14. Keterkaitan Renstra BRIDA Provinsi Riau dengan Renstra K/L 

BRIDA RIAU BSKDN BRIN 

Tujuan Program Tujuan Program Tujuan Program 

Meningkatnya 

hasil Riset dan 

Inovasi untuk 

Pembangunan 

Daerah 

Penelitian 

dan 

pengembang

an Daerah 

Peningkatan 

kualitas hasil 

litbang dalam 

perumusan 

kebijakan 

penyelenggaraa

n pemerintah 

dalam negeri 

Penelitian 

dan 

Pengemban

gan 

strategis  

Meningkat 

kan 

produktivitas 

invensi dan 

inovasi untuk 

daya saing. 

Program 

Penguata

n riset dan 

inovasi  

Meningkatnya 

hasil Riset dan 

Inovasi untuk 

Pembangunan 

Daerah 

Riset dan 

Inovasi 

Daerah 

Pembinaan 

pelaksanaan 

inovasi daerah 

Penguatan 

inovasi 

daerah 

Meningkatka

n tata kelola 

pemerintaha

n yang baik 

dalam rangka 

 

Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 

1. Pemanfaatan 1. Pengembanga Peningkatan . Perluasan . Peningkatan 

riset dan n ekosistem riset, inovasi atmosfer riset kerjasama 

inovasi daerah riset dan dan dan inovasi di entitas riset, 

di dalam inovasi Iptek teknologi dalam perguruan 

proses dalam rangka digital penyelenggara tinggi, SDM 

perencanaan mendukung sebagai an unggulan, 

pembangunan, percepatan pendorong pemerintahan perangkat 

penyelenggara tumbuh sektor di daerah daerah untuk 

an pelayanan kembang dunia ekonomi . Pemantapan akselerasi 

pemerintahan usaha dan Peningkatan kerjasama dan pembangunan 

dan akselerasi dunia industri kerjasama realisasi . Perluasan 

capaian 2. Pengembanga dalam kerjasama dan 

pembangunan n realisasi pembangunan percepatan 

2. Peningkatan kerjasama daerah, public realisasi 

muti helix dalam private kerjasama 

partnership pembangunan partnership 

dan realisasi daerah, public 

kerjasama private 

yang telah partnership 

dilakukan 

2.9. Telaahan Renstra K/L 

Sasaran terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk menilai 

keselarasan, keterpaduan dan sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra BRIDA 

Provinsi Riau dengan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang 

menjadi wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan tugas dan 

fungsi, BRIDA Provinsi Riau memiliki kaitan dengan program — program yang ada 

di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri 

dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keterkaitan tujuan, sasaran dan 

program BRIDA Provinsi Riau dengan tujuan, sasaran dan program BSKDN dan 

BRIN dapat dilihat pada Tabel 2.14. berikut ini. 

Tabel 2.14. Keterkaitan Renstra BRIDA Provinsi Riau dengan Renstra K/L 

BRIDA RIAU BSKDN BRIN 

Tujuan Program Tujuan Program Tujuan Program 

Meningkatnya | Penelitian Peningkatan Penelitian Meningkat Program 

hasil Riset dan | dan kualitas hasil dan kan Penguata 

Inovasi untuk pengembang | litbang dalam Pengemban | produktivitas | n riset dan 

Pembangunan | an Daerah perumusan gan invensi dan inovasi 

Daerah kebijakan strategis inovasi untuk 

penyelenggaraa daya saing. 

n pemerintah 

dalam negeri 

Meningkatnya | Riset dan Pembinaan Penguatan Meningkatka 

hasil Riset dan | Inovasi pelaksanaan inovasi n tata kelola 

Inovasi untuk Daerah inovasi daerah | daerah pemerintaha 

Pembangunan n yang baik 

Daerah dalam rangka 
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BRIDA RIAU BSKDN BRIN 

Tujuan Program Tujuan Program Tujuan Program 

reformasi 

birokrasi. 

Sumber: BSKDN dan BRIN Tahun 2025 

 

Sejalan dengan Visi dan Misi BSKDN dan BRIN, BRIDA juga diharapkan 
dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, 
akurat dan responsif, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 
menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi. 
 

2.10. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis RPJMD Provinsi Riau 

 

Pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan 
wilayah yang komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian 
antar berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang yang didukung 
oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Keberhasilan 
pembangunan suatu wilayah pada prinsipnya terkait erat dengan potensi yang 
dimiliki dan pemanfaatan terhadap potensi tersebut. Provinsi Riau telah memiliki 
kebijakan penataan ruang skala provinsi yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 2018-2038. 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 menjelaskan 
mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Provinsi serta penetapan 
kawasan strategis Provinsi. Dalam kebijakan pembangunan Riset dan Inovasi 
Daerah Provinsi Riau senantiasa memperhatikan faktor-faktor potensi daerah yang 
ada untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang 
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, 
sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana 
tata ruang yang berlaku. Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan 
pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen 
rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi 
sistem provinsi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi. 
Keterkaitan antara urusan penunjang penelitian dan pengembangan dengan RTR 
adalah litbang sebagai penyedia ilmu, data, dan inovasi untuk memperkuat kualitas 
RTR sedangkan RTR menjadi wadah implementasi hasil Litbang dalam bentuk 
pengaturan ruang yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan. Keduanya saling 
melengkapi: tanpa litbang, RTR berisiko tidak berbasis bukti; tanpa RTR, hasil 
Litbang tidak tersalurkan ke kebijakan nyata. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan batasan terkait 
estimasi dampak dan risiko lingkungan hidup sebagai penilaian yang mengukur 

BRIDA RIAU BSKDN BRIN 

Tujuan Program Tujuan Program Tujuan Program 

reformasi 

birokrasi. 

Sumber: BSKDN dan BRIN Tahun 2025 
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Strategis RPJMD Provinsi Riau 
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ada untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, 

sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana 

tata ruang yang berlaku. Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan 

pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen 

rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi 

sistem provinsi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi. 
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adalah litbang sebagai penyedia ilmu, data, dan inovasi untuk memperkuat kualitas 

RTR sedangkan RTR menjadi wadah implementasi hasil Litbang dalam bentuk 

pengaturan ruang yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan. Keduanya saling 
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sejauh mana dampak dan/atau resiko dari suatu kebijakan, rencana, atau program 
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup dan kelompok 
masyarakat yang terpapar oleh dampak dan/atau risiko tersebut. Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis merupakan salah satu instrumen memastikan bahwa prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan berintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi 
pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat 
strategis. Dari hasil penapisan yang dilakukan terhadap KLHS yang memiliki 
keterkaitan dengan isu strategis, maka Urusan Penunjang Penelitian dan 
Pengembangan tidak berkaitan langsung dengan KLHS. 

Dapat dikatakan urusan penunjang penelitian dan pengembangan merupakan 
fondasi ilmiah bagi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tanpa litbang, 
KLHS akan kekurangan data valid, analisis metodologis, dan rekomendasi inovatif. 
Sebaliknya, KLHS memberi arah fokus bagi litbang agar penelitian relevan dengan 
isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 
 

2.11. Isu Strategis 

 

Penentuan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa 
depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan daerah BRIDA Provinsi Riau, 
telaahan terhadap sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, telaah Renstra 
Kementerian/Lembaga, telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis serta memperhatikan permasalahan yang ada, 
dirumuskan isu strategis sebagai berikut: 

1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset sebagai rekomendasi perumusan 
kebijakan kebijakan pemerintah. 

2) Masih kurangnya kolaboratif kebijakan pemanfaatan dan pengembangan 
inovasi. 

 

Tabel 2.15. Teknik menyimpulkan isu strategis 

POTENSI 

DAERAH 

YANG 

MENJADI 

KEWENANGAN 

PD 

PERMASALAHAN 

PD 

ISU KLHS 

YANG 

RELEVAN 

DENGAN 

PD 

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN 

PD 
ISU STRATEGIS 

PD 

GLOBAL NASIONAL REGIONAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Potensi 

Sumber Daya 

Alam di 

Provinsi Riau 

untuk 

mendukung 

percepatan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Hasil riset dan 

Inovasi belum 

menjadi landasan 

utama dalam 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

nihil nihil 1. Peningkatan 

kualitas hasil 

litbang dalam 

perumusan 

kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintah 

dalam negeri 

1. Hasil riset dan 

Inovasi belum 

menjadi 

landasan 

utama dalam 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

2. Hasil riset 

belum 

1. Belum 

optimalnya 

pemanfaatan 

hasil riset 

sebagai 

rekomendasi 

perumusan 

kebijakan 

kebijakan 

pemerintah. 

sejauh mana dampak dan/atau resiko dari suatu kebijakan, rencana, atau program 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup dan kelompok 

masyarakat yang terpapar oleh dampak dan/atau risiko tersebut. Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis merupakan salah satu instrumen memastikan bahwa prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan berintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi 

pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat 

strategis. Dari hasil penapisan yang dilakukan terhadap KLHS yang memiliki 

keterkaitan dengan isu strategis, maka Urusan Penunjang Penelitian dan 

Pengembangan tidak berkaitan langsung dengan KLHS. 

Dapat dikatakan urusan penunjang penelitian dan pengembangan merupakan 

fondasi ilmiah bagi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tanpa litbang, 

KLHS akan kekurangan data valid, analisis metodologis, dan rekomendasi inovatif. 

Sebaliknya, KLHS memberi arah fokus bagi litbang agar penelitian relevan dengan 

isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 

2.11. Isu Strategis 

Penentuan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa 

depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan daerah BRIDA Provinsi Riau, 

telaahan terhadap sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, telaah Renstra 

Kementerian/Lembaga, telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis serta memperhatikan permasalahan yang ada, 

dirumuskan isu strategis sebagai berikut: 

1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset sebagai rekomendasi perumusan 

kebijakan kebijakan pemerintah. 

2) Masih kurangnya kolaboratif kebijakan pemanfaatan dan pengembangan 

INOVasSI. 

Tabel 2.15. Teknik menyimpulkan isu strategis 

POTENSI ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN 

YANG PERMASALAHAN YANG PD ISU STRATEGIS 
RELEVAN 

MENJADI PD DENGAN PD 

KEWENANGAN PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 

PD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Potensi Hasil riset dan nihil nihil 1. Peningkatan 1. Hasilriset dan 1. Belum 

Sumber Daya Inovasi belum kualitas hasil Inovasi belum optimalnya 

Alam di menjadi landasan litbang dalam menjadi pemanfaatan 

Provinsi Riau utama dalam perumusan landasan hasil riset 

untuk perencanaan kebijakan utama dalam sebagai 

mendukung pembangunan penyelenggaraan perencanaan rekomendasi 

percepatan daerah pemerintah pembangunan perumusan 

kesejahteraan dalam negeri daerah kebijakan 

masyarakat 2. Hasilriset kebijakan 

belum pemerintah. 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 37



 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 38 

POTENSI 

DAERAH 

YANG 

MENJADI 

KEWENANGAN 

PD 

PERMASALAHAN 

PD 

ISU KLHS 

YANG 

RELEVAN 

DENGAN 

PD 

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN 

PD 
ISU STRATEGIS 

PD 

GLOBAL NASIONAL REGIONAL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

yang 

berkeadilan 

2. Pembinaan 

pelaksanaan 

inovasi daerah 

3. Meningkatkan 

produktivitas 

invensi dan 

inovasi untuk 

daya saing 

4. Meningkatkan 

tata kelola 

pemerintahan 

yang baik 

dalam rangka 

reformasi 

birokrasi 

Sepenuhnya 

sesuai 

Kebutuhan 

perencanaan 

Pembangunan 

daerah 

3. Kurangnya 

sinkronisasi 

kolaborasi dan 

kerjasama riset 

4. Inovasi daerah 

belum 

Sepenuhnya 

sesuai 

kebutuhan 

5. Kurangnya 

sinkronisasi, 

kolaborasi, 

kerjasama 

pengembangan 

inovasi dan 

kebijakan 

implementasi 

hasil inovasi 

2. Masih 

kurangnya 

kolaboratif 

kebijakan 

pemanfaatan 

dan 

pengembangan 

inovasi. 

 

POTENSI 
ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN 

DAERAH YANG PD 
YANG PERMASALAHAN ISU STRATEGIS 

RELEVAN 
MENJADI PD DENGAN PD 

KEWENANGAN PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 

PD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
yang Pembinaan Sepenuhnya Masih 

berkeadilan pelaksanaan sesuai kurangnya 

inovasi daerah Kebutuhan kolaboratif 

Meningkatkan perencanaan kebijakan 

produktivitas Pembangunan pemanfaatan 

invensi dan daerah dan 

inovasi untuk Kurangnya pengembangan 

daya saing sinkronisasi inovasi. 

Meningkatkan kolaborasi dan 

tata kelola kerjasama riset 

pemerintahan Inovasi daerah 

yang baik belum 

dalam rangka Sepenuhnya 

reformasi sesuai 

birokrasi kebutuhan 

Kurangnya 

sinkronisasi, 

kolaborasi, 

kerjasama 

pengembangan 

inovasi dan 

kebijakan 

implementasi 

hasil inovasi 
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI 
DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

3.1. Tujuan Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

 

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan Riau yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 

2025-2029 diperlukan adanya riset dan inovasi yang terintegrasi sehingga potensi-

potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan. Hasil riset dan inovasi yang terintegrasi 

diharapkan dapat diterapkan untuk kehidupan masyarakat dan kepentingan publik. 

Untuk menghasilkan riset dan inovasi yang selaras dengan pembangunan maka 

dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya riset yang optimal dan terukur.  

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset 

dan Inovasi Nasional, maka Pemerintah Provinsi Riau kemudian membentuk Badan 

Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 

Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang 

Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah. Dengan 

adanya Peraturan Daerah tersebut, fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi 

berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan (BAPPEDALITBANG) tetapi berada di bawah Badan Riset dan 

Inovasi Daerah (BRIDA). 

Tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 

24 Tahun 2024 merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian 

dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Riset dan Inovasi 

Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, 

koordinasi, sinkronisasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi di daerah secara 

menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan 

Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) sebagai 

landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang 

berpedoman pada nilai Pancasila. 

Terkait dengan tugas dan fungsinya, pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA juga 

sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Tujuan 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah 

Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah yang merupakan 

ultimate outcome dari Badan Riset dan Inovasi Daerah yang akan dicapai dalam lima 

3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI 

DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1. Tujuan Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 hh 

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan Riau yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 

2025-2029 diperlukan adanya riset dan inovasi yang terintegrasi sehingga potensi- 

potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan. Hasil riset dan inovasi yang terintegrasi 

diharapkan dapat diterapkan untuk kehidupan masyarakat dan kepentingan publik. 

Untuk menghasilkan riset dan inovasi yang selaras dengan pembangunan maka 

dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya riset yang optimal dan terukur. 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset 

dan Inovasi Nasional, maka Pemerintah Provinsi Riau kemudian membentuk Badan 

Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 

Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang 

Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah. Dengan 

adanya Peraturan Daerah tersebut, fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi 

berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan (BAPPEDALITBANG) tetapi berada di bawah Badan Riset dan 

Inovasi Daerah (BRIDA). 

Tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 

24 Tahun 2024 merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian 

dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Riset dan Inovasi 

Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, 

koordinasi, sinkronisasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi di daerah secara 

menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan 

Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIP J-PID) sebagai 

landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang 

berpedoman pada nilai Pancasila. 

Terkait dengan tugas dan fungsinya, pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA juga 

sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Tujuan 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah 

Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah yang merupakan 

ultimate outcome dari Badan Riset dan Inovasi Daerah yang akan dicapai dalam lima 
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tahun ke depan. Tujuan ini sejalan dengan isu strategis pembangunan riset dan 

inovasi di Riau. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan meningkatnya 

pemanfaatan hasil inovasi menjadi sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase produk inovasi daerah 

yang dimanfaatkan menjadi indikator kinerja sasaran ini. Persentase Pemanfaatan 

hasil kelitbangan adalah jumlah riset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah riset dalam 

renja perangkat daerah dikali 100%. Persentase produk inovasi daerah yang 

dimanfaatkan adalah jumlah inovasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah inovasi dalam 

renja perangkat daerah dikali 100%. 

Adapun rumusan tujuan, indikator dan target kinerja tahun 2025-2029 dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tujuan BRIDA Provinsi Riau 

Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah merupakan 

tujuan sebagai perangkat daerah unsur penunjang melalui tata kelola organisasi 

yang lebih baik.  

 

3.2. Sasaran Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

Sasaran BRIDA Provinsi Riau 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau memiliki dua sasaran Tahun 2025-

2029 yaitu:  

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, merupakan sasaran 

terkait nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target 

akhir tahun 2030 yaitu 81,20. 

b. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset; merupakan sasaran terkait 

pembangunan riset dan inovasi di Riau. Sasaran ini mendukung upaya 

meningkatkan kualitas riset daerah. Indikator kinerja sasaran ini adalah 

persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target akhir tahun 2030 

yaitu 100%  

c. Meningkatnya pemanfaatan hasil inovasi; merupakan sasaran terkait jumlah 

inovasi yang diverifikasi oleh Kemendagri. Target indikator kinerja sasaran 

pada akhir tahun 2030 yaitu 100% 

Selanjutnya dapat dilihat pohon kinerja BRIDA Provinsi Riau pada gambar di 

bawah: 

tahun ke depan. Tujuan ini sejalan dengan isu strategis pembangunan riset dan 

inovasi di Riau. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan meningkatnya 

pemanfaatan hasil inovasi menjadi sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase produk inovasi daerah 

yang dimanfaatkan menjadi indikator kinerja sasaran ini. Persentase Pemanfaatan 

hasil kelitbangan adalah jumlah riset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah riset dalam 

renja perangkat daerah dikali 10096. Persentase produk inovasi daerah yang 

dimanfaatkan adalah jumlah inovasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah inovasi dalam 

renja perangkat daerah dikali 1009. 

Adapun rumusan tujuan, indikator dan target kinerja tahun 2025-2029 dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tujuan BRIDA Provinsi Riau 

Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah merupakan 

tujuan sebagai perangkat daerah unsur penunjang melalui tata kelola organisasi 

yang lebih baik. 

3.2. Sasaran Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

Sasaran BRIDA Provinsi Riau 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau memiliki dua sasaran Tahun 2025- 

2029 yaitu: 

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, merupakan sasaran 

terkait nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target 

akhir tahun 2030 yaitu 81,20. 

b. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset merupakan sasaran terkait 

pembangunan riset dan inovasi di Riau. Sasaran ini mendukung upaya 

meningkatkan kualitas riset daerah. Indikator kinerja sasaran ini adalah 

persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target akhir tahun 2030 

yaitu 10096 

c. Meningkatnya pemanfaatan hasil inovasi, merupakan sasaran terkait jumlah 

inovasi yang diverifikasi oleh Kemendagri. Target indikator kinerja sasaran 

pada akhir tahun 2030 yaitu 10096 

Selanjutnya dapat dilihat pohon kinerja BRIDA Provinsi Riau pada gambar di 

bawah: 
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Gambar 3.1. Pohon Kinerja BRIDA Provinsi Riau 

Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dapat dicapai 

melalui 1) Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan dan 2) Meningkatnya 

rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya 

Pemanfaatan Hasil Inovasi dapat dicapai melalui 1) Meningkatnya kebijakan inovasi 

yang diterapkan di daerah, 2) Meningkatnya pelayanan pengembangan inovasi dan 

teknologi, 3) Meningkatnya sinergitas riset dan inovasi dengan stakeholder, 4) 

Meningkatkan pengembangan ekosistem riset dan inovasi melalui pengembangan 

produk unggulan daerah dan 5) Meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi. 

 

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 
KETERA

NGAN 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 
- Meningkatnya 
Hasil Riset dan 
Inovasi untuk 
Pembangunan 
Daerah 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembangunan 
Daerah 

  Indeks 
Kapabilitas 
Inovasi (Indeks) 

- 2,67 2,75 2,83 2,92 3,00 3,09   

    Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah (Poin) 

- 80,70 80,80 80,90 81,00 81,10 81,20   

    Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Riset 

Persentase 
Pemanfaatan 
Hasil Riset (%) 

75 75 75 100 100 100 100   

    Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Inovasi 

Persentase 
Produk Inovasi 
yang 
Dimanfaatkan 
(Persentase) 

- 100 100 100 100 100 100   

 

  

Pohon Kinerja Brida 2025-2030 

Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah 

Persentase Pemanfaatan hasil 

kelitbangan 
persentase produk inovasi daerah yang 

dimanfaatkan 

Meningkatnya HI 

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya pengembangan Meningkatnya 
kebijakan pelayanan sinergitas riset ekosistem riset hilirisasi hasil 

inovasi yang pengembangan dan inovasi dan inovasi riset dan inovasi 
diterapkan inovasi dan dengan melalui 
di daerah teknologi stakeholder pengembangan 

Meningkatnya Meningkatknya 
implementasi rekomendasi 

rencana kebijakan berbasis 
kelitbangan bukti 

Persentase Indeks Persentase Persentase Persentase hasil 
kebijakan kepuasan perangkat daerah ekosistem riset riset dan inovasi 

inovasi yang pelayanan yang difasilitasi dan inovasi yang yang dihilirisasikan 
diterapkan pengembangan dalam penerapan dikembangkan 
di daerah inovasi dan inovasi daerah melalui 

teknologi pengembangan 

Persentase 
rekomendasi 

kebijakan berbasis 
bukti 

Persentase 
implementasi 

rencana 
kelitbangan 

Gambar 3.1. Pohon Kinerja BRIDA Provinsi Riau 

Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dapat dicapai 

melalui 1) Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan dan 2) Meningkatnya 

rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya 

Pemanfaatan Hasil Inovasi dapat dicapai melalui 1) Meningkatnya kebijakan inovasi 

yang diterapkan di daerah, 2) Meningkatnya pelayanan pengembangan inovasi dan 

teknologi, 3) Meningkatnya sinergitas riset dan inovasi dengan stakeholder, 4) 

Meningkatkan pengembangan ekosistem riset dan inovasi melalui pengembangan 

produk unggulan daerah dan 5) Meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi. 

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah 

NSPK DAN 
TARGET TAHUN 

RD NANG | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE KETERA 
RELEVAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 
- Meningkatnya Meningkatnya Indeks - 2,67 2,75 2,83 2,92 3,00 3,09 

Hasil Riset dan hasil Riset Kapabilitas 
Inovasi untuk dan Inovasi Inovasi (Indeks) 
Pembangunan untuk 
Daerah Pembangunan 

Daerah 
Meningkatnya Nilai SAKIP - 80,70 80,80 80,90 81,00 81,10 81,20 
Akuntabilitas Perangkat 
Kinerja Daerah (Poin) 
Perangkat 
Daerah 
Meningkatnya Persentase 75 75 75 100 100 100 100 
Pemanfaatan Pemanfaatan 
Hasil Riset Hasil Riset (26) 
Meningkatnya Persentase - 100 100 100 100 100 100 
Pemanfaatan Produk Inovasi 
Hasil Inovasi yang 

Dimanfaatkan 
(Persentase) 
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3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 
BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

 

BRIDA merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertujuan mewujudkan 
Visi Gubernur Tahun 2025-2029 yaitu Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, 
Agamis dan Maju dan Misi ke-6 yaitu Memperkuat Riset dan inovasi serta kerjasama 
pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui Multi Helix Partnership, 
kerjasama antar daerah, maupun kerjasama global sebagaimana tertuang di dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029. 
Tujuan BRIDA Provinsi Riau yaitu Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi untuk 
Pembangunan Daerah. Sasaran yang perlu dicapai di dalam mewujudkan tujuan 
tersebut yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, 2) Meningkatnya Pemanfaatan 
Hasil Riset, dan 3) Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Inovasi. BRIDA sebagai 
Perangkat Daerah penunjang di bidang urusan penelitian dan pengembangan memiliki 
tanggung jawab dalam menyediakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, 
penerapan, serta invensi dan inovasi yang bermakna bagi pembangunan. BRIDA 
harus memberikan kontribusi nyata terhadap perencanaan pembangunan yang 
berkualitas, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, BRIDA harus merumuskan 
beberapa strategi, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang harus 
disikapi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dibahas dalam bagian 
sebelumnya, maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara 
efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang 
tersedia. Secara umum permasalahan kelitbangan pada BRIDA Provinsi Riau dapat 
dilihat pada Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2. Permasalahan Kelitbangan di Provinsi Riau 

 Berdasarkan gambaran tersebut dapat disampaikan bahwa permasalahan 

kelitbangan yang umum terdapat di Provinsi Riau yaitu : 

1. Research & Development Quality 

2. Political Will 

3. Coordination & Colaboration 

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 

BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

BRIDA merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertujuan mewujudkan 

Visi Gubernur Tahun 2025-2029 yaitu Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, 

Agamis dan Maju dan Misi ke-6 yaitu Memperkuat Riset dan inovasi serta kerjasama 

pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui Multi Helix Partnership, 

kerjasama antar daerah, maupun kerjasama global sebagaimana tertuang di dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029. 

Tujuan BRIDA Provinsi Riau yaitu Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi untuk 

Pembangunan Daerah. Sasaran yang perlu dicapai di dalam mewujudkan tujuan 

tersebut yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, 2) Meningkatnya Pemanfaatan 

Hasil Riset, dan 3) Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Inovasi. BRIDA sebagai 

Perangkat Daerah penunjang di bidang urusan penelitian dan pengembangan memiliki 

tanggung jawab dalam menyediakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, 

penerapan, serta invensi dan inovasi yang bermakna bagi pembangunan. BRIDA 

harus memberikan kontribusi nyata terhadap perencanaan pembangunan yang 

berkualitas, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, BRIDA harus merumuskan 

beberapa strategi, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang harus 

disikapi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dibahas dalam bagian 

sebelumnya, maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara 

efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang 

tersedia. Secara umum permasalahan kelitbangan pada BRIDA Provinsi Riau dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2. Permasalahan Kelitbangan di Provinsi Riau 

Berdasarkan gambaran tersebut dapat disampaikan bahwa permasalahan 

kelitbangan yang umum terdapat di Provinsi Riau yaitu : 

1. Research & Development Guality 

2. Political Will 

3.  Coordination & Colaboration 
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4. Funding & Facility 

5. Human Resources 

 

Terdapat beberapa situasi yang perlu menjadi perhatian untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran tersebut. Hasil penelitian dan pengembangan selama ini belum 

optimal mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek kebijakan, 

komitmen antar pemangku kepentingan terhadap penguatan dan pemanfaatan hasil 

penelitian dan pengembangan di Riau masih perlu ditingkatkan. Pembangunan 

komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara penghasil penelitian dan 

pengembangan dengan pengguna masih lemah. Pada aspek dukungan sumber daya, 

penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, penganggaran 

yang belum optimal serta kapasitas SDM yang belum optimal. Pada aspek 

pelaksanaan, penguatan jejaring dan kerjasama, sinergi, serta kolaborasi penelitian 

dan pengembangan yang melibatkan semua unsur perlu ditingkatkan. Pada aspek 

pemanfaatan, hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal digunakan 

dalam perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, hal tersebut dapat terjadi karena hasil riset belum sesuai kebutuhan atau 

komitmen yang masih kurang. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran BRIDA Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan 

1. Sudah dibentuk lembaga BRIDA 

2. Adanya komitmen dalam penguatan riset dan inovasi yang tertuang dalam visi 

dan misi kepala daerah 

3. Adanya aktivitas riset dan inovasi yang sudah berjalan 

4. Adanya tenaga periset 

5. Adanya potensi aset pemerintah yang bisa mendukung litbangjirap misalnya 

laboratorium, lahan uji coba, science center dan sebagainya 

b. Kelemahan 

1. Kompetensi SDM Iptek kurang 

2. Kurang lengkapnya sarana pendukung dan infrastruktur riset seperti peralatan 

laboratorium, gedung science center yang memadai dan pendukung lainnya  

3. Penganggaran belum optimal 

4. Riset dan inovasi belum menjadi prioritas pembangunan 

5. Perencanaan pembangunan daerah yang belum berbasiskan riset 

c. Peluang 

1. Adanya jejaring kerjasama litbang dengan berbagai pihak (Perguruan Tinggi, 

BRIN, swasta dan lain-lain) 

2. Adanya sumberdaya Iptek eksternal yang bisa diakses 

3. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan Iptek 

d. Ancaman 

1. Komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan masih lemah 

2. Koordinasi dan kolaborasi, serta sinergi masih belum optimal 

3. Belum sinkron antara pemangku kepentingan dengan riset dan inovasi yang 

dihasilkan 

4. Masih rendahnya budaya dan ekosistem riset 

 

4. Funding & Facility 

5. Human Resources 

Terdapat beberapa situasi yang perlu menjadi perhatian untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran tersebut. Hasil penelitian dan pengembangan selama ini belum 

optimal mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek kebijakan, 

komitmen antar pemangku kepentingan terhadap penguatan dan pemanfaatan hasil 

penelitian dan pengembangan di Riau masih perlu ditingkatkan. Pembangunan 

komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara penghasil penelitan dan 

pengembangan dengan pengguna masih lemah. Pada aspek dukungan sumber daya, 

penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, penganggaran 

yang belum optimal serta kapasitas SDM yang belum optimal. Pada aspek 

pelaksanaan, penguatan jejaring dan kerjasama, sinergi, serta kolaborasi penelitian 

dan pengembangan yang melibatkan semua unsur perlu ditingkatkan. Pada aspek 

pemanfaatan, hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal digunakan 

dalam perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, hal tersebut dapat terjadi karena hasil riset belum sesuai kebutuhan atau 

komitmen yang masih kurang. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran BRIDA Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan 

1. Sudah dibentuk lembaga BRIDA 

2. Adanya komitmen dalam penguatan riset dan inovasi yang tertuang dalam visi 

dan misi kepala daerah 

3. Adanya aktivitas riset dan inovasi yang sudah berjalan 

4. Adanya tenaga periset 

5. Adanya potensi aset pemerintah yang bisa mendukung litbangjirap misalnya 

laboratorium, lahan uji coba, science center dan sebagainya 

b. Kelemahan 

1. Kompetensi SDM Iptek kurang 

2. Kurang lengkapnya sarana pendukung dan infrastruktur riset seperti peralatan 

laboratorium, gedung science center yang memadai dan pendukung lainnya 

. Penganggaran belum optimal 

. Riset dan inovasi belum menjadi prioritas pembangunan 

. Perencanaan pembangunan daerah yang belum berbasiskan riset 

eluang 

. Adanya jejaring kerjasama litbang dengan berbagai pihak (Perguruan Tinggi, 

BRIN, swasta dan lain-lain) 

2. Adanya sumberdaya Iptek eksternal yang bisa diakses 

3. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan Iptek 

d. Ancaman 

1. Komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan masih lemah 

2. Koordinasi dan kolaborasi, serta sinergi masih belum optimal 

3. Belum sinkron antara pemangku kepentingan dengan riset dan inovasi yang 

dihasilkan 

4. Masih rendahnya budaya dan ekosistem riset 
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Selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan/peluang, 
kelemahan/ancaman dan sekaligus strategi untuk menjawab permasalahan yang 
dihadapi (Gambar 3.3). 

 

 

 

Strengths 
 
 
1. Sudah dibentuk Lembaga BRIDA 
2. Adanya komitmen dalam 

penguatan riset dan inovasi yang 
tertuang di dalam visi dan misi 
kepala daerah 

3. Adanya aktivitas riset dan inovasi 
yang sudah berjalan 

4. Adanya tenaga periset 

Weaknesses 
 
 
1. Kompetensi SDP IPTEK  
2. Kurang lengkapnya sarana 

pendukung dan infrastruktur riset 
seperti peralatan laboratorium, 
gedung science center yang 
memadai dan pendukung lainnya   

3. Penganggaran belum optimal  
4. Riset dan inovasi belum menjadi 

prioritas pembangunan  
5. Perencanaan pembangunan 

daerah yang belum berbasiskan 
riset 

 

Opportunities 
 
1. Adanya jejaring 

kerjasama litbang dengan 
berbagai pihak 
(Perguruan Tinggi, BRIN, 
Swasta dan lain-lain)  

2. Adanya sumberdaya 
Penguatan IPTEK 
eksternal yang bisa 
diakses 

3. Adanya kebijakan 
pemerintah yang 
mendorong 
pengembangan IPTEK  

 

 
 
 

Peningkatan komitmen dan 
Keterpaduan antar Pemangku 

Kepentingan dalam mendorong 
kebijakan Pemerintah berbasis 

Iptek 

 
 
 

Peningkatan kualitas 
serta proses Riset dan 

Inovasi dalam perencanaan 
pembangunan dengan 
keterbatasan sarana 

prasarana, SDM, 
penganggaran dan 

pemanfaatan hasil riset 
 

Threats 

 

1. Komitmen dan 
pemahaman para 
pemangku kepentingan 
masih lemah  

2. Koordinasi dan kolaborasi 
serta sinergi masih belum 
optimal  

3. Belum sinkron antara 
pemangku kepentingan 
dengan riset dan inovasi 
yang dihasilkan  

4. Masih rendahnya budaya 
dan ekosistem riset 

 
 
 

Penguatan sinkronisasi dan 
koordinasi, kemitraan dan 

kerjasama antar pemangku 
kepentingan 

 
 
 

Pendayagunaan fasilitas serta 
hasil riset dan inovasi dari 

berbagai sumber untuk 
pemenuhan kebutuhan 

pembangunan daerah melalui 
peningkatan ekosistem riset dan 

inovasi 

Gambar 3.3. Matriks SWOT 

Selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan/peluang, 

kelemahan/ancaman dan sekaligus strategi untuk menjawab permasalahan yang 

dihadapi (Gambar 3.3). 
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Gambar 3.3. Matriks SWOT 
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3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 
Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

 

Berdasarkan analisis dan matriks SWOT pada Gambar 3.3, beberapa alternatif 
upaya yang dapat dilakukan agar pencapaian tujuan dan sasaran tersebut bisa lebih 
optimal, yaitu: 
1. Peningkatan komitmen dan keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam 

perencanaan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, yaitu : 
• Forum komunikasi, koordinasi perencanaan serta penelitian atau yang 

menekankan bahwa proses perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil 
riset; 

• Perencanaan riset dan inovasi melalui peta jalan/road map yang disepakati 
bersama, perencanaan, pelaksana teknis (SKPD teknis), BRIDA dan 
masyarakat; 

• Ada komitmen kesepakatan tertulis, kesepahaman pelaku riset dan inovasi 
dengan pihak pengguna; 

• Setiap kegiatan riset dan inovasi mendapatkan rekomendasi dan melibatkan 
SDM Iptek yang ada di BRIDA 

2. Peningkatan kualitas serta proses riset dan inovasi 
• Peningkatan prosedur untuk menghasilkan riset dan inovasi yang aplikatif, 

pengendalian, pemantauan, pengawasan terhadap proses dan hasil; 
• Peningkatan kapasitas SDM: peningkatan kemampuan, penambahan/rekrut 

peneliti dan perekayasa dan ASN potensial; 
• Peningkatan sarana prasarana: memanfaatkan aset pemerintah daerah 

yang ada dan kerjasama dengan lembaga lain; 
• Peningkatan anggaran: penyediaan anggaran APBD yang memadai, dan 

dukungan sumber anggaran dari luar APBD. 
• Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam riset, pelatihan 

teknologi, dan inovasi daerah 

3. Penguatan Sinkronisasi dan Koordinasi 
• Membangun basis data hasil riset (sistem informasi), kebutuhan riset di 

Provinsi Riau yang mencakup semua lembaga litbang di Provinsi Riau; 
• Memperkuat organisasi profesi; 
• Memperkuat saluran komunikasi dan koordinasi. 

4. Penguatan Kemitraan dan Kerjasama 

• Membangun sistem Iptek; mendorong kemitraan antar lembaga; 
• Insentif kemitraan;  
• Mewajibkan kolaborasi riset dan inovasi; 
• Membangun kerjasama dan ekosistem kemitraan yang lebih luas 

• Meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan vokasi untuk fasilitasi 
afirmatif perempuan dalam STEM  

5. Pendayagunaan hasil riset dan inovasi dari berbagai sumber untuk pemenuhan 
kebutuhan pembangunan daerah 

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

Berdasarkan analisis dan matriks SWOT pada Gambar 3.3, beberapa alternatif 

upaya yang dapat dilakukan agar pencapaian tujuan dan sasaran tersebut bisa lebih 

optimal, yaitu: 

1. Peningkatan komitmen dan keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam 

perencanaan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, yaitu : 

Forum komunikasi, koordinasi perencanaan serta penelitian atau yang 

menekankan bahwa proses perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil 

riset, 

Perencanaan riset dan inovasi melalui peta jalan/road map yang disepakati 

bersama, perencanaan, pelaksana teknis (SKPD teknis), BRIDA dan 

masyarakat, 

Ada komitmen kesepakatan tertulis, kesepahaman pelaku riset dan inovasi 

dengan pihak pengguna, 

Setiap kegiatan riset dan inovasi mendapatkan rekomendasi dan melibatkan 

SDM Iptek yang ada di BRIDA 

2. Peningkatan kualitas serta proses riset dan inovasi 

Peningkatan prosedur untuk menghasilkan riset dan inovasi yang aplikatif, 

pengendalian, pemantauan, pengawasan terhadap proses dan hasil: 

Peningkatan kapasitas SDM: peningkatan kemampuan, penambahan/rekrut 

peneliti dan perekayasa dan ASN potensial, 

Peningkatan sarana prasarana: memanfaatkan aset pemerintah daerah 

yang ada dan kerjasama dengan lembaga lain, 

Peningkatan anggaran: penyediaan anggaran APBD yang memadai, dan 

dukungan sumber anggaran dari luar APBD. 

Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam riset, pelatihan 

teknologi, dan inovasi daerah 

3. Penguatan Sinkronisasi dan Koordinasi 

Membangun basis data hasil riset (sistem informasi), kebutuhan riset di 

Provinsi Riau yang mencakup semua lembaga litbang di Provinsi Riau, 

Memperkuat organisasi profesi, 

Memperkuat saluran komunikasi dan koordinasi. 

4. Penguatan Kemitraan dan Kerjasama 

Membangun sistem Iptek: mendorong kemitraan antar lembaga, 

Insentif kemitraan, 

Mewajibkan kolaborasi riset dan inovasi, 

Membangun kerjasama dan ekosistem kemitraan yang lebih luas 

Meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan vokasi untuk fasilitasi 

afirmatif perempuan dalam STEM 

5. Pendayagunaan hasil riset dan inovasi dari berbagai sumber untuk pemenuhan 

kebutuhan pembangunan daerah 
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• Adanya regulasi mekanisme pemanfaatan hasil riset dan inovasi; 
• Peningkatan upaya diseminasi hasil riset dan inovasi melalui berbagai 

media dan dukungan sumberdaya 

 

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
Kinerja Riset dan 
Inovasi Daerah 

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

2. Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil riset 

3. Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Inovasi 

 

 

 

 

 

Peningkatan 
komitmen, serta 

keterpaduan 
perencanaan 

riset dan inovasi 
antar pemangku 

kepentingan 

. 
 

Menyusun kebijakan yang 
menekankan proses perencanaan 
berdasarkan rekomendasi hasil riset 
dan inovasi 

Meningkatkan sinergi perencanaan 
riset dan inovasi melalui keterlibatan 
bersama pihak terkait 

Meningkatkan komitmen dan 
kesepahaman pelaku riset dan inovasi 
dengan pihak pengguna  

Peningkatan 
kualitas serta 

proses riset dan 
inovasi yang 

aplikatif 

Meningkatkan proses riset dan inovasi 

yang aplikatif untuk meningkatkan 

kinerja pemerintahan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat  

Meningkatkan sumberdaya manusia 
yang kompeten dan produktif dan 
penambahan SDM potensial  

Meningkatkan sarana prasarana 
riset dan inovasi dengan 
memanfaatkan aset pemerintah atau 
kerjasama dengan lembaga  

Meningkatkan anggaran riset dan 
inovasi baik dari anggaran APBD 
maupun dukungan sumber anggaran 
dari luar APBD 

 Penguatan 
sinkronisasi dan 

koordinasi 

Memperkuat saluran komunikasi dan 
koordinasi riset dan inovasi (sistem 
informasi, organisasi profesi, sistem 
iptek) 
Meningkatkan sinkronisasi dan 
koordinasi lintas pemangku 
kepentingan 

Penguatan 

Kemitraan dan 

Kerjasama 

 

Meningkatkan kemitraan dan 
kerjasama serta insentif riset yang 
lebih luas 

Meningkatkan difusi inovasi, diseminasi 
hasil riset dan inovasi  

Optimalisasi hasil 
riset dan inovasi 

dalam 
pembangunan 

daerah 

 

Melaksanakan regulasi pemanfaatan 
hasil riset dan inovasi untuk 
perencanaan pembangunan daerah 

Meningkatkan monitoring dan 
pemanfaatan hasil riset dan inovasi  

Melakukan hilirisasi hasil riset dan 
inovasi untuk pembangunan daerah 
dan kesejahteraan masyarakat 

e Adanya regulasi mekanisme pemanfaatan hasil riset dan inovasi, 

e Peningkatan upaya diseminasi hasil riset dan inovasi melalui berbagai 

media dan dukungan sumberdaya 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Meningkatnya 

Kinerja Riset dan 

Inovasi Daerah 

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

2. Meningkatnya 
pemanfaatan 

hasil riset 

3. Meningkatnya 
Pemanfaatan 

Hasil Inovasi 

Peningkatan 

komitmen, serta 

keterpaduan 

perencanaan 

riset dan inovasi 

antar pemangku 

kepentingan 

Menyusun kebijakan yang 

menekankan proses perencanaan 

berdasarkan rekomendasi hasil riset 

dan inovasi 

Meningkatkan sinergi perencanaan 

riset dan inovasi melalui keterlibatan 

bersama pihak terkait 

Meningkatkan komitmen dan 

kesepahaman pelaku riset dan inovasi 

dengan pihak pengguna 

Peningkatan 

kualitas serta 

proses riset dan 

inovasi yang 

aplikatif 

Meningkatkan proses riset dan inovasi 

yang aplikatif untuk meningkatkan 

kinerja pemerintahan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat 

Meningkatkan sumberdaya manusia 

yang kompeten dan produktif dan 

penambahan SDM potensial 

Meningkatkan sarana prasarana 

riset dan inovasi dengan 

memanfaatkan aset pemerintah atau 

kerjasama dengan lembaga 

Meningkatkan anggaran riset dan 

inovasi baik dari anggaran APBD 

maupun dukungan sumber anggaran 

dari luar APBD 

Penguatan 

sinkronisasi dan 

koordinasi 

Memperkuat saluran komunikasi dan 

koordinasi riset dan inovasi (sistem 

informasi, organisasi profesi, sistem 

iptek) 

Meningkatkan sinkronisasi dan 

koordinasi lintas pemangku 

kepentingan 

Penguatan 

Kemitraan dan 

Kerjasama 

Meningkatkan kemitraan dan 

kerjasama serta insentif riset yang 

lebih luas 

Meningkatkan difusi inovasi, diseminasi 
hasil riset dan inovasi 

Optimalisasi hasil 

riset dan inovasi 

dalam 

pembangunan 

daerah 

Melaksanakan regulasi pemanfaatan 
hasil riset dan inovasi untuk 
perencanaan pembangunan daerah 

Meningkatkan monitoring dan 

pemanfaatan hasil riset dan inovasi 

Melakukan hilirisasi hasil riset dan 

inovasi untuk pembangunan daerah 

dan kesejahteraan masyarakat 
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Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 
 

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Riau Arah Kebijakan Renstra BRIDA 

Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi 
IPTEK serta Pemanfaatan Teknologi 
Digital 

Menyusun kebijakan yang menekankan proses 
perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil riset 
dan inovasi 

Meningkatkan sinergi perencanaan riset dan 
inovasi melalui keterlibatan bersama pihak terkait 

Meningkatkan komitmen dan kesepahaman pelaku 
riset dan inovasi dengan pihak pengguna  

Meningkatkan proses riset dan inovasi yang aplikatif 

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat  

Meningkatkan sumberdaya manusia yang 
kompeten dan produktif dan penambahan SDM 
potensial  

Meningkatkan sarana prasarana riset dan inovasi 
dengan memanfaatkan aset pemerintah atau 
kerjasama dengan lembaga  

Meningkatkan anggaran riset dan inovasi baik dari 
anggaran APBD maupun dukungan sumber 
anggaran dari luar APBD 

Memperkuat saluran komunikasi dan koordinasi riset 
dan inovasi (sistem informasi, organisasi profesi, 
sistem iptek) 
Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi lintas 
pemangku kepentingan 

Meningkatkan kemitraan dan kerjasama serta 
insentif riset yang lebih luas 

Meningkatkan difusi inovasi, diseminasi hasil riset dan 
inovasi  
Melaksanakan regulasi pemanfaatan hasil riset dan 
inovasi untuk perencanaan pembangunan daerah 

Meningkatkan monitoring dan pemanfaatan hasil 
riset dan inovasi  

Melakukan hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk 
pembangunan daerah dan kesejahteraan 
masyarakat 

 

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Riau Arah Kebijakan Renstra BRIDA 

Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi 

IPTEK serta Pemanfaatan Teknologi 

Digital 

Menyusun kebijakan yang menekankan proses 

perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil riset 

dan inovasi 

Meningkatkan sinergi perencanaan riset dan 

inovasi melalui keterlibatan bersama pihak terkait 

Meningkatkan komitmen dan kesepahaman pelaku 

riset dan inovasi dengan pihak pengguna 

Meningkatkan proses riset dan inovasi yang aplikatif 

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat 

Meningkatkan sumberdaya manusia yang 

kompeten dan produktif dan penambahan SDM 

potensial 

Meningkatkan sarana prasarana riset dan inovasi 

dengan memanfaatkan aset pemerintah atau 

kerjasama dengan lembaga 

Meningkatkan anggaran riset dan inovasi baik dari 

anggaran APBD maupun dukungan sumber 

anggaran dari luar APBD 

Memperkuat saluran komunikasi dan koordinasi riset 

dan inovasi (sistem informasi, organisasi profesi, 

sistem iptek) 

Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi lintas 

pemangku kepentingan 

Meningkatkan kemitraan dan kerjasama serta 

insentif riset yang lebih luas 

Meningkatkan difusi inovasi, diseminasi hasil riset dan 
inovasi 

Melaksanakan regulasi pemanfaatan hasil riset dan 
inovasi untuk perencanaan pembangunan daerah 

Meningkatkan monitoring dan pemanfaatan hasil 

riset dan inovasi 

Melakukan hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk 

pembangunan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat 
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Tabel 3.4. Pentahapan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2026-2030 

Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 

Peningkatan riset, inovasi dan 

teknologi sebagai pendorong 

sektor ekonomi, dengan cara: 

Menyusun kebijakan yang 

menekankan proses 

perencanaan berdasarkan 

rekomendasi hasil riset dan 

inovasi; 

Meningkatkan sinergi 

perencanaan dan komitmen 

serta kesepahaman pelaku 

riset dan inovasi dengan 

pemangku kepentingan; 

Menguatkan tata kelola 

kelembagaan BRIDA (RIPJ-

PID; basis data dan sistem 

informasi serta media 

diseminasi); 

Menyusun SOP riset dan 

inovasi; 

Meningkatkan kapasitas 

SDM; 

Meningkatkan sarana dan 

prasarana; 

Meningkatkan persentase 

daerah yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi 

daerah. 

 

Pengembangan ekosistem 

riset dan inovasi Iptek dalam 

rangka mendukung 

percepatan tumbuh kembang 

dunia usaha dan dunia 

industri, dengan cara: 

1. Memperkuat saluran 

komunikasi dan 

koordinasi riset dan 

inovasi (sistem informasi, 

organisasi profesi, sistem 

iptek); 

2. Meningkatkan 

sinkronisasi dan 

koordinasi lintas 

pemangku kepentingan; 

3. Kemitraan serta insentif 

riset yang lebih luas; 

4. Meningkatkan persentase 

perangkat daerah yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

5. Meningkatkan 

sumberdaya anggaran 

Pemanfaatan riset dan 

inovasi daerah di dalam 

proses perencanaan 

pembangunan, 

penyelenggaraan pelayanan 

pemerintahan dan akselerasi 

capaian pembangunan. 

dengan cara; 

1. Melaksanakan regulasi 

pemanfaatan hasil riset 

dan inovasi untuk 

perencanaan 

pembangunan daerah;

2. Melakukan hilirisasi hasil 

riset dan inovasi untuk 

pembangunan daerah 

dan kesejahteraan 

masyarakat;

3. Meningkatkan monitoring 

dan evaluasi 

pemanfaatan hasil riset 

dan inovasi

4. Meningkatkan 

persentase perangkat 

daerah yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi 

daerah

Perluasan atmosfer riset dan 

inovasi di dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah, 

dengan cara: 

1. Melakukan hilirisasi hasil 

riset dan inovasi untuk 

pembangunan daerah 

dan kesejahteraan 

masyarakat; 

2. Meningkatkan difusi 

inovasi; diseminasi hasil 

riset dan inovasi; 

3. Meningkatkan 

persentase perangkat 

daerah yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi 

daerah 

Peningkatan kerjasama 

entitas riset, perguruan 

tinggi, SDM unggulan, 

Perangkat Daerah untuk 

akselerasi pembangunan, 

dengan cara: 

1. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi secara 

menyeluruh 

pemanfaatan hasil 

riset dan inovasi; 

2. Menyusun kebijakan 

yang menekankan 

proses perencanaan 

berdasarkan 

rekomendasi hasil 

riset dan inovasi yang 

telah dihasilkan dan 

diimplementasikan; 

3. Meningkatkan 

kapabilitas invensi 

dan inovasi; 

4. Meningkatkan 

persentase perangkat 

daerah yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

5. Menguatkan tata 

kelola kelembagaan 

BRIDA (RIPJ-PID; 

basis data dan sistem 

informasi serta media 

diseminasi 
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Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 

Peningkatan riset, inovasi dan 

teknologi sebagai pendorong 

sektor ekonomi, dengan cara: 

1. Menyusun kebijakan yang 

menekankan proses 

perencanaan berdasarkan 

rekomendasi hasil riset dan 

inovasi, 

2. Meningkatkan sinergi 

perencanaan dan komitmen 

serta kesepahaman pelaku 

riset dan inovasi dengan 

pemangku kepentingan, 

3. Menguatkan tata kelola 

kelembagaan BRIDA (RIP J- 

PID: basis data dan sistem 

informasi serta media 

diseminasi), 

4. Menyusun SOP riset dan 

inovasi, 

5. Meningkatkan kapasitas 

SDM, 
6. Meningkatkan sarana dan 

prasarana, 
7. Meningkatkan persentase 

daerah yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi 

daerah. 

Pengembangan ekosistem 

riset dan inovasi Iptek dalam 

rangka mendukung 

percepatan tumbuh kembang 

dunia usaha dan dunia 

industri, dengan cara: 

1. Memperkuat saluran 

komunikasi dan 

koordinasi riset dan 

inovasi (sistem informasi, 

organisasi profesi, sistem 

iptek), 

2. Meningkatkan 

sinkronisasi dan 

koordinasi lintas 

pemangku kepentingan, 

3. Kemitraan serta insentif 

riset yang lebih luas: 

4. Meningkatkan persentase 

perangkat daerah yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

5. Meningkatkan 

sumberdaya anggaran 

Pemanfaatan riset dan 

inovasi daerah di dalam 

proses perencanaan 
pembangunan, 

penyelenggaraan pelayanan 

pemerintahan dan akselerasi 

capaian pembangunan. 

dengan cara, 

1. Melaksanakan regulasi 

pemanfaatan hasil riset 

dan inovasi untuk 

perencanaan 
pembangunan daerah, 

2. Melakukan hilirisasi hasil 

riset dan inovasi untuk 

pembangunan daerah 

dan kesejahteraan 

masyarakat, 

3. Meningkatkan monitoring 

dan evaluasi 

pemanfaatan hasil riset 

dan inovasi 

4. Meningkatkan 
persentase perangkat 

daerah yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi 

daerah 

Perluasan atmosfer riset dan 

inovasi di dalam 

penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah, 

dengan cara: 

1. Melakukan hilirisasi hasil 

riset dan inovasi untuk 

pembangunan daerah 

dan kesejahteraan 

masyarakat, 

2. Meningkatkan difusi 

inovasi, diseminasi hasil 

riset dan inovasi, 

3. Meningkatkan 

persentase perangkat 

daerah yang difasilitasi 

dalam penerapan inovasi 

daerah 

Peningkatan kerjasama 

entitas riset, perguruan 

tinggi, SDM unggulan, 

Perangkat Daerah untuk 

akselerasi pembangunan, 

dengan cara: 

1. Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi secara 

menyeluruh 

pemanfaatan hasil 

riset dan inovasi, 

2. Menyusun kebijakan 

yang menekankan 

proses perencanaan 
berdasarkan 

rekomendasi hasil 

riset dan inovasi yang 

telah dihasilkan dan 

diimplementasikan, 

3. Meningkatkan 

kapabilitas invensi 

dan inovasi, 

4. Meningkatkan 

persentase perangkat 

daerah yang 

difasilitasi dalam 

penerapan inovasi 

daerah 

5. Menguatkan tata 

kelola kelembagaan 

BRIDA (RIP J-PID: 
basis data dan sistem 

informasi serta media 

diseminasi 
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PROGRAM, KEGIATAN, SUB 
KEGIATAN DAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN BIDANG 
URUSAN 
 

4.1. Uraian Program 

 

Program merupakan suatu instrumen menjabarkan kebijakan dan strategi 
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan 
dan didukung oleh satu atau lebih subkegiatan dengan menggunakan sumber daya 
yang tersedia agar tercapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

 

Gambar 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 
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Tabel 4.1 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah  
NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

 - Meningkatnya 
Hasil Riset dan 
Inovasi untuk 
Pembangunan 
Daerah 

Meningkatnya 
hasil Riset dan 
Inovasi untuk 
Pembangunan 
Daerah 

      Indeks Kapabilitas 
Inovasi (Indeks) 

    

    Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

    Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah (Poin) 

    

      Terpenuhinya 
kebutuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

  Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
(%) 

5.05.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

  

        Terlaksananya 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 

5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

5.05.01.1.01.0001 - 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

  

          Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 

5.05.01.1.01.0007 - 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

        Terpenuhinya 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

5.05.01.1.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

5.05.01.1.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  

        Terpenuhinya 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan  (Paket) 

5.05.01.1.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

  

          Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan  (Paket) 

5.05.01.1.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
 
Kelengkapannya 

  

        Terpenuhinya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0001 - 
Penyediaan Komponen 
Instalasi 
 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

  

          Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

Tabel 4.1 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

- Meningkatnya 
Hasil Riset dan 
Inovasi untuk 
Pembangunan 
Daerah 

Meningkatnya 
hasil Riset dan 
Inovasi untuk 
Pembangunan 
Daerah 

Indeks Kapabilitas 
Inovasi (Indeks) 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah (Poin) 

Terpenuhinya 
kebutuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

(26) 

5.05.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Terlaksananya 
Perencanaan, 

Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 

5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

5.05.01.1.01.0001 - 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 

5.05.01.1.01.0007 - 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Terpenuhinya 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

5.05.01.1.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

5.05.01.1.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Terpenuhinya 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan (Paket) 

5.05.01.1.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan (Paket) 

5.05.01.1.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Terpenuhinya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

(Laporan) 

Jumlah Paket Bahan 5.05.01.1.06 - 
Logistik Kantor yang Administrasi Umum 
Disediakan (Paket) Perangkat Daerah 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0001 - 
Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0005 - 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

  

          Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0007 - 
Penyediaan 
Bahan/Material 

  

          Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

5.05.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

  

        Terlaksananya 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 
(Unit) 

5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

          Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.07.0005 - 
Pengadaan Mebel 

  

          Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5.05.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 
(Unit) 

5.05.01.1.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

  

        Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat (Laporan) 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat (Laporan) 

5.05.01.1.08.0001 - 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

5.05.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

5.05.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

        Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah Paket Barang 5.05.01.1.06.0005 - 
Cetakan dan Penyediaan Barang 
Penggandaan yang Cetakan dan 
Disediakan (Paket) Penggandaan 
Jumlah Paket 5.05.01.1.06.0007 - 
Bahan/Material yang Penyediaan 
Disediakan (Paket) Bahan/Material 
Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

5.05.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Terlaksananya 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 
(Unit) 

5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.07.0005 - 
Pengadaan Mebel 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

5.05.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 
(Unit) 

5.05.01.1.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat (Laporan) 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat (Laporan) 

5.05.01.1.08.0001 - 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

5.05.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

5.05.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah Mebel yang 

Dipelihara  (Unit) 
5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

5.05.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

          Jumlah Mebel yang 
Dipelihara  (Unit) 

5.05.01.1.09.0005 - 
Pemeliharaan Mebel 

  

          Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

5.05.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

          Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0011 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

  

    Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Riset 

    Persentase Pemanfaatan 
Hasil Riset (%) 

    

      Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil kelitbangan 

  Persentase Pemanfaatan 
Hasil Kelitbangan 
(Persentase) 

5.05.02 - PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

  

        Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah Dokumen Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan yang Dikelola  
(Dokumen) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan (Laporan) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

  

          Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
(Laporan) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah Mebel yang 5.05.01.1.09 - 
Dipelihara (Unit) Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

5.05.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara (Unit) 

5.05.01.1.09.0005 - 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara (Unit) 

5.05.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0011 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Riset 

Persentase Pemanfaatan 
Hasil Riset (26) 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil kelitbangan 

Persentase Pemanfaatan 
Hasil Kelitbangan 
(Persentase) 

5.05.02 - PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah Dokumen Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan yang Dikelola 
(Dokumen) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan (Laporan) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
(Laporan) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah Rekomendasi 

atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
yang diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bagi Warga 
Negara Asing untuk 
Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

  

          Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
(Laporan) 

5.05.02.1.01.0003 - 
Fasilitasi, Pelaksanaan 
dan Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

  

          Jumlah Dokumen Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan yang Dikelola  
(Dokumen) 

5.05.02.1.01.0012 - 
Pengelolaan Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan 

  

          Jumlah Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
yang diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01.0013 - 
Perumusan Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan (Laporan) 

5.05.02.1.01.0014 - 
Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan 

  

          Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bagi Warga 
Negara Asing untuk 
Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01.0015 - 
Fasilitasi Pemberian 
Rekomendasi Penelitian 
bagi Warga Negara Asing 
untuk Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang 

  

        Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
yang diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bagi Warga 
Negara Asing untuk 
Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
(Laporan) 

5.05.02.1.01.0003 - 
Fasilitasi, Pelaksanaan 

dan Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

Jumlah Dokumen Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan yang Dikelola 
(Dokumen) 

5.05.02.1.01.0012 - 
Pengelolaan Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan 

Jumlah Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
yang diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01.0013 - 
Perumusan Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan (Laporan) 

5.05.02.1.01.0014 - 
Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bagi Warga 
Negara Asing untuk 
Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.01.0015 - 
Fasilitasi Pemberian 
Rekomendasi Penelitian 
bagi Warga Negara Asing 
untuk Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 53 



 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 54 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
(Dokumen ) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja (Dokumen ) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0001 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek- Aspek Sosial 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0002 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0003 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0006 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
(Dokumen ) 

5.05.02.1.02.0007 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0008 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja (Dokumen ) 

5.05.02.1.02.0009 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0010 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0011 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi 

  

        Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
(Dokumen ) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi (Dokumen) 

5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0001 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek- Aspek Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0002 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0003 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0006 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
(Dokumen ) 

5.05.02.1.02.0007 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0008 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0009 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0010 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0011 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan Umum 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0001 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0002 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0003 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0006 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya Mineral 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0007 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0008 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan Umum 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0009 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan Umum 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0010 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 

Pengembangan Bidang Ekonomi dan 
Lingkungan Hidup Pembangunan 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 

Pengembangan Bidang Ekonomi dan 
Pekerjaan Umum Pembangunan 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 

dan Pangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0001 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0002 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0003 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 

dan Pangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 

dan Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0006 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya Mineral 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

5.05.02.1.03.0007 - 
Penelitian dan 

Pengembangan Pengembangan 
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0008 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

5.05.02.1.03.0009 - 
Penelitian dan 

Pengembangan Pengembangan 
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0010 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0011 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0012 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Penataan 
Ruang dan Pertanahan 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0013 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

  

        Terlaksananya 
Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 
(Dokumen) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 
Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 
(Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan (Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

  

          Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 
(Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 
(Dokumen) 

5.05.02.1.04.0001 - 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.0002 - Uji 
Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 
Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.0003 - 
Diseminasi Jenis, 
Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 

  

          Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan (Laporan) 

5.05.02.1.04.0004 - 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

  

          Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.0005 - 
Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual 

  

    Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Inovasi 

    Persentase Produk 
Inovasi yang 
Dimanfaatkan 
(Persentase) 

    

      Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi daerah 
dalam 
pembangunan 

  Persentase produk 
inovasi daerah yang 
dimanfaatkan (%) 

5.05.03 - PROGRAM 
RISET DAN INOVASI 
DAERAH 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0011 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0012 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Penataan 
Ruang dan Pertanahan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

5.05.02.1.03.0013 - 
Penelitian dan 

Pengembangan Pengembangan 
Komunikasi dan Komunikasi dan 
Informatika (Dokumen) Informatika 

Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil 5.05.02.1.04 - 
Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

Penelitian, 

Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 
(Dokumen) 

Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 

Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 
(Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan (Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 
(Laporan) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, 

Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 
(Dokumen) 

5.05.02.1.04.0001 - 
Penelitian, 

Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.0002 - Uji 
Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 

Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.0003 - 
Diseminasi Jenis, 

Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan (Laporan) 

5.05.02.1.04.0004 - 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 

5.05.02.1.04.0005 - 
Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual 

(Laporan) 
Meningkatnya Persentase Produk 
Pemanfaatan Inovasi yang 
Hasil Inovasi Dimanfaatkan 

(Persentase) 
Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi daerah 
dalam 
pembangunan 

Persentase produk 
inovasi daerah yang 
dimanfaatkan (26) 

5.05.03 - PROGRAM 
RISET DAN INOVASI 
DAERAH 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
        Terlaksananya 

Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

Jumlah dokumen 
koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
dalam bentuk Rencana 
induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Dokumen) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

  

          Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 
kemitraan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Pelatihan) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

  

          Jumlah laporan 
penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

  

          Jumlah naskah kebijakan 
berbasis hasil riset 
(Naskah) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

  

          Laporan pemantauan 
dan evaluasi penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

  

          Jumlah dokumen 
koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
dalam bentuk Rencana 
induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Dokumen) 

5.05.03.1.01.0002 - 
Koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

  

          Jumlah naskah kebijakan 
berbasis hasil riset 
(Naskah) 

5.05.03.1.01.0003 - 
Penyusunan kebijakan 
berbasis hasil riset 

  

          Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 
kemitraan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Pelatihan) 

5.05.03.1.01.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta kemitraan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

  

          Laporan pemantauan 
dan evaluasi penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01.0005 - 
Pemantauan dan evaluasi 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Terlaksananya Jumlah dokumen 5.05.03.1.01 - Penelitian, 

Penelitian, koordinasi sistem ilmu Pengembangan, 

Pengembangan, pengetahuan dan Pengkajian, dan 
Pengkajian, dan teknologi di daerah Penerapan 
Penerapan dalam bentuk Rencana 

induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Dokumen) 
Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 

kemitraan penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Pelatihan) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 

Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 

Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 

Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

Jumlah naskah kebijakan 5.05.03.1.01 - Penelitian, 

berbasis hasil riset Pengembangan, 
(Naskah) Pengkajian, dan 

Penerapan 
Laporan pemantauan 5.05.03.1.01 - Penelitian, 
dan evaluasi penelitian, Pengembangan, 
pengembangan, Pengkajian, dan 
pengkajian, dan Penerapan 
penerapan (Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah dokumen 
koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
dalam bentuk Rencana 
induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Dokumen) 

5.05.03.1.01.0002 - 
Koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

Jumlah naskah kebijakan 
berbasis hasil riset 
(Naskah) 

5.05.03.1.01.0003 - 
Penyusunan kebijakan 
berbasis hasil riset 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 

kemitraan penelitian, 

5.05.03.1.01.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta kemitraan 

penelitian, 

pengembangan, pengembangan, 
pengkajian, dan pengkajian, dan 
penerapan (Pelatihan) penerapan 
Laporan pemantauan 
dan evaluasi penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01.0005 - 
Pemantauan dan evaluasi 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah laporan 

penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01.0006 - 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

  

        Terlaksananya 
Kegiatan Yang 
Menghasilkan 
Invensi dan Inovasi 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 
serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah kegiatan 
koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 
pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data 
Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi 
Inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01.0006 - 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Terlaksananya 
Kegiatan Yang 
Menghasilkan 
Invensi dan Inovasi 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 

serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah kegiatan 
koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 

pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data 
Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi 
Inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah laporan fasilitasi 

dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi  di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah naskah kebijakan 
di bidang invensi dan 
inovasi (Naskah) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Laporan pemantauan 
dan evaluasi invensi dan 
inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Tersedianya sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Sistem Informasi) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk apresiasi prestasi 
Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0002 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 

  

          Jumlah naskah kebijakan 
di bidang invensi dan 
inovasi (Naskah) 

5.05.03.1.02.0003 - 
Penyusunan kebijakan di 
bidang invensi dan 
inovasi 

  

          Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 
serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

5.05.03.1.02.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 
serta kemitraan invensi 
dan inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0005 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk reformasi kebijakan 
Riset dan Inovasi di 
daerah 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0008 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk peningkatan 
kepedulian isu 
internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 

  

          Laporan pemantauan 
dan evaluasi invensi dan 
inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02.0009 - 
Pemantauan dan evaluasi 
invensi dan inovasi 

  

          Tersedianya sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Sistem Informasi) 

5.05.03.1.02.0012 - 
Pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset (Laporan) 

5.05.03.1.02.0014 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi  di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02.0017 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan Riset dan 
Inovasi  di daerah 
berdasarkan kebutuhan 
daerah untuk promosi 
produk unggulan daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 

  

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah naskah kebijakan 
di bidang invensi dan 
inovasi (Naskah) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Laporan pemantauan 
dan evaluasi invensi dan 
inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Tersedianya sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Sistem Informasi) 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk apresiasi prestasi 
Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0002 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 

Jumlah naskah kebijakan 
di bidang invensi dan 
inovasi (Naskah) 

5.05.03.1.02.0003 - 
Penyusunan kebijakan di 
bidang invensi dan 
inovasi 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 

serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

5.05.03.1.02.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 

serta kemitraan invensi 
dan inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0005 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk reformasi kebijakan 
Riset dan Inovasi di 
daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0008 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk peningkatan 
kepedulian isu 
internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 

Laporan pemantauan 
dan evaluasi invensi dan 
inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02.0009 - 
Pemantauan dan evaluasi 
invensi dan inovasi 

Tersedianya sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Sistem Informasi) 

5.05.03.1.02.0012 - 
Pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset (Laporan) 

5.05.03.1.02.0014 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02.0017 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan Riset dan 
Inovasi di daerah 
berdasarkan kebutuhan 
daerah untuk promosi 
produk unggulan daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
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NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
          Jumlah laporan fasilitasi 

dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0018 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 

  

          Jumlah kegiatan 
koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 

5.05.03.1.02.0019 - 
Koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02.0022 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 
kelembagaan Riset dan 
Inovasi di daerah 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data 
Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0023 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penataan basis 
data Riset dan Inovasi 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 
pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0024 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk inventarisasi, 
pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 

  

          Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi 
Inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02.0026 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk peningkatan difusi 
Inovasi 

  

 

4.2. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu 

indikatif 

 

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan, 
maka perlu disusun program kegiatan dan sub kegiatan hingga pagu indikatif dalam 
Rencana Strategis BRIDA periode Tahun 2025-2029. Program yang disusun 
mengacu kepada RPJMD dan selaras dengan Rencana Induk dan Peta Jalan 
Pemajuan IPTEK di daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (5.05.02) dan Program Riset dan Inovasi daerah (5.05.03). 
Pada Tabel 4.2 terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait Gender, 
Kemiskinan, dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas Tahun 2024-2029. 

 

Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 

NSPK DAN 
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 1 SUBKEGIATAN KETERANGAN 

RELEVAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0018 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 

Jumlah kegiatan 
koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 

5.05.03.1.02.0019 - 
Koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02.0022 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 
kelembagaan Riset dan 
Inovasi di daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data 
Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0023 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penataan basis 
data Riset dan Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 

pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0024 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk inventarisasi, 

pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi 
Inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02.0026 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk peningkatan difusi 
Inovasi 

4.2. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu 

indikatif 

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan, 

maka perlu disusun program kegiatan dan sub kegiatan hingga pagu indikatif dalam 

Rencana Strategis BRIDA periode Tahun 2025-2029. Program yang disusun 

mengacu kepada RPJMD dan selaras dengan Rencana Induk dan Peta Jalan 

Pemajuan IPTEK di daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 0550-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (5.05.02) dan Program Riset dan Inovasi daerah (5.05.03). 

Pada Tabel 4.2 terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait Gender, 

Kemiskinan, dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Tahun 2024-2029. 

Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

5.05 -  
PENELITIAN 
DAN 
PENGEMBANG
AN 

      
15.793.531

.221,00 
  

16.413.741
.676,00 

  
16.883.688

.761,00 
  

17.365.391
.589,00 

  
17.786.125

.156,00 

 

5.05.01 - 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHA
N DAERAH 
PROVINSI 

      
13.319.469

.817,00 
  

13.877.410
.453,00 

  
14.277.621

.956,00 
  

14.687.490
.812,00 

  
15.056.028

.682,00 

 

Terpenuhinya 
kebutuhan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 
(%) 

100 100 
13.319.469

.817,00 
100 

13.877.410
.453,00 

100 
14.277.621

.956,00 
100 

14.687.490
.812,00 

100 
15.056.028

.682,00 

 

5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

      
45.754.066

,00 
  

46.000.000
,00 

  
48.000.000

,00 
  

50.000.000
,00 

  
52.000.000

,00 

 

Terlaksananya 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 
(Dokumen) 

0 2 
45.754.066

,00 
2 

46.000.000
,00 

2 
48.000.000

,00 
2 

50.000.000
,00 

2 
52.000.000

,00 

 

  

Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 
(Laporan) 

0 2   2   2   2   2   

 

5.05.01.1.01.00
01 - 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

      
22.894.431

,00 
  

23.000.000
,00 

  
24.000.000

,00 
  

25.000.000
,00 

  
26.000.000

,00 

 

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 
(Dokumen) 

0 2 
22.894.431

,00 
2 

23.000.000
,00 

2 
24.000.000

,00 
2 

25.000.000
,00 

2 
26.000.000

,00 

 

5.05.01.1.01.00
07 - Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

      
22.859.635

,00 
  

23.000.000
,00 

  
24.000.000

,00 
  

25.000.000
,00 

  
26.000.000

,00 

 

Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 
(Laporan) 

0 2 
22.859.635

,00 
2 

23.000.000
,00 

2 
24.000.000

,00 
2 

25.000.000
,00 

2 
26.000.000

,00 

 

5.05.01.1.02 - 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

      
9.601.297.

477,00 
  

9.601.297.
477,00 

  
9.601.297.

477,00 
  

9.841.329.
914,00 

  
10.081.362

.351,00 

 

Terpenuhinya 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/ Bulan) 

0 50 
9.601.297.

477,00 
50 

9.601.297.
477,00 

50 
9.601.297.

477,00 
50 

9.841.329.
914,00 

50 
10.081.362

.351,00 

 

5.05.01.1.02.00
01 - 
Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

      
9.601.297.

477,00 
  

9.601.297.
477,00 

  
9.601.297.

477,00 
  

9.841.329.
914,00 

  
10.081.362

.351,00 

 

Tersedianya 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/ Bulan) 

0 50 
9.601.297.

477,00 
50 

9.601.297.
477,00 

50 
9.601.297.

477,00 
50 

9.841.329.
914,00 

50 
10.081.362

.351,00 

 

5.05.01.1.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terpenuhinya 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapan  
(Paket) 

0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

5.05.01.1.05.00
02 - Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
 
Kelengkapanny
a 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapan  

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapan  
(Paket) 

0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi 
Umum 

      
1.014.337.

547,00 
  

1.011.142.
976,00 

  
1.070.854.

479,00 
  

1.137.190.
898,00 

  
1.179.196.

331,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

14, 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

5.05 - 

PENELITIAN 15.793.531 16.413.741 16.883.688 17.365.391 17.786.125 
PENGEMBANG .221,00 .676,00 .761,00 .589,00 .156,00 

AN 
5.05.01 - 
PROGRAM 

PENURYANG 13.319.469 13.877.410 14.277.621 14.687.490 15.056.028 
PEMERINTAHA .817,00 .453,00 .956,00 .812,00 .682,00 

N DAERAH 
PROVINSI 

Persentase 
Terpenuhinya Pemenuhan 
kebutuhan Kebutuhan 

13.319.469 13.877.410 14.277.621 14.687.490 15.056.028 
pelayanan Pelayanan MO0| MO0| 81700 | 190 Aas300 | 190 95600 | 190 81200 | 100 .682,00 
administrasi Administrasi 
perkantoran Perkantoran 

(20) 
5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 

penganggaran, 45.754.066 46.000.000 48.000.000 50.000.000 52.000.000 
Kinerja ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Perangkat 
Daerah 
Terlaksananya Jumlah 
Perencanaan, 

Penganggaran Bounea 
dan CE ' Perencanaan 0 2 45.754.066 2 46.000.000 2 48.000.000 2 50.000.000 2 52.000.000 
Kinerja Perangkat ,00 00 ,00 00 ,00 

Perangkat Daerah 
Daerah (Dokumen) 

Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 0 2 2 2 2 2 
Perangkat 
Daerah 
(Laporan) 

5.05.01.1.01.00 
01- 

Penyusunan 22.894.431 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 
Perencanaan 00 oo 00 oo 0 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Tersusunnya Dokumen 

Dokumen Perencanaan 22.894.431 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 
Perencanaan 0 2 2 2 2 2 
Perangkat Perangkat ,00 00 ,00 00 ,00 

aeral 
Daerah (Dokumen) 
5.05.01.1.01.00 

07 Evaluasi 22.859.635 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 
SE nat ,00 00 ,00 00 ,00 

Daerah 
Jumlah 

Terlaksananya Laporan 
Evaluasi Kinerja Kinerja 0 2 22.859.635 2 23.000.000 2 24.000.000 2 25.000.000 2 26.000.000 
Perangkat Para kat ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Daerah 9 

Daerah 
(Laporan) 

5.05.01.1.02 - 

Administrasi 9.601.297. 9.601.297. 9.601.297. 9.841.329. 10.081.362 
Perangkat 477,00 477,00 477,00 914,00 .351,00 
Daerah 

Terpenuhinya Jumlah Orang 
Administrasi yang Menerima 

ie 9.601.297. 9.601.297. 9.601.297. 9.841.329. 10.081.362 
Keuangan Gaji dan 0 50 477,00 50 477,00 50 477,00 50 914.00 50 : 

Perangkat Tunjangan ASN 
Daerah (Orang/ Bulan) 

5.05.01.1.02.00 

01. ediaan 9.601.297. 9.601.297. 9.601.297. 9.841.329. 10.081.362 
Gal dan 477,00 477,00 477,00 914,00 .351,00 

Tunjangan ASN 
Jumlah Orang 

Tersedianya yang Menerima 
Pt ie 9.601.297. 9.601.297. 9.601.297. 9.841.329. 10.081.362 

Gaji dan Gaji dan 0 50 50 50 50 50 Tunjangan ASN Tunjangan ASN 477,00 477,00 477,00 914,00 .351,00 

(Orang/ Bulan) 
5.05.01.1.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Perangkat 
Daerah 
Terpenuhinya Jumlah Paket 
Administrasi Pakaian Dinas 
Kepegawaian Beserta Atribut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Perangkat Kelengkapan 
Daerah (Paket) 
5.05.01.1.05.00 
02 - Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kelengkapanny 
a 
Tersedianya Jumlah Paket 

. . Pakaian Dinas 
Pakaian Dinas | Beserta Atribut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kelengkapan Kelengkapan gap: (Paket) 

S0S01.106- 1.014.337. 1.011.142. 1.070.854. 1.137.190. 1.179.196. 
Umum 547,00 976,00 479,00 898,00 331,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Perangkat 
Daerah 

Terpenuhinya 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 2 
1.014.337.

547,00 
2 

1.011.142.
976,00 

2 
1.070.854.

479,00 
2 

1.137.190.
898,00 

2 
1.179.196.

331,00 

 

  

Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 1   1   1   1   1   

 

  

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 2   2   2   2   2   

 

  

Jumlah 
Laporan 
Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 
(Laporan) 

0 2   2   2   2   2   

 

  

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 2   2   2   2   2   

 

5.05.01.1.06.00
01 - 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

      
40.651.595

,00 
  

45.000.000
,00 

  
50.000.000

,00 
  

55.000.000
,00 

  
57.500.000

,00 

 

Tersedianya 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 2 
40.651.595

,00 
2 

45.000.000
,00 

2 
50.000.000

,00 
2 

55.000.000
,00 

2 
57.500.000

,00 

 

5.05.01.1.06.00
04 - 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

      
262.479.52

3,00 
  

275.000.00
0,00 

  
290.000.00

0,00 
  

300.000.00
0,00 

  
319.196.33

1,00 

 

Tersedianya 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 2 
262.479.52

3,00 
2 

275.000.00
0,00 

2 
290.000.00

0,00 
2 

300.000.00
0,00 

2 
319.196.33

1,00 

 

5.05.01.1.06.00
05 - 
Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

      
61.185.898

,00 
  

65.000.000
,00 

  
67.500.000

,00 
  

70.000.000
,00 

  
75.000.000

,00 

 

Tersedianya 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 2 
61.185.898

,00 
2 

65.000.000
,00 

2 
67.500.000

,00 
2 

70.000.000
,00 

2 
75.000.000

,00 

 

5.05.01.1.06.00
07 - 
Penyediaan 
Bahan/Material 

      
42.488.020

,00 
  

45.000.000
,00 

  
47.500.000

,00 
  

50.000.000
,00 

  
52.500.000

,00 

 

Tersedianya 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 1 
42.488.020

,00 
1 

45.000.000
,00 

1 
47.500.000

,00 
1 

50.000.000
,00 

1 
52.500.000

,00 

 

5.05.01.1.06.00
09 - 
Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi 
SKPD 

      
607.532.51

1,00 
  

581.142.97
6,00 

  
615.854.47

9,00 
  

662.190.89
8,00 

  
675.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Laporan 
Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 
(Laporan) 

0 2 
607.532.51

1,00 
2 

581.142.97
6,00 

2 
615.854.47

9,00 
2 

662.190.89
8,00 

2 
675.000.00

0,00 

 

5.05.01.1.07 - 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

      
197.350.13

5,00 
  

600.000.00
0,00 

  
800.000.00

0,00 
  

850.000.00
0,00 

  
950.000.00

0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah Paket 
Terpenuhinya Barang 

Administrasi KS, 0 2 1014337. | 1011142 | 5 1070854. |, 1.137.190. | 1.179.196. 
547,00 976,00 479,00 898,00 331,00 

Perangkat yang 
Daerah Disediakan 

Paket) 
Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang 0 1 1 1 1 1 
Disediakan 
Paket) 
Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 0 2 2 2 2 2 
Disediakan 
Paket) 
Jumlah 
Laporan 
Penyelenggara 
an Rapat 
Koordinasi dan 0 5 5 5 5 5 
Konsultasi 
SKPD 
(Laporan) 
Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran 
gan Bangunan 0 2 2 2 2 2 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

5.05.01.1.06.00 
01- 

Penyediaan 

Komponen 40.651.595 45.000.000 50.000.000 55.000.000 57.500.000 
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Listrik/Penerang 
an Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Tersedianya Komponen 
Komponen Instalasi 
Instalasi Listrik/Peneran 0 2 40.651.595 2 45.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 57.500.000 
Listrik/Penerang gan Bangunan ,00 00 ,00 00 ,00 

an Bangunan Kantor yang 
Kantor Disediakan 

(Paket) 
5.05.01.1.06.00 

Daan 262.479.52 275.000.00 290.000.00 300.000.00 319.196.33 
Sai 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Tersedianya Bahan Logistik 
Bahan Logistik Kantor yang 0 2 262.479.523 2 275.000.00 2 290-000.00 2 300.000.00 2 319.196.583 

Kantor Disediakan ' ' ' ' ' 
(Paket) 

5.05.01.1.06.00 
05- 
Penyediaan 61.185.898 65.000.000 67.500.000 70.000.000 75.000.000 
Barang Cetakan ,00 00 ,00 00 ,00 

dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 

Tersedianya Barang dan 
Barang Cetakan Penggandaan 0 2 61.185.898 2 65.000.000 2 67.500.000 2 70.000.000 2 75.000.000 
dan ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Penggandaan yang. 

Disediakan 
(Paket) 

5.05.01.1.06.00 
07 - 42.488.020 45.000.000 47.500.000 50.000.000 52.500.000 
Penyediaan ,00 00 ,00 00 ,00 

Bahan/Material 
Jumlah Paket 

Tersedianya Bahan/Material 0 1 42488020 |, 45.000.000 |, 47.500.000 |, 50.000.000 |, 52.500.000 
Bahan/Material | Yang. ,00 00 ,00 00 ,00 

Disediakan 
(Paket) 

5.05.01.1.06.00 
09 - 
Penyelenggara 
an Rapat 607.532.51 581.142.97 615.854.47 662.190.89 675.000.00 
Koordinasi dan 1,00 6,00 9,00 8,00 0,00 

Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Terlaksananya Laporan 
Penyelenggara Penyelenggara 
an Rapat an Rapat 0 2 607.532.51 2 581.142.97 2 615.854.47 2 662.190.89 2 675.000.00 
Koordinasi dan Koordinasi dan 1,00 6,00 9,00 8,00 0,00 

Konsultasi Konsultasi 
SKPD SKPD 

(Laporan) 
5.05.01.1.07 - 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 197.350.13 600.000.00 800.000.00 850.000.00 950.000.00 

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urusan 
Pemerintah 
Daerah 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Terlaksananya 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

0 0 
197.350.13

5,00 
1 

600.000.00
0,00 

1 
800.000.00

0,00 
1 

850.000.00
0,00 

1 
950.000.00

0,00 

 

  

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang 
Disediakan 
(Unit) 

0 5   2   2   2   2   

 

  

Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 1   2   2   2   2   

 

5.05.01.1.07.00
05 - Pengadaan 
Mebel 

      
121.125.13

5,00 
  

200.000.00
0,00 

  
250.000.00

0,00 
  

300.000.00
0,00 

  
350.000.00

0,00 

 

Tersedianya 
Mebel 

Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan 
(Paket) 

0 1 
121.125.13

5,00 
2 

200.000.00
0,00 

2 
250.000.00

0,00 
2 

300.000.00
0,00 

2 
350.000.00

0,00 

 

5.05.01.1.07.00
06 - Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      
76.225.000

,00 
  

200.000.00
0,00 

  
250.000.00

0,00 
  

250.000.00
0,00 

  
300.000.00

0,00 

 

Tersedianya 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang 
Disediakan 
(Unit) 

0 5 
76.225.000

,00 
2 

200.000.00
0,00 

2 
250.000.00

0,00 
2 

250.000.00
0,00 

2 
300.000.00

0,00 

 

5.05.01.1.07.00
10 - Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

      0,00   
200.000.00

0,00 
  

300.000.00
0,00 

  
300.000.00

0,00 
  

300.000.00
0,00 

 

Tersedianya 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

0 0 0,00 1 
200.000.00

0,00 
1 

300.000.00
0,00 

1 
300.000.00

0,00 
1 

300.000.00
0,00 

 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
 
Pemerintahan 
Daerah 

      
1.754.879.

188,00 
  

1.800.000.
000,00 

  
1.831.000.

000,00 
  

1.882.000.
000,00 

  
1.880.000.

000,00 

 

Tersedianya 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 
yang 
Disediakan 
(Laporan) 

0 2 
1.754.879.

188,00 
2 

1.800.000.
000,00 

2 
1.831.000.

000,00 
2 

1.882.000.
000,00 

2 
1.880.000.

000,00 

 

  

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 
(Laporan) 

0 2   2   2   2   2   

 

  

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

5.05.01.1.08.00
01 - 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

      
2.800.000,

00 
  

5.000.000,
00 

  
6.000.000,

00 
  

7.000.000,
00 

  
5.000.000,

00 

 

Terlaksananya 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 
(Laporan) 

0 1 
2.800.000,

00 
1 

5.000.000,
00 

1 
6.000.000,

00 
1 

7.000.000,
00 

1 
5.000.000,

00 

 

5.05.01.1.08.00
02 - 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

      
539.639.18

8,00 
  

575.000.00
0,00 

  
600.000.00

0,00 
  

625.000.00
0,00 

  
625.000.00

0,00 

 

Tersedianya 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 
yang 
Disediakan 
(Laporan) 

0 2 
539.639.18

8,00 
2 

575.000.00
0,00 

2 
600.000.00

0,00 
2 

625.000.00
0,00 

2 
625.000.00

0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

yang 
Disediakan 
(Laporan) 

URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Terlaksananya Jumlah Unit 
Pengadaan Sarana dan 
Barang Milik Prasarana 
Daerah Gedung Kantor 0 0 197.350.13 4 600.000.00 4 800.000.00 4 850.000.00 4 950.000.00 
Penunjang atau Bangunan 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urusan Lainnya yang 
Pemerintah Disediakan 
Daerah (Unit) 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 0 5 2 2 2 2 

yang 
Disediakan 
(Unit) 
Jumlah Paket 
Mebel yang 
Disediakan 0 i 5 5 5 5 
(Paket) 

555 0 ozon 121.125.13 200.000.00 250.000.00 300.000.00 350.000.00 
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mebel 
Jumlah Paket 

Tersedianya Mebel yang 0 4 121.125.113 2 200.000.00 2 250.000.00 2 300.000.00 2 350.000.00 
Mebel Disediakan 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(Paket) 
5.05.01.1.07.00 
06 - Pengadaan 76.225.000 200.000.00 250.000.00 250.000.00 300.000.00 
Peralatan dan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mesin Lainnya 
Jumlah Unit 

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 76.225.000 200.000.00 250.000.00 250.000.00 300.000.00 

Peralatan dan 0 5 2 2 2 2 
ni : yang ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mesin Lainnya ai 
Disediakan 
(Unit) 

5.05.01.1.07.00 
10 - Pengadaan 

Sarana dan 000 200.000.00 300.000.00 300.000.00 300.000.00 
Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 

atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Tersedianya Sarana dan 
Sarana dan Prasarana 
Prasarana Gedung Kantor 0 0 0.00 4 200.000.00 4 300.000.00 4 300.000.00 4 300.000.00 
Gedung Kantor atau Bangunan ' 0,00 0,00 0,00 0,00 

atau Bangunan Lainnya yang 
Lainnya Disediakan 

(Unit) 
5.05.01.1.08 - 
Penyediaan 

jasa Penunjang 1.754.879. 1.800.000. 1.831.000. 1.882.000. 1.880.000. 
188,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
Laporan 

Tersedianya penyecmaan 

jasa Penunjang Komunikasi, o 1.754.879. 1.800.000. 1.831.000. 1.882.000. 1.880.000. 
Pi intah: Sumber Daya 188,00 000,00 000,00 000,00 000,00 
emerintahan N Pr 

Daerah Air dan Listrik 

yang 
Disediakan 
(Laporan) 
Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 0 2 2 2 2 2 
Umum Kantor 

yang 
Disediakan 
(Laporan) 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 0 i i i i i 
Menyurat 
(Laporan) 

5.05.01.1.08.00 

aan 2.800.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 5.000.000, 
00 00 00 00 00 

Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah 
Terlaksananya Laporan 
Penyediaan Penyediaan 0 4 2.800.000, 4 5.000.000, 4 6.000.000, 4 7.000.000, 4 5.000.000, 
Jasa Surat Jasa Surat 00 00 00 00 00 
Menyurat Menyurat 

(Laporan) 
5.05.01.1.08.00 
02- 

penyeuaa) 539.639.18 575.000.00 600.000.00 625.000.00 625.000.00 
aci 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Komunikasi, 

Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah 
Laporan 

Tersedianya Penyediaan 

Sasa asi Komunikasi, 0 2 539.639.18 2 575.000.00 2 600.000.00 2 625.000.00 2 625.000.00 
Sumber Daya Sumber Daya 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ai ani Air dan Listrik 

ir dan Listrik 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

5.05.01.1.08.00
04 - 
Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

      
1.212.440.

000,00 
  

1.220.000.
000,00 

  
1.225.000.

000,00 
  

1.250.000.
000,00 

  
1.250.000.

000,00 

 

Tersedianya 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 
(Laporan) 

0 2 
1.212.440.

000,00 
2 

1.220.000.
000,00 

2 
1.225.000.

000,00 
2 

1.250.000.
000,00 

2 
1.250.000.

000,00 

 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

      
705.851.40

4,00 
  

818.970.00
0,00 

  
926.470.00

0,00 
  

926.970.00
0,00 

  
913.470.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

0 3 
705.851.40

4,00 
3 

818.970.00
0,00 

3 
926.470.00

0,00 
3 

926.970.00
0,00 

3 
913.470.00

0,00 

 

  

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi (Unit) 

0 1   2   2   2   2   

 

  

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi (Unit) 

0 2   2   2   2   2   

 

  

Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  
(Unit) 

0 173   173   173   173   173   

 

  
Jumlah Mebel 
yang Dipelihara  
(Unit) 

0 50   50   50   60   70   
 

  

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 
(Unit) 

0 2   2   2   2   2   

 

  

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi (Unit) 

0 1   2   2   2   2   

 

5.05.01.1.09.00
01 - 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      
113.850.00

0,00 
  

113.850.00
0,00 

  
113.850.00

0,00 
  

113.850.00
0,00 

  
113.850.00

0,00 

 

Tersedianya 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

0 3 
113.850.00

0,00 
3 

113.850.00
0,00 

3 
113.850.00

0,00 
3 

113.850.00
0,00 

3 
113.850.00

0,00 

 

5.05.01.1.09.00
02 - 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

      
77.620.000

,00 
  

77.620.000
,00 

  
77.620.000

,00 
  

77.620.000
,00 

  
77.620.000

,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

atau Lapangan 

URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

5.05.01.1.08.00 

Sair 1.212.440. 1.220.000. 1.225.000. 1.250.000. 1.250.000. 
Jasa Pelayanan 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

Umum Kantor 
Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 

ea any anan Pareyanan 0 2 1212440. | 1220000. | 1225000. |, 1250000. |, 1.250.000. 
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

Umum Kantor Umum Kantor 

yang 
Disediakan 
(Laporan) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 705.851.40 818.970.00 926.470.00 926.970.00 913.470.00 
Penunjang 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
Terlaksananya Kendaraan 
Pemeliharaan 

Ona Perorangan 
Barang Milik Dinas atau 
Daerah 705.851.40 818.970.00 926.470.00 926.970.00 913.470.00 

. Kendaraan 0 3 3 3 3 3 
Penunjang Di 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

inas Jabatan 
Urusan tah: yang Dipelihara 
Sena anan dan Dibayarkan 

Pajaknya (Unit) 
Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 0 1 2 2 2 2 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire 
habilitasi (Unit) 
Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 0 2 2 2 2 2 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire 
habilitasi (Unit) 
Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 0 173 173 173 173 173 
yang Dipelihara 
(Unit) 
Jumlah Mebel 
yang Dipelihara 0 50 50 50 60 70 
(Unit) 
Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 

steukapangan 0 2 2 2 2 2 
yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 
(Unit) 
Jumlah Gedung 
Kantor dan 

Bangunan 0 1 2 2 2 2 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire 
habilitasi (Unit) 

5.05.01.1.09.00 
01- 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya Saaaa 113.850.00 113.850.00 113.850.00 113.850.00 113.850.00 
: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
Tersedianya 
Jasa Jumlah 
Pemeliharaan, Kendaraan 

Biaya Perorangan 
Pemeliharaan Dinas atau 
dan Pajak Kendaraan 0 3 113.850.00 3 113.850.00 3 113.850.00 3 113.850.00 3 113.850.00 

Kendaraan Dinas Jabatan ' ' ' ' ' 
Perorangan yang Dipelihara 
Dinas atau dan Dibayarkan 
Kendaraan Pajaknya (Unit) 
Dinas Jabatan 
5.05.01.1.09.00 
02- 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya Saaaa 77.620.000 77.620.000 77.620.000 77.620.000 77.620.000 
: " ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 
(Unit) 

0 2 
77.620.000

,00 
2 

77.620.000
,00 

2 
77.620.000

,00 
2 

77.620.000
,00 

2 
77.620.000

,00 

 

5.05.01.1.09.00
05 - 
Pemeliharaan 
Mebel 

      
15.040.000

,00 
  

17.500.000
,00 

  
20.000.000

,00 
  

20.000.000
,00 

  
22.000.000

,00 

 

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Mebel 

Jumlah Mebel 
yang Dipelihara  
(Unit) 

0 50 
15.040.000

,00 
50 

17.500.000
,00 

50 
20.000.000

,00 
60 

20.000.000
,00 

70 
22.000.000

,00 

 

5.05.01.1.09.00
06 - 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

      
155.862.00

0,00 
  

160.000.00
0,00 

  
165.000.00

0,00 
  

165.500.00
0,00 

  
170.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  
(Unit) 

0 173 
155.862.00

0,00 
173 

160.000.00
0,00 

173 
165.000.00

0,00 
173 

165.500.00
0,00 

173 
170.000.00

0,00 

 

5.05.01.1.09.00
09 - 
Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

      
169.938.00

0,00 
  

200.000.00
0,00 

  
200.000.00

0,00 
  

200.000.00
0,00 

  
200.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi (Unit) 

0 1 
169.938.00

0,00 
2 

200.000.00
0,00 

2 
200.000.00

0,00 
2 

200.000.00
0,00 

2 
200.000.00

0,00 

 

5.05.01.1.09.00
10 - 
Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

      
149.040.00

0,00 
  

150.000.00
0,00 

  
200.000.00

0,00 
  

200.000.00
0,00 

  
180.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi (Unit) 

0 2 
149.040.00

0,00 
2 

150.000.00
0,00 

2 
200.000.00

0,00 
2 

200.000.00
0,00 

2 
180.000.00

0,00 

 

5.05.01.1.09.00
11 - 
Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

      
24.501.404

,00 
  

100.000.00
0,00 

  
150.000.00

0,00 
  

150.000.00
0,00 

  
150.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire
habilitasi (Unit) 

0 1 
24.501.404

,00 
2 

100.000.00
0,00 

2 
150.000.00

0,00 
2 

150.000.00
0,00 

2 
150.000.00

0,00 

 

5.05.02 - 
PROGRAM 
PENELITIAN 
DAN 
PENGEMBANG
AN DAERAH 

      
1.474.061.

404,00 
  

1.536.331.
223,00 

  
1.606.066.

805,00 
  

1.677.900.
777,00 

  
1.730.096.

474,00 

 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil 
kelitbangan 

Persentase 
Pemanfaatan 
Hasil 
Kelitbangan 
(Persentase) 

100 100 
1.474.061.

404,00 
100 

1.536.331.
223,00 

100 
1.606.066.

805,00 
100 

1.677.900.
777,00 

100 
1.730.096.

474,00 

 

5.05.02.1.01 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan Pengkajian 
Peraturan 

      
285.000.00

0,00 
  

336.331.22
3,00 

  
231.066.80

5,00 
  

150.000.00
0,00 

  
350.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah 
Rekomendasi 
atas Rencana 
Penetapan 
Peraturan Baru 
dan/atau 
Evaluasi 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan yang 
diterbitkan 
(Rekomendasi) 

1 1 
285.000.00

0,00 
1 

336.331.22
3,00 

1 
231.066.80

5,00 
1 

150.000.00
0,00 

1 
350.000.00

0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

14, 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tersedianya Jumlah 

Pemeliharaan, Kendaraan 
Biaya Dinas 
Pemeliharaan Operasional 

. ' atau Lapangan 77.620.000 77.620.000 77.620.000 77.620.000 77.620.000 
Pajak dan dar 0 2 2 2 2 2 
Perizinan yang Dipelihara ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Kendaraan dan Dibayarkan 
Dinas Pajak dan 

Operasional Perizinannya 
atau Lapangan (Unit) 
5.05.01.1.09.00 
05- 15.040.000 17.500.000 20.000.000 20.000.000 22.000.000 
Pemeliharaan ,00 00 ,00 00 ,00 

Mebel 
Terlaksananya Jumlah Mebel 
Pemeliharaan yang Dipelihara 0 50 15.040.000 50 17.500.000 50 20.000.000 60 20.000.000 70 22.000.000 

h ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Mebel (Unit) 
5.05.01.1.09.00 

Aan naraan 155.862.00 160.000.00 165.000.00 165.500.00 170.000.00 
Peralatan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mesin Lainnya 

Terlaksananya Jumlah. dan 
Pemeliharaan ni : 155.862.00 160.000.00 165.000.00 165.500.00 170.000.00 
Peralatan dan Mesin Lainnya 0 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 173 0.00 
Mesin Lainnya yang Dipelihara 

(Unit) 
5.05.01.1.09.00 
09 - 

Pemelinaraan/R 169.938.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 
Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dan Bangunan 
Lainnya 
Terlaksananya Jumlah Gedung 
Pemeliharaan/R Kantor dan 
ehabilitasi Bangunan 0 4 169.938.00 2 200.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00 
Gedung Kantor Lainnya yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dan Bangunan Dipelihara/Dire 
Lainnya habilitasi (Unit) 

5.05.01.1.09.00 
10- 
Pemeliharaan/R 

chabiltasi 149.040.00 150.000.00 200.000.00 200.000.00 180.000.00 
Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 
Terlaksananya 
Pemeliharaan/R Jumlah Sarana 

ikat dan Prasarana 
ehabilitasi 

Gedung Kantor 
Sarana dan atau Bangunan 0 2 149.040.00 2 150.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00 2 180.000.00 
Prasarana Lainnya Yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gedung Kantor Dipelihara/Dire 
Lainnya 9 habilitasi (Unit) 

5.05.01.1.09.00 
11- 
Pemeliharaan/R 
ehabilitasi 
Sarana dan 24.501.404 100.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 
Prasarana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Terlaksananya Jumlah Sarana 
Pemeliharaan/R 
ehabilitasi dan Prasarana 
Sarana dan Pendukung 

Gedung Kantor 24.501.404 100.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 
Prasarana tau B 0 1 00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 
Pendukung l au Bangunan ' ' ' ' ' 
Gedung Kantor Disana Yana 
atau Bangunan 'pehara Die 
Lainnya habilitasi (Unit) 

5.05.02 - 
PROGRAM 
PENELITIAN 1.474.061. 1.536.331. 1.606.066. 1.677.900. 1.730.096. 
DAN 404,00 223,00 805,00 777,00 474,00 
PENGEMBANG 
AN DAERAH 

Meningkatnya Persentase 

pemanfaatan Pemanfaatan 100 100 14740681. | 100 1.836.331. | 100 1.606.068. | 109 1.677.900. | 100 1.730.096. 
hasil : 404,00 223,00 805,00 777,00 474,00 
kelitbangan Kelitbangan 

(Persentase) 

5.05.02.1.01 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Bidangia ara 285.000.00 336.331.22 231.066.80 150.000.00 350.000.00 
an yeengg 0,00 3,00 5,00 0,00 0,00 
Pemerintahan 
dan Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah 

Terlaksananya Rekomendasi 
Penelitian dan Par Gneang 
Pengembangan Perat PD: B 
Bidang eraturan Baru 
Penyelenggara dan/atau 4 4 285.000.00 4 336.331.22 4 231.066.80 4 150.000.00 4 350.000.00 
an yeengg Evaluasi 0,00 3,00 5,00 0,00 0,00 

. Terhadap 
Pemerintahan Pelaksanaan 
dan Pengkajian Perat 
Peraturan eraturan yang 

diterbitkan 
Rekomendasi) 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah 
Rekomendasi 
Penelitian bagi 
Warga Negara 
Asing untuk 
Diterbitkannya 
Izin Penelitian 
oleh Instansi 
yang 
Berwenang 
yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Data 
Kelitbangan 
dan Peraturan 
yang Dikelola  
(Dokumen) 

0 1   1   1   1   1   

 

  

Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Fasilitasi dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan Data 
dan Pengkajian 
Peraturan 
(Laporan) 

0 0   1   1   1   1   

 

  

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi, 
Pelaksanaan 
dan Evaluasi 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Kelembagaan 
dan 
Ketatalaksanaa
n (Laporan) 

0 1   1   1   0   1   

 

5.05.02.1.01.00
03 - Fasilitasi, 
Pelaksanaan 
dan Evaluasi 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Kelembagaan 
dan 
Ketatalaksanaa
n 

      
95.000.000

,00 
  

100.000.00
0,00 

  
81.066.805

,00 
  0,00   

100.000.00
0,00 

 

Terlaksananya 
Fasilitasi, 
Pelaksanaan 
dan Evaluasi 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Kelembagaan 
dan 
Ketatalaksanaa
n 

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi, 
Pelaksanaan 
dan Evaluasi 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Kelembagaan 
dan 
Ketatalaksanaa
n (Laporan) 

0 1 
95.000.000

,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
81.066.805

,00 
0 0,00 1 

100.000.00
0,00 

 

5.05.02.1.01.00
12 - 
Pengelolaan 
Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan 

      
95.000.000

,00 
  

50.000.000
,00 

  
50.000.000

,00 
  

50.000.000
,00 

  
50.000.000

,00 

 

Terkelolanya 
Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan  

Jumlah 
Dokumen Data 
Kelitbangan 
dan Peraturan 
yang Dikelola  
(Dokumen) 

0 1 
95.000.000

,00 
1 

50.000.000
,00 

1 
50.000.000

,00 
1 

50.000.000
,00 

1 
50.000.000

,00 

 

5.05.02.1.01.00
13 - Perumusan 
Rekomendasi 
atas Rencana 
Penetapan 
Peraturan Baru 
dan/atau 
Evaluasi 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan 

      
95.000.000

,00 
  

100.000.00
0,00 

  0,00   
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

 

Tersedianya 
Rekomendasi 
atas Rencana 
Penetapan 
Peraturan Baru 
dan/atau 
Evaluasi 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Jumlah 
Rekomendasi 
atas Rencana 
Penetapan 
Peraturan Baru 
dan/atau 
Evaluasi 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan yang 
diterbitkan 
(Rekomendasi) 

1 1 
95.000.000

,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 0,00 1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

 

5.05.02.1.01.00
14 - Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan Data 
dan Pengkajian 
Peraturan 

      0,00   
86.331.223

,00 
  

100.000.00
0,00 

  0,00   
100.000.00

0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Jumlah 
Rekomendasi 
Penelitian bagi 
Warga Negara 
Asing untuk 
Diterbitkannya 
Izin Penelitian 0 0 0 0 0 0 
oleh Instansi 

yang 
Berwenang 

yang 
Diterbitkan 
Rekomendasi) 
Jumlah 
Dokumen Data 
Kelitbangan 
dan Peraturan 0 i i i i i 
yang Dikelola 
Dokumen) 
Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Fasilitasi dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 0 0 i i i i 
Kegiatan Data 
dan Pengkajian 
Peraturan 
(Laporan) 
Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi, 

Pelaksanaan 
dan Evaluasi 
Penelitian dan 0 1 1 1 0 1 
Pengembangan 
Bidang 
Kelembagaan 
dan 
Ketatalaksanaa 
n (Laporan) 

5.05.02.1.01.00 
03 - Fasilitasi, 

Pelaksanaan 
dan Evaluasi 

Beneran dan 95.000.000 100.000.00 81.066.805 0.00 100.000.00 
: ,00 0,00 ,00 . 0,00 

Bidang 
Kelembagaan 
dan 
Ketatalaksanaa 
n 

Jumlah 
Terlaksananya Laporan 
Fasilitasi, Pelaksanaan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 
dan Evaluasi Pelaksanaan 
Penelitian dan dan Evaluasi 
Pengembangan Penelitian dan 0 4 95.000.000 4 100.000.00 4 81.066.805 0 0,00 4 100.000.00 

: ,00 0,00 ,00 0,00 
Bidang Pengembangan 
Kelembagaan Bidang 
dan Kelembagaan 
Ketatalaksanaa dan 
n Ketatalaksanaa 

n (Laporan) 
5.05.02.1.01.00 
12- 
Pengelolaan 95.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 
Data ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Kelitbangan dan 
Peraturan 

Jumlah 
Terkelolanya Dokumen Data 
Data Kelitbangan 0 4 95.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 
Kelitbangan dan dan Peraturan ,00 00 ,00 00 ,00 

Peraturan yang Dikelola 
(Dokumen) 

5.05.02.1.01.00 
13 - Perumusan 
Rekomendasi 
atas Rencana 

Bengrapar SaaN 95.000.000 100.000.00 an 100.000.00 100.000.00 
,00 0,00 ' 0,00 0,00 

dan/atau 
Evaluasi 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Jumlah 
Tersedianya Rekomendasi 
Rekomendasi atas Rencana 
atas Rencana Penetapan 
Penetapan Peraturan Baru 
Peraturan Baru dan/atau 4 4 95.000.000 4 100.000.000 4 0.00 4 100.000.000 4 100.000.00 
dan/atau Evaluasi ,00 0,00 . 0,00 0,00 

Evaluasi Terhadap 
Terhadap Pelaksanaan 
Pelaksanaan Peraturan yang 
Peraturan diterbitkan 

(Rekomendasi) 
5.05.02.1.01.00 
14 - Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 0.00 86.331.223 100.000.00 0,00 100.000.00 

. ,00 0,00 0,00 
Kegiatan Data 
dan Pengkajian 
Peraturan 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Terlaksananya 
Fasilitasi dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan Data 
dan Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Fasilitasi dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan Data 
dan Pengkajian 
Peraturan 
(Laporan) 

0 0 0,00 1 
86.331.223

,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 0,00 1 
100.000.00

0,00 

 

5.05.02.1.01.00
15 - Fasilitasi 
Pemberian 
Rekomendasi 
Penelitian bagi 
Warga Negara 
Asing untuk 
Diterbitkannya 
Izin Penelitian 
oleh Instansi 
yang 
Berwenang 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Tersedianya 
Rekomendasi 
Penelitian bagi 
Warga Negara 
Asing untuk 
Diterbitkannya 
Izin Penelitian 
oleh Instansi 
yang 
Berwenang 

Jumlah 
Rekomendasi 
Penelitian bagi 
Warga Negara 
Asing untuk 
Diterbitkannya 
Izin Penelitian 
oleh Instansi 
yang 
Berwenang 
yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.02 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Sosial 
dan 
Kependudukan 

      
280.000.00

0,00 
  

300.000.00
0,00 

  
600.000.00

0,00 
  

600.000.00
0,00 

  0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Sosial 
dan 
Kependudukan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 
(Dokumen) 

1 1 
280.000.00

0,00 
0 

300.000.00
0,00 

0 
600.000.00

0,00 
0 

600.000.00
0,00 

0 0,00 

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 
(Dokumen) 

0 0   0   1   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Aspek-
Aspek Sosial 
(Dokumen) 

1 0   0   1   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan 
dan Olahraga 
(Dokumen) 

0 0   0   0   1   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata 
(Dokumen) 

0 0   0   1   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi 
Masyarakat 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak 
(Dokumen) 

0 1   1   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
(Dokumen) 

1 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
(Dokumen ) 

0 0   1   0   0   0   

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Jumlah 

Terlaksananya Laporan Hasil 
Fasilitasi dan Pelaksanaan 
Evaluasi Fasilitasi dan 

Pelaksanaan Evaluasi. aan 0 0 0,00 1 86.331 223 1 100-005.00 1 0,00 1 100-005.00 
egiatan Data Kegi 

dan Pengkajian egiatan Data 
9 kal dan Pengkajian 

Peraturan 9 kal 
Peraturan 
(Laporan) 

5.05.02.1.01.00 
15 - Fasilitasi 
Pemberian 
Rekomendasi 
Penelitian bagi 

WargaNegara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Asing untuk 
Diterbitkannya 
Izin Penelitian 
oleh Instansi 

yang 
Berwenang 

Jumlah 

Tersedianya Rekomendasi : 
. Penelitian bagi 

Rekomendasi 
Penelitian bagi | Warga Negara 9 
Warga Negara Asing Untuk 
Asing untuk Diterbitkannya 
Diterbitkannya Izin Penelitian 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

: ii oleh Instansi 
Izin Penelitian yang 
oleh Instansi Berwenang 

yang 
Berwenang yang 

Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

5.05.02.1.02 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 280.000.00 300.000.00 600.000.00 600.000.00 0.00 
Bidang Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 
dan 
Kependudukan 
Terlaksananya Jumlah 
Penelitian dan Dokumen Hasil 
Pengembangan Penelitian dan 4 4 280.000.00 0 300.000.00 0 600.000.00 0 600.000.00 0 0.00 
Bidang Sosial Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 . 

dan Kesehatan 
Kependudukan Dokumen) 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 0 0 0 1 0 0 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 1 0 0 1 0 0 
Bidang Aspek- 
Aspek Sosial 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 1 0 
Kepemudaan 
dan Olahraga 
(Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 4 0 0 
Pengembangan 
Pariwisata 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 0 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 0 4 4 0 0 0 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 1 0 0 0 0 0 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
(Dokumen) 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian 0 0 1 0 0 0 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
Dokumen) 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Tenaga Kerja 
(Dokumen ) 

0 0   0   0   1   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi 
(Dokumen) 

0 0   0   0   1   0   

 

5.05.02.1.02.00
01 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Bidang Aspek- 
Aspek Sosial 

      
140.000.00

0,00 
  0,00   

150.000.00
0,00 

  0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Aspek-
Aspek Sosial 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Aspek-
Aspek Sosial 
(Dokumen) 

1 0 
140.000.00

0,00 
0 0,00 1 

150.000.00
0,00 

0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
02 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

      0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak 
(Dokumen) 

0 1 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
03 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

      0,00   0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
(Dokumen) 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
150.000.00

0,00 
0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
04 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

      0,00   0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan 
dan Olahraga 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
05 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pariwisata 

      0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
06 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Kesehatan 

      
140.000.00

0,00 
  0,00   

150.000.00
0,00 

  0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 
(Dokumen) 

1 1 
140.000.00

0,00 
0 0,00 0 

150.000.00
0,00 

0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
07 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

      0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
(Dokumen ) 

0 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 1 0 
Tenaga Kerja 
(Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 0 4 0 
Pengembangan 
Transmigrasi 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.00 
01 - Penelitian 
dan 140.000.00 150.000.00 
Pengembangan 0,00 0:00 0,00 0:00 0.00 

Bidang Aspek- 
Aspek Sosial 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 1 0 140.000.00 0 0,00 1 150.000.00 0 0,00 0 0,00 
Bidang Aspek- Bidang Aspek- . . 
Aspek Sosial Aspek Sosial 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
02 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 150.000.000 
Pemberdayaan 0.00 0,00 0.00 0:00 0.00 

Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

Jumlah 

Terlaksananya Dokumen Hasil 
PA Penelitian dan 

Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 

Pemberdayaan | Pemberdayaan 0 1 0,00 1 150.000.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Perempuan 0,00 

Perempuan dan dan 
Perlindungan Perli 
Anak erlindungan 

Anak 
Dokumen) 

5.05.02.1.02.00 
03 - Penelitian 
dan 150.000.00 
Pengembangan 0.00| 0.00 0.00| 0,00 0.00| 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan | Pengembangan 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 150.000.00 0 0,00 
Pendidikan dan Pendidikan dan ' 
Kebudayaan Kebudayaan 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
04 - Penelitian 
dan 150.000.00 
Pengembangan 0.00| 0.00 0.00| 0,00 0.00| 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.00 0 0,00 

0,00 
Kepemudaan Kepemudaan 
dan Olahraga dan Olahraga 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
05 - Penelitian 
dan 0,00 0,00 150.000.00 0,00 0,00 

0,00 
Pengembangan 
Pariwisata 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 0 0 0.00 0 0,00 4 150.000.00 0 0,00 0 0,00 
Pengembangan Pengembangan 0,00 
Pariwisata Pariwisata 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
06 - Penelitian 
dan 140.000.00 0,00 150.000.00 0,00 0,00 

0,00 0,00 
Pengembangan 
Kesehatan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 140.000.000 150.000.00 
Pengembangan Pengembangan 1 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Kesehatan Kesehatan 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
07 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 150.000.000 
Pengendalian 0.00 0,00 0.00 0:00 0.00 

Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 
Pengendalian Pengendalian 0 0 0,00 1 150.000.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Penduduk dan Penduduk dan ' 
Keluarga Keluarga 
Berencana Berencana 

Dokumen) 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

5.05.02.1.02.00
08 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

      0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
09 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Tenaga Kerja 

      0,00   0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Tenaga Kerja 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Tenaga Kerja 
(Dokumen ) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
10 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Partisipasi 
Masyarakat 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi 
Masyarakat 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.02.00
11 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Transmigrasi 

      0,00   0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 

 

5.05.02.1.03 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

      
300.000.00

0,00 
  

300.000.00
0,00 

  
150.000.00

0,00 
  

300.000.00
0,00 

  
750.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan 
Ruang dan 
Pertanahan 
(Dokumen) 

0 0 
300.000.00

0,00 
0 

300.000.00
0,00 

0 
150.000.00

0,00 
0 

300.000.00
0,00 

0 
750.000.00

0,00 

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Badan Usaha 
Milik Daerah 
(Dokumen) 

0 0   1   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 
(Dokumen) 

0 1   0   0   0   1   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kelautan dan 
Perikanan 
(Dokumen) 

0 0   1   0   1   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi 
dan Informatika 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, 
Usaha Kecil 
dan Menengah 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   1   

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

5.05.02.1.02.00 
08 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 150.000.00 
Administrasi 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 
Administrasi Administrasi 0 0 000 | 0 000 | 1 1000000 1. 9 000 | 0 0,00 
Kependudukan Kependudukan . 
dan Pencatatan dan Pencatatan 
Sipil Sipil 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
09 - Penelitian 
dan 0,00 0,00 0,00 150.000.00 0,00 

0,00 
Pengembangan 
Tenaga Kerja 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 0 0 0.00 0 0,00 0 0,00 4 150.000.00 0 0,00 
Pengembangan Pengembangan 0,00 
Tenaga Kerja Tenaga Kerja 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
10 - Penelitian 

dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan " Uu . Uu . 
Partisipasi 
Masyarakat 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Partisipasi Partisipasi 
Masyarakat Masyarakat 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.00 
11 - Penelitian 
dan 0,00 0,00 0,00 150.000.00 0,00 

0,00 
Pengembangan 
Transmigrasi 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 0 0 0.00 0 0,00 0 0,00 4 150.000.00 0 0,00 
Pengembangan Pengembangan 0,00 
Transmigrasi Transmigrasi 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 300.000.00 300.000.00 150.000.00 300.000.00 750.000.00 
Bidang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 0 0 300.000.00 0 300.000.00 0 150.000.00 0 300.000.00 0 750.000.00 
Bidang Penataan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekonomi dan Ruang dan 
Pembangunan Pertanahan 

Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 1 0 0 0 
Badan Usaha 
Milik Daerah 
Dokumen) 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 4 0 0 0 4 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 0 0 0 
Pengembangan 
Kehutanan 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 1 0 1 0 
Kelautan dan 
Perikanan 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 0 
Komunikasi 
dan Informatika 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 4 
Koperasi, 

Usaha Kecil 
dan Menengah 
Dokumen) 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan 
Hidup 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   1   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan 
Umum 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan 
(Dokumen) 

0 0   0   0   1   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 
(Dokumen) 

0 1   0   0   0   1   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, 
Perkebunan 
dan Pangan 
(Dokumen) 

0 0   0   1   0   1   

 

5.05.02.1.03.00
01 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Koperasi, 
Usaha Kecil 
dan Menengah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   
150.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, 
Usaha Kecil 
dan Menengah 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, 
Usaha Kecil 
dan Menengah 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 

 

5.05.02.1.03.00
02 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 

      
150.000.00

0,00 
  0,00   0,00   0,00   

150.000.00
0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 
(Dokumen) 

0 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

150.000.00
0,00 

 

5.05.02.1.03.00
03 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Badan Usaha 
Milik Daerah 

      0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Badan Usaha 
Milik Daerah 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Badan Usaha 
Milik Daerah 
(Dokumen) 

0 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.03.00
04 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pertanian, 
Perkebunan 
dan Pangan 

      0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00   

150.000.00
0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, 
Perkebunan 
dan Pangan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, 
Perkebunan 
dan Pangan 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 1 

150.000.00
0,00 

 

5.05.02.1.03.00
05 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Kelautan dan 
Perikanan 

      0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00   

150.000.00
0,00 

  0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 1 
Lingkungan 
Hidup 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 0 
Pekerjaan 
Umum 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 0 4 0 
Pengembangan 
Perhubungan 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 

Pengembangan 0 1 0 0 0 1 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 
Dokumen) 
Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 0 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 
(Dokumen) 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 4 0 4 
Pertanian, 

Perkebunan 
dan Pangan 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.00 
01 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.00 

. 0,00 
Koperasi, 

Usaha Kecil 
dan Menengah 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 0 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 150.000.00 
Koperasi, Koperasi, 0,00 

Usaha Kecil Usaha Kecil 
dan Menengah dan Menengah 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
02 - Penelitian 

dan 150.000.00 150.000.00 
Pengembangan . 0.00 0,00 0,00 0,00 . 0.00 

Perindustrian . 
dan 
Perdagangan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 150.000.00 150.000.00 
Perindustrian Perindustrian 0 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

dan dan 
Perdagangan Perdagangan 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
03 - Penelitian 
dan 150.000.00 
Pengembangan 0.00| 0,00 0.00| 0.00 0.00| 
Badan Usaha 
Milik Daerah 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan | Pengembangan 0 0 0,00 1 150.000.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Badan Usaha Badan Usaha ' 
Milik Daerah Milik Daerah 

Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
04 - Penelitian 

dan 150.000.00 150.000.00 
Pengembangan 0,00 0,00 “ n| 0,00 “ n| 

. 0,00 0,00 
Pertanian, 

Perkebunan 
dan Pangan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 150.000.00 150.000.00 
Pertanian, Pertanian, 0 0 000 | 0 000p 1 000 | 9 000p 1 0.00 
Perkebunan Perkebunan 
dan Pangan dan Pangan 

(Dokumen) 

5.05.02.1.03.00 
05 - Penelitian 
dan 150.000.00 150.000.00 
Pengembangan 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

Kelautan dan 
Perikanan 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kelautan dan 
Perikanan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kelautan dan 
Perikanan 
(Dokumen) 

0 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 1 

150.000.00
0,00 

0 0,00 

 

5.05.02.1.03.00
06 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 

      
150.000.00

0,00 
  0,00   0,00   0,00   

150.000.00
0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 
(Dokumen) 

0 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

150.000.00
0,00 

 

5.05.02.1.03.00
07 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Lingkungan 
Hidup 

      0,00   0,00   0,00   0,00   
150.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan 
Hidup 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan 
Hidup 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 

 

5.05.02.1.03.00
08 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.03.00
09 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Pekerjaan 
Umum 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan 
Umum 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan 
Umum 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.03.00
10 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Perhubungan 

      0,00   0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
0 0,00 

 

5.05.02.1.03.00
11 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.03.00
12 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Penataan 
Ruang dan 
Pertanahan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan 
Ruang dan 
Pertanahan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan 
Ruang dan 
Pertanahan 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.02.1.03.00
13 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 1 150.000.00 0 0,00 1 150.000.00 0 0,00 

0,00 0,00 
Kelautan dan Kelautan dan 
Perikanan Perikanan 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
06 - Penelitian 

dan 150.000.00 150.000.00 
Pengembangan “ n| 0,00 0,00 0,00 “ n| 

: 0,00 0,00 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 150.000.00 150.000.00 
Energi dan Energi dan 0 1 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 1 0,00 

Sumber Daya Sumber Daya 
Mineral Mineral 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
07 - Penelitian 
dan 150.000.00 
Pengembangan 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0,00 
Lingkungan 
Hidup 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 150.000.00 
Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 . 0.00 

Lingkungan Lingkungan . 
Hidup Hidup 

(Dokumen) 

5.05.02.1.03.00 
08 - Penelitian 
dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
Kehutanan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan | Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kehutanan Kehutanan 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.00 
09 - Penelitian 
dan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
Pekerjaan 
Umum 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 
Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pekerjaan Pekerjaan 
Umum Umum 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
10 - Penelitian 
dan 0,00 0,00 0,00 150.000.00 0,00 

0,00 
Pengembangan 
Perhubungan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 150.000.00 0 0,00 
Pengembangan Pengembangan 0,00 
Perhubungan Perhubungan 

(Dokumen) 

5.05.02.1.03.00 
11 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 

Pengembangan | Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Perumahan dan Perumahan 
Kawasan dan Kawasan 
Permukiman Permukiman 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
12 - Penelitian 
dan 
Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Penataan 
Ruang dan 
Pertanahan 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian dan Penelitian dan 

Pengembangan | Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Penataan Penataan 
Ruang dan Ruang dan 
Pertanahan Pertanahan 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.00 
13 - Penelitian 
dan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 
Terlaksananya Jumlah 
Penelitian dan Dokumen Hasil 
Pengembangan Penelitian dan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Komunikasi dan Pengembangan 
Informatika Komunikasi 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

dan Informatika 
(Dokumen) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

      
609.061.40

4,00 
  

600.000.00
0,00 

  
625.000.00

0,00 
  

627.900.77
7,00 

  
630.096.47

4,00 

 

Terlaksananya 
Pengembangan 
Inovasi dan 
Teknologi 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan
, dan 
Perekayasaan 
di Bidang 
Teknologi dan 
Inovasi 
(Dokumen) 

0 1 
609.061.40

4,00 
1 

600.000.00
0,00 

1 
625.000.00

0,00 
1 

627.900.77
7,00 

1 
630.096.47

4,00 

 

  

Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Diseminasi 
Jenis, Prosedur 
dan Metode 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

0 0   1   1   1   1   

 

  

Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Uji Coba dan 
Penerapan 
Rancang 
Bangun/Model 
Replikasi dan 
Invensi di 
Bidang Difusi 
Inovasi dan 
Penerapan 
Teknologi 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

  

Jumlah 
Laporan Hasil 
Penyelenggara
an Sosialisasi 
dan Diseminasi 
Hasil-Hasil 
Kelitbangan 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

  

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak 
Kekayaan 
Intelektual 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

5.05.02.1.04.00
01 - Penelitian, 
Pengembangan
, dan 
Perekayasaan 
di Bidang 
Teknologi dan 
Inovasi 

      
150.000.00

0,00 
  

150.000.00
0,00 

  
150.000.00

0,00 
  

150.000.00
0,00 

  
150.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian, 
Pengembangan
, dan 
Perekayasaan 
di Bidang 
Teknologi dan 
Inovasi 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan
, dan 
Perekayasaan 
di Bidang 
Teknologi dan 
Inovasi 
(Dokumen) 

0 1 
150.000.00

0,00 
1 

150.000.00
0,00 

1 
150.000.00

0,00 
1 

150.000.00
0,00 

1 
150.000.00

0,00 

 

5.05.02.1.04.00
02 - Uji Coba 
dan Penerapan 
Rancang 
Bangun/Model 
Replikasi dan 
Invensi di 
Bidang Difusi 
Inovasi dan 
Penerapan 
Teknologi 

      
125.000.00

0,00 
  

125.000.00
0,00 

  
125.000.00

0,00 
  

125.000.00
0,00 

  
125.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Uji Coba dan 
Penerapan 
Rancang 
Bangun/Model 
Replikasi dan 
Invensi di 
Bidang Difusi 
Inovasi dan 
Penerapan 
Teknologi 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Uji Coba dan 
Penerapan 
Rancang 
Bangun/Model 
Replikasi dan 
Invensi di 
Bidang Difusi 
Inovasi dan 
Penerapan 
Teknologi 
(Laporan) 

0 1 
125.000.00

0,00 
1 

125.000.00
0,00 

1 
125.000.00

0,00 
1 

125.000.00
0,00 

1 
125.000.00

0,00 

 

5.05.02.1.04.00
03 - Diseminasi 
Jenis, Prosedur 
dan Metode 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

      
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

dan Informatika 
(Dokumen) 

5.05.02.1.04 - 
Pengembangan 609.061.40 600.000.00 625.000.00 627.900.77 630.096.47 
Inovasi dan 4,00 0,00 0,00 7,00 4,00 
Teknologi 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian, 

Terlaksananya Pengembangan 
Pengembangan , dan 0 4 609.061.40 4 600.000.00 4 625.000.00 4 627.900.77 4 630.096.47 
Inovasi dan Perekayasaan 4,00 0,00 0,00 7,00 4,00 

Teknologi di Bidang 
Teknologi dan 
Inovasi 
Dokumen) 
Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Diseminasi 
Jenis, Prosedur 

dan Metode 0 0 4 4 4 1 
Penyelenggara 
an 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif 
(Laporan) 
Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Uji Coba dan 
Penerapan 
Rancang 
Bangun/Model 
Replikasi dan 0 I I I I I 
Invensi di 
Bidang Difusi 
Inovasi dan 
Penerapan 
Teknologi 
(Laporan) 
Jumlah 
Laporan Hasil 
Penyelenggara 
an Sosialisasi . 0 4 4 4 4 1 
dan Diseminasi 
Hasil-Hasil 
Kelitbangan 
(Laporan) 
Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak 0 1 1 1 1 1 
Kekayaan 
Intelektual 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.00 
01 - Penelitian, 

Pengembangan 
, dan 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 
Perekayasaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di Bidang 
Teknologi dan 
Inovasi 

Jumlah 
Terlaksananya Dokumen Hasil 
Penelitian, Penelitian, 

Pengembangan Pengembangan 
, dan , dan 0 4 150.000.00 4 150.000.00 4 150.000.00 4 150.000.00 4 150.000.00 
Perekayasaan Perekayasaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di Bidang di Bidang 
Teknologi dan Teknologi dan 
Inovasi Inovasi 

(Dokumen) 
5.05.02.1.04.00 
02 -Uji Coba 
dan Penerapan 
Rancang 

Bangunan 125.000.00 125.000.00 125.000.00 125.000.00 125.000.00 
rr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Invensi di 
Bidang Difusi 
Inovasi dan 
Penerapan 
Teknologi 

Jumlah 

Terlaksananya Laporan Hasil 
. Pelaksanaan 

Uji Coba dan - 
Penerapan Uji Coba dan 

Penerapan 
Rancang Rancang 

Ban aa Bangun/Model 0 1 125.000.00 1 125.000.00 1 125.000.00 1 125.000.00 1 125.000.00 
Invensi di Replikasi dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bidang Difusi Invensi di 
Inovasi dan Bidang Difusi 

Inovasi dan 
Penerapan Penerapan 
Teknologi Teknologi 

(Laporan) 
5.05.02.1.04.00 
03 - Diseminasi 
Jenis, Prosedur 

aan Mens 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 
an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

Terlaksananya 
Diseminasi 
Jenis, Prosedur 
dan Metode 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Diseminasi 
Jenis, Prosedur 
dan Metode 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

0 0 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 

 

5.05.02.1.04.00
04 - Sosialisasi 
dan Diseminasi 
Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

      
134.061.40

4,00 
  

150.000.00
0,00 

  
150.000.00

0,00 
  

177.900.77
7,00 

  
155.096.47

4,00 

 

Terselenggaran
ya Sosialisasi 
dan Diseminasi 
Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Penyelenggara
an Sosialisasi 
dan Diseminasi 
Hasil-Hasil 
Kelitbangan 
(Laporan) 

0 1 
134.061.40

4,00 
1 

150.000.00
0,00 

1 
150.000.00

0,00 
1 

177.900.77
7,00 

1 
155.096.47

4,00 

 

5.05.02.1.04.00
05 - Fasilitasi 
Hak Kekayaan 
Intelektual 

      
100.000.00

0,00 
  

75.000.000
,00 

  
100.000.00

0,00 
  

75.000.000
,00 

  
100.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Fasilitasi Hak 
Kekayaan 
Intelektual 

Jumlah 
Laporan 
Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak 
Kekayaan 
Intelektual 
(Laporan) 

0 1 
100.000.00

0,00 
1 

75.000.000
,00 

1 
100.000.00

0,00 
1 

75.000.000
,00 

1 
100.000.00

0,00 

 

5.05.03 - 
PROGRAM 
RISET DAN 
INOVASI 
DAERAH 

      
1.000.000.

000,00 
  

1.000.000.
000,00 

  
1.000.000.

000,00 
  

1.000.000.
000,00 

  
1.000.000.

000,00 

 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi daerah 
dalam 
pembangunan 

Persentase 
produk inovasi 
daerah yang 
dimanfaatkan 
(%) 

100 100 
1.000.000.

000,00 
100 

1.000.000.
000,00 

100 
1.000.000.

000,00 
100 

1.000.000.
000,00 

100 
1.000.000.

000,00 

 

5.05.03.1.01 - 
Penelitian, 
Pengembangan
, Pengkajian, 
dan Penerapan 

      
250.000.00

0,00 
  

250.000.00
0,00 

  
250.000.00

0,00 
  

250.000.00
0,00 

  
250.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Penelitian, 
Pengembangan
, Pengkajian, 
dan Penerapan 

Jumlah 
dokumen 
koordinasi 
sistem ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah dalam 
bentuk 
Rencana induk 
dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah 
(Dokumen) 

0 0 
250.000.00

0,00 
0 

250.000.00
0,00 

0 
250.000.00

0,00 
0 

250.000.00
0,00 

0 
250.000.00

0,00 

 

  

Laporan 
pemantauan 
dan evaluasi 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
kegiatan 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi di 
bidang 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan, 
kerja sama 
pembangunan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 
serta kemitraan 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Pelatihan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
pelaksanaan 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Jumlah 

Terlaksananya Laporan Hasil 
Diseminasi Pelaksanaan 

Ni Diseminasi 
Jenis, Prosedur - 
dan Metode Jenis, Prosedur 

Penyelenggara dan Metode 0 0 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 
an Penyelenggara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

. an 
Pemerintahan . 

Pemerintahan 
Daerah yang 
Bersifat Inovatif Daerah yang 

Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.00 

04. Sosialisasi 134.061.40 150.000.00 150.000.00 177.900.77 155.096.47 
P : 4,00 0,00 0,00 7,00 4,00 

Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah 
Laporan Hasil 

Terselenggaran 
ya Sosialisasi Penyelenggara 
dan Diseminasi an Sosialisasi 0 4 134.061.40 4 150.000.00 4 150.000.00 4 177.900.77 4 155.096.47 

P P dan Diseminasi 4,00 0,00 0,00 7,00 4,00 
Hasil-Hasil : P 
Kelitbangan Hasil-Hasil 

Kelitbangan 
(Laporan) 

5.05.02.1.04.00 
05 - Fasilitasi 100.000.00 75.000.000 100.000.00 75.000.000 100.000.00 
Hak Kekayaan 0,00 00 0,00 00 0,00 

Intelektual 
Jumlah 
Laporan 

Terlaksananya Pelaksanaan 
Fasilitasi Hak Fasilitasi Hak 0 4 100.000.00 4 75.000.000 4 100.000.00 4 75.000.000 4 100.000.00 
Kekayaan Kak Itasi 0,00 00 0,00 00 0,00 
Intelektual ecayaan 

Intelektual 
(Laporan) 

5.05.03 - 

PROGRAM 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. 
INOVASI 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

DAERAH 

Meningkatnya Persentase 

pemanfaatan produkinoyasi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
inovasi daerah daerah yang 100 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
dalam dimanfaatkan 
pembangunan (20) 

5.05.03.1.01 - 

Beng an aa 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 
ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

, Pengkajian, 

dan Penerapan 
Jumlah 
dokumen 
koordinasi 
sistem ilmu 
pengetahuan 

Terlaksananya dan teknologi di 
Penelitian, daerah dalam 
Pengembangan bentuk 0 0 250.000.00 0 250.000.00 0 250.000.00 0 250.000.00 0 250.000.00 

n : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
, Pengkajian, Rencana induk 

dan Penerapan dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah 
Dokumen) 
Laporan 
pemantauan 
dan evaluasi 
penelitian, 0 0 0 0 0 0 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 
Jumlah 
kegiatan 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi di 
bidang 
penelitian, 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan, 
kerja sama 0 0 0 0 0 0 
pembangunan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 

serta kemitraan 
penelitian, 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Pelatihan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
pelaksanaan 
penelitian, 0 0 0 0 0 0 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

  

Jumlah laporan 
penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan di 
bidang 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah naskah 
kebijakan 
berbasis hasil 
riset (Naskah) 

0 5   5   5   5   5   

 

5.05.03.1.01.00
01 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
pelaksanaan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
pelaksanaan 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.01.00
02 - Koordinasi 
sistem ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
koordinasi 
sistem ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah untuk 
menghasilkan 
dokumen 
Rencana induk 
dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah 

Jumlah 
dokumen 
koordinasi 
sistem ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah dalam 
bentuk 
Rencana induk 
dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.01.00
03 - 
Penyusunan 
kebijakan 
berbasis hasil 
riset 

      
250.000.00

0,00 
  

250.000.00
0,00 

  
250.000.00

0,00 
  

250.000.00
0,00 

  
250.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
penyusunan 
kebijakan 
berbasis hasil 
riset 

Jumlah naskah 
kebijakan 
berbasis hasil 
riset (Naskah) 

0 5 
250.000.00

0,00 
5 

250.000.00
0,00 

5 
250.000.00

0,00 
5 

250.000.00
0,00 

5 
250.000.00

0,00 

 

5.05.03.1.01.00
04 - Bimbingan 
teknis dan 
supervisi di 
bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, 
kerja sama 
pembangunan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 
serta kemitraan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi di 
bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, 
kerja sama 
pembangunan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 
serta kemitraan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah 
kegiatan 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi di 
bidang 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan, 
kerja sama 
pembangunan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 
serta kemitraan 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Pelatihan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.01.00
05 - 
Pemantauan 
dan evaluasi 
penelitian, 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

Jumlah laporan 
penyelenggara 
an Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan di 0 0 0 0 0 0 
bidang 
penelitian, 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 
Jumlah naskah 
kebijakan 
berbasis hasil 0 & & & & & 
riset (Naskah) 

5.05.03.1.01.00 
01 - Fasilitasi 
dan pembinaan 

pelaksanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan pembinaan 

p liti penelitian, 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
penelitian, pengembangan 

pengembangan, pengkajian. 
pengkajian, dan dan penerapan 
penerapan (Laporan) 

5.05.03.1.01.00 
02 - Koordinasi 
sistem ilmu 
pengetahuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dan teknologi di 
daerah 

Terlaksananya Jumlah 

koordinasi koordinasi 
sistem ilmu sistem ilmu 
pengetahuan pengetahuan 
dan teknologi di dan teknologi di 

daerah untuk daerah dalam 
menghasilkan bentuk 0 0 000 | 0 000 | 0 000 | 0 000 | 0 0,00 
R : Rencana induk 
encana induk dan peta jalan 

dan peta jalan pemajuan ilmu 
pemajuan ilmu tahuan 
pengetahuan pengei Pn 
dan teknologi di | San teknologi di 

9 daerah 
daerah 

(Dokumen) 
5.05.03.1.01.00 
03- 
Penyusunan 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 
kebijakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
berbasis hasil 
riset 
Terlaksananya Jumlah naskah 

Pen ba kanan kebijakan 0 5 250.000.00 5 250.000.00 5 250.000.00 5 250.000.00 5 250.000.00 
b Jak P berbasis hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
erbasis hasil riset (Naskah) 

riset 

5.05.03.1.01.00 
04 - Bimbingan 
teknis dan 
supervisi di 
bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, 
kerja sama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pembangunan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 

serta kemitraan 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah 
Terlaksananya kegiatan 
bimbingan bimbingan 
teknis dan teknis dan 
supervisi di supervisi di 
bidang bidang 
penelitian, penelitian, 

pengembangan, pengembangan 
pengkajian, dan , pengkajian, 
penerapan, dan penerapan, 
kerja sama kerja sama 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

pembangunan pembangunan 
ilmu ilmu 
pengetahuan pengetahuan 
dan teknologi, dan teknologi, 

serta kemitraan serta kemitraan 
penelitian, penelitian, 

pengembangan, pengembangan 
pengkajian, dan , pengkajian, 
penerapan dan penerapan 

(Pelatihan) 
5.05.03.1.01.00 
05- 
Pemantauan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dan evaluasi 
penelitian, 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Laporan 
pemantauan 
dan evaluasi 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.01.00
06 - Koordinasi 
dan sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terselenggaran
ya Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan di 
bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah laporan 
penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan di 
bidang 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02 - 
Invensi dan 
Inovasi 

      
750.000.00

0,00 
  

750.000.00
0,00 

  
750.000.00

0,00 
  

750.000.00
0,00 

  
750.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
Kegiatan Yang 
Menghasilkan 
Invensi dan 
Inovasi 

Tersedianya 
sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah (Sistem 
Informasi) 

0 1 
750.000.00

0,00 
1 

750.000.00
0,00 

0 
750.000.00

0,00 
0 

750.000.00
0,00 

0 
750.000.00

0,00 

 

  

Jumlah 
kegiatan 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi, kerja 
sama, serta 
kemitraan 
invensi dan 
inovasi 
(Pelatihan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah 
kegiatan 
koordinasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi 
yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/
organisasi 
penelitian 
lainnya di 
daerah 
(Kegiatan) 

0 0   1   1   1   1   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
inventarisasi, 
pengembangan
, dan 
perlindungan 
pengetahuan 
dan/atau 
teknologi 
masyarakat 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk penataan 
basis data 
Riset dan 
Inovasi 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
pengembangan 
perusahaan 

0 1   0   0   0   1   

 

BIDANG 
URUSAN / 
PROGRAM / 
OUTCOME/ 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME/ 
OUTPUT 

BASE 
LINE 
TAHU 
N 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 

KETERA 
NGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Laporan 
pemantauan 
dan evaluasi 
penelitian, 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.05.03.1.01.00 
06 - Koordinasi 
dan sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terselenggaran 
ya Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan di 
bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah laporan 
penyelenggara 
an Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi 
pelaksanaan 
kebijakan di 
bidang 
penelitian, 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan 
(Laporan) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.05.03.1.02 - 
Invensi dan 
Inovasi 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 

Terlaksananya 
Kegiatan Yang 
Menghasilkan 
Invensi dan 
Inovasi 

Tersedianya 
sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah (Sistem 
Informasi) 
Jumlah 
kegiatan 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi, kerja 
sama, serta 

kemitraan 
invensi dan 
inovasi 
Pelatihan) 
Jumlah 
kegiatan 
koordinasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis 
penelitian, 

pengembangan 
, pengkajian, 
dan penerapan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi 
yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/ 
organisasi 
penelitian 
lainnya di 
daerah 
Kegiatan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 
(Laporan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
inventarisasi, 

pengembangan 
, dan 

perlindungan 
pengetahuan 
dan/atau 
teknologi 
masyarakat 
(Laporan) 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk penataan 
basis data 
Riset dan 
Inovasi 
(Laporan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
pengembangan 
perusahaan 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 

750.000.00 
0,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

pemula 
berbasis riset 
(Laporan) 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kelembagaan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
difusi Inovasi 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
kepedulian isu 
internasional 
yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem 
Riset dan 
Inovasi di 
Daerah 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penyelenggara
an 
pengembangan 
klaster Inovasi 
berbasis 
produk 
unggulan 
daerah daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 
(Laporan) 

0 0   1   1   1   1   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan 
Riset dan 
Inovasi  di 
daerah 
berdasarkan 
kebutuhan 
daerah untuk 
promosi produk 
unggulan 
daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 
(Laporan) 

0 0   0   1   1   1   

 

  

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk reformasi 
kebijakan Riset 
dan Inovasi di 
daerah 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Jumlah naskah 
kebijakan di 
bidang invensi 
dan inovasi 
(Naskah) 

0 0   0   0   0   0   

 

  

Laporan 
pemantauan 
dan evaluasi 
invensi dan 
inovasi 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

5.05.03.1.02.00
01 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 

      
200.000.00

0,00 
  

200.000.00
0,00 

  
200.000.00

0,00 
  

200.000.00
0,00 

  
200.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 
(Laporan) 

0 1 
200.000.00

0,00 
1 

200.000.00
0,00 

1 
200.000.00

0,00 
1 

200.000.00
0,00 

1 
200.000.00

0,00 

 

BIDANG 
URUSAN / 
PROGRAM / 
OUTCOME/ 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME/ 
OUTPUT 

BASE 
LINE 
TAHU 
N 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 
TAR 
GET 

PAGU 

KETERA 
NGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

pemula 
berbasis riset 
(Laporan) 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kelembagaan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 
(Laporan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 
(Laporan) 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
difusi Inovasi 
(Laporan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
kepedulian isu 
internasional 

yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem 
Riset dan 
Inovasi di 
Daerah 
(Laporan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penyelenggara 
an 
pengembangan 
klaster Inovasi 
berbasis 
produk 
unggulan 
daerah daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 
(Laporan) 
Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 
berdasarkan 
kebutuhan 
daerah untuk 
promosi produk 
unggulan 
daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 
(Laporan) 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk reformasi 
kebijakan Riset 
dan Inovasi di 
daerah 
(Laporan) 
Jumlah naskah 
kebijakan di 
bidang invensi 
dan inovasi 
Naskah) 
Laporan 
pemantauan 
dan evaluasi 
invensi dan 
inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.00 
01 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk apresiasi 
prestasi Inovasi 
Laporan) 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 

200.000.00 
0,00 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

5.05.03.1.02.00
02 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 

      
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 
(Laporan) 

0 1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 

 

5.05.03.1.02.00
03 - 
Penyusunan 
kebijakan di 
bidang invensi 
dan inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
penyusunan 
kebijakan di 
bidang invensi 
dan inovasi 

Jumlah naskah 
kebijakan di 
bidang invensi 
dan inovasi 
(Naskah) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
04 - Bimbingan 
teknis dan 
supervisi, kerja 
sama, serta 
kemitraan 
invensi dan 
inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi, kerja 
sama, serta 
kemitraan 
invensi dan 
inovasi 

Jumlah 
kegiatan 
bimbingan 
teknis dan 
supervisi, kerja 
sama, serta 
kemitraan 
invensi dan 
inovasi 
(Pelatihan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
05 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk reformasi 
kebijakan Riset 
dan Inovasi di 
daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk reformasi 
kebijakan Riset 
dan Inovasi di 
daerah 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk reformasi 
kebijakan Riset 
dan Inovasi di 
daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
08 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
peningkatan 
kepedulian isu 
internasional 
yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset 
dan Inovasi di 
Daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
kepedulian isu 
internasional 
yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset 
dan Inovasi di 
Daerah 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
kepedulian isu 
internasional 
yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem 
Riset dan 
Inovasi di 
Daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
09 - 
Pemantauan 
dan evaluasi 
invensi dan 
inovasi 

      
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
pemantauan 
dan evaluasi 
invensi dan 
inovasi 

Laporan 
pemantauan 
dan evaluasi 
invensi dan 
inovasi 
(Laporan) 

0 1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 

 

5.05.03.1.02.00
12 - 
Pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, 
pengelolaan 
dan 
pemanfaatan 
sistem informasi 
ilmu 
pengetahuan 

      
150.000.00

0,00 
  

150.000.00
0,00 

  0,00   0,00   0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

5.05.03.1.02.00 
02 - Fasilitasi 

aan pembinaan 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan fasilitasi dan 
pembinaan pembinaan 
untuk untuk 0 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 

penguatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

penguatan kemitraan antar 
kemitraan antar kelemb. 
kelembagaan eembagaan 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.00 
03- 
Penyusunan 
kebijakan di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

bidang invensi 
dan inovasi 
Terlaksananya Jumlah naskah 
penyusunan kebijakan di 
kebijakan di bidang invensi 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
bidang invensi dan inovasi 
dan inovasi (Naskah) 
5.05.03.1.02.00 
04 - Bimbingan 
teknis dan 

Superusl.kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
sama, serta 

kemitraan 
invensi dan 
inovasi 

Jumlah 
Terlaksananya kegiatan 
bimbingan bimbingan 
teknis dan teknis dan 
supervisi, kerja supervisi, kerja 
sama, serta sama, serta 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

kemitraan kemitraan 
invensi dan invensi dan 
inovasi inovasi 

(Pelatihan) 
5.05.03.1.02.00 
05 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk reformasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kebijakan Riset 
dan Inovasi di 
daerah 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan asilitasi dan 

. pembinaan 
pembinaan untuk reformasi 
untuk reformasi Tn . 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

kebijakan Riset | Kebijakan Riset Ji 
dan Inovasi di dan Inovasi di 

daerah 
daerah 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.00 
08 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
peningkatan 
kepedulian isu 
internasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset 
dan Inovasi di 
Daerah 

Jumlah laporan 
Terlaksananya fasilitasi dan 
fasilitasi dan pembinaan 
pembinaan untuk 
untuk peningkatan 
peningkatan kepedulian isu 
kepedulian isu internasional 
internasional yang 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

yang mempengaruhi 
mempengaruhi pengembangan 
pengembangan Ekosistem 
Ekosistem Riset Riset dan 
dan Inovasi di Inovasi di 
Daerah Daerah 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.00 
09 - 
Pemantauan 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 
dan evaluasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
invensi dan 
inovasi 

Terlaksananya Laporan 
pemantauan pemantauan 
dan evaluasi dan evaluasi 0 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 4 100.000.00 
invensi dan invensi dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
N . inovasi 
inovasi 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.00 
12- 
Pelaksanaan 
pembangunan, 

pengembangan, 150.000.00 150.000.00 
pengelolaan 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

dan 
pemanfaatan 
sistem informasi 
ilmu 
pengetahuan 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

dan teknologi di 
daerah 

Terlaksananya 
pembangunan, 
pengembangan, 
pengelolaan 
dan 
pemanfaatan 
sistem informasi 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah 

Tersedianya 
sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi di 
daerah (Sistem 
Informasi) 

0 1 
150.000.00

0,00 
1 

150.000.00
0,00 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
14 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
pengembangan 
perusahaan 
pemula 
berbasis riset 

      
200.000.00

0,00 
  0,00   0,00   0,00   

100.000.00
0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
pengembangan 
perusahaan 
pemula 
berbasis riset 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
pengembangan 
perusahaan 
pemula 
berbasis riset 
(Laporan) 

0 1 
200.000.00

0,00 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

100.000.00
0,00 

 

5.05.03.1.02.00
17 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan 
Riset dan 
Inovasi  di 
daerah 
berdasarkan 
kebutuhan 
daerah untuk 
promosi produk 
unggulan 
daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 

      0,00   0,00   
150.000.00

0,00 
  

150.000.00
0,00 

  
150.000.00

0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan 
Riset dan 
Inovasi  di 
daerah 
berdasarkan 
kebutuhan 
daerah untuk 
promosi produk 
unggulan 
daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan 
Riset dan 
Inovasi  di 
daerah 
berdasarkan 
kebutuhan 
daerah untuk 
promosi produk 
unggulan 
daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 1 
150.000.00

0,00 
1 

150.000.00
0,00 

1 
150.000.00

0,00 

 

5.05.03.1.02.00
18 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
penyelenggaraa
n 
pengembangan 
klaster Inovasi 
berbasis produk 
unggulan 
daerah daerah 

      0,00   
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penyelenggaraa
n 
pengembangan 
klaster Inovasi 
berbasis produk 
unggulan 
daerah daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penyelenggara
an 
pengembangan 
klaster Inovasi 
berbasis 
produk 
unggulan 
daerah daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

 

5.05.03.1.02.00
19 - Koordinasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 

      0,00   
100.000.00

0,00 
  

100.000.00
0,00 

  
100.000.00

0,00 
  0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

pengkajian, dan 
penerapan ilmu 

URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

dan teknologi di 
daerah 

Terlaksananya 
pembangunan, 
pengembangan, Tersedianya 
pengelolaan sistem 
dan informasi ilmu 
pemanfaatan pengetahuan 0 1 150-000.00 1 150.000.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
sistem informasi dan teknologi di . . 
ilmu daerah (Sistem 
pengetahuan Informasi) 
dan teknologi di 
daerah 
5.05.03.1.02.00 
14 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 200.000.00 100.000.00 
pengembangan 0,00 0.00 0.00| 0.00 0,00 
perusahaan 
pemula 
berbasis riset 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan asasi dan 
pembinaan pembinaan 
untuk pengembangan 0 4 200.000.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 100.000.00 
pengembangan 0,00 0,00 
perusahaan perusahaan 
pemula pemula . 
berbasis riset berbasis riset 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.00 
17 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 
berdasarkan 0.00 0.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 
kebutuhan " " 0,00 0,00 0,00 
daerah untuk 
promosi produk 
unggulan 
daerah 
dan/atau 
mengatasi 
permasalahan 
daerah 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan asasi dan 
pembinaan pembinaan 
untuk prakarsa untuk prakarsa 

pengembangan 
pengembangan - 

- Riset dan 
Riset dan l jdi 
Inovasi di daarah | 

aerah 

Perdana berdasarkan 150.000.00 150.000.00 150.000.00 
kebutuhan. kebutuhan 0 0 000 | 0 000p 1 00 ! 00! 000 
daerah untuk aeran Untu 
promosi produk promosi produk 
unggulan unggulan 

daerah 
daerah dan/atau dan/atau . 

. mengatasi 
mengatasi lah: 
permasalahan Una an 
daerah aera 

(Laporan) 

5.05.03.1.02.00 
18 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 

penyelenggara an 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 
' 0,00 0,00 0,00 0,00 

pengembangan 
klaster Inovasi 
berbasis produk 
unggulan 
daerah daerah 

Jumlah laporan 
Terlaksananya fasilitasi dan 
fasilitasi dan pembinaan 
pembinaan untuk 
untuk penyelenggara 
penyelenggaraa an 
n pengembangan 
pengembangan klaster Inovasi 
Klaster Inovasi | berbasis 0 0 000 | 1 10000000 | 4 100.00000 1. 4 10000000 | 4 100.000.00 
berbasis produk produk . . . . 
unggulan unggulan 
daerah daerah daerah daerah 
dan/atau dan/atau 
mengatasi mengatasi 
permasalahan permasalahan 
daerah daerah 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.00 
19 - Koordinasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 0.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 0.00 
masyarakat . 0,00 0,00 0,00 . 

berbasis 
penelitian, 

pengembangan, 
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BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASE
LINE 
TAHU

N 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 
TAR
GET 

PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 

pengetahuan 
dan teknologi 
yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/
organisasi 
penelitian 
lainnya di 
daerah 

Terlaksananya 
koordinasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi 
yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/
organisasi 
penelitian 
lainnya di 
daerah 

Jumlah 
kegiatan 
koordinasi 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis 
penelitian, 
pengembangan
, pengkajian, 
dan penerapan 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi 
yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/
organisasi 
penelitian 
lainnya di 
daerah 
(Kegiatan) 

0 0 0,00 1 
100.000.00

0,00 
1 

100.000.00
0,00 

1 
100.000.00

0,00 
1 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
22 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
penguatan 
kelembagaan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kelembagaan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
penguatan 
kelembagaan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
23 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk penataan 
basis data Riset 
dan Inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk penataan 
basis data Riset 
dan Inovasi 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk penataan 
basis data 
Riset dan 
Inovasi 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
24 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
inventarisasi, 
pengembangan, 
dan 
perlindungan 
pengetahuan 
dan/atau 
teknologi 
masyarakat 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
inventarisasi, 
pengembangan, 
dan 
perlindungan 
pengetahuan 
dan/atau 
teknologi 
masyarakat 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
inventarisasi, 
pengembangan
, dan 
perlindungan 
pengetahuan 
dan/atau 
teknologi 
masyarakat 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

5.05.03.1.02.00
26 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
peningkatan 
difusi Inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

Terlaksananya 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
difusi Inovasi 

Jumlah laporan 
fasilitasi dan 
pembinaan 
untuk 
peningkatan 
difusi Inovasi 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
URUSAN / BASE 
PROGRAM / INDIKATOR LINE KETERA 
OUTCOME/ OUTCOME/ TAHU 2026 2027 2028 2029 2030 NGAN 
KEGIATAN / OUTPUT N 

SUBKEGIATAN 2024 
TAR TAR TAR TAR TAR 

OUTPUT GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU GET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1) 

pengetahuan 
dan teknologi 
yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/ 
organisasi 
penelitian 
lainnya di 
daerah 

Jumlah 

Terlaksananya kegiatan. 

ai penelitian dan 
penelitian dan engabdian 
pengabdian kepada 

kepada masyarakat 
masyarakat berbasis 

perbasis penelitian, 

Pengembangan pengembangan 
Pr ' , pengkajian, 100.000.00 100.000.00 100.000.00 

pengkajian, dan dan penerapan 0 0 0,00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0,00 

penerapan ilmu ilmu 

pengetahuan pengetahuan 
dan teknologi dan teknologi 
yang dihasilkan yang dihasilkan 
oleh oleh 

lembaga/pusat/ lembaga/pusat/ 
organisasi organisasi 
penelitian penelitian 
lainnya di lainn : 

ya di 
daerah daerah 

(Kegiatan) 
5.05.03.1.02.00 
22 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
penguatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kelembagaan 
Riset dan 
Inovasi di 
daerah 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan . 

. pembinaan 
pembinaan untuk 
untuk 
penguatan penguatan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

kelembagaan 
kelembagaan Riset dan 

Riset dan Inovasi di 
Inovasi di 
daerah daerah 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.00 
23 - Fasilitasi 

dampembinaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
untuk penataan 
basis data Riset 
dan Inovasi 

Jumlah laporan 
Terlaksananya fasilitasi dan 
fasilitasi dan pembinaan 

pembinaan untuk penataan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
untuk penataan basis data 
basis data Riset Riset dan 
dan Inovasi Inovasi 

(Laporan) 

5.05.03.1.02.00 
24 - Fasilitasi 
dan pembinaan 
untuk 
inventarisasi, 

penyerangan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

perlindungan 
pengetahuan 
dan/atau 
teknologi 
masyarakat 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan . 

. pembinaan 
pembinaan untuk 

untuk PI inventarisasi, 
inventarisasi, b 

pengembangan. pengembangan 
dan ' , dan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

. perlindungan 
perlindungan pengetahuan 

tahuan 
penge dan/atau 
dan/atau : 
teknologi teknologi 

9 masyarakat 
masyarakat (Laporan) 

5.05.03.1.02.00 
26 - Fasilitasi 

dan pembinaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
untuk 
peningkatan 
difusi Inovasi 

Terlaksananya Jumlah laporan 
fasilitasi dan bil 
pembinaan pembinaan 
untuk untuk 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

peningkatan peningkatan 
ni : difusi Inovasi 

difusi Inovasi (Laporan) 
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Tabel 4.2.1 Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Pendanaan Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025 – 2030 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Meningkatnya 
Hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembangunan 
Daerah 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembangunan 
Daerah 

 

5.05 -  PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

      15.793.531.221,00   16.413.741.676,00   16.883.688.761,00   17.365.391.589,00   17.786.125.156,00 

 

  Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

5.05.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

      13.319.469.817,00   13.877.410.453,00   14.277.621.956,00   14.687.490.812,00   15.056.028.682,00 

 

   

Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
(%) 

100 100 13.319.469.817,00 100 13.877.410.453,00 100 14.277.621.956,00 100 14.687.490.812,00 100 15.056.028.682,00 

 

   5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

      45.754.066,00   46.000.000,00   48.000.000,00   50.000.000,00   52.000.000,00 

 

   Terlaksananya 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

0 2 45.754.066,00 2 46.000.000,00 2 48.000.000,00 2 50.000.000,00 2 52.000.000,00 

 

   
  

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 

0 2   2   2   2   2   
 

   5.05.01.1.01.0001 - 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

      22.894.431,00   23.000.000,00   24.000.000,00   25.000.000,00   26.000.000,00 

 

   Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah (Dokumen) 

0 2 22.894.431,00 2 23.000.000,00 2 24.000.000,00 2 25.000.000,00 2 26.000.000,00 
 

   5.05.01.1.01.0007 - 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

      22.859.635,00   23.000.000,00   24.000.000,00   25.000.000,00   26.000.000,00 
 

   Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah (Laporan) 

0 2 22.859.635,00 2 23.000.000,00 2 24.000.000,00 2 25.000.000,00 2 26.000.000,00 
 

   5.05.01.1.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

      9.601.297.477,00   9.601.297.477,00   9.601.297.477,00   9.841.329.914,00   10.081.362.351,00 
 

   Terpenuhinya 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

0 50 9.601.297.477,00 50 9.601.297.477,00 50 9.601.297.477,00 50 9.841.329.914,00 50 10.081.362.351,00 

 

   5.05.01.1.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

      9.601.297.477,00   9.601.297.477,00   9.601.297.477,00   9.841.329.914,00   10.081.362.351,00 
 

   Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 0 50 9.601.297.477,00 50 9.601.297.477,00 50 9.601.297.477,00 50 9.841.329.914,00 50 10.081.362.351,00 

 

Tabel 4.2.1 Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Pendanaan Renstra BRIDA Provinsi Riau Tahun 2025 — 2030 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAMUIOUTCOMESI BUNDIKATORIOUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Meningkatnya Meningkatnya 
Hasil Riset hasil Riset 
dan Inovasi dan Inovasi 5.05 - PENELITIAN DAN 
Untuk UNTUK PENGEMBANGAN 15.793.531.221,00 16.413.741.676,00 16.883.688.761,00 17.365.391.589,00 17.786.125.156,00 

Pembangunan Pembangunan 
Daerah Daerah 

Meningkatnya 

ekuntabilitas 5.05.01- PROGRAM 
Inerja PENUNJANG URUSAN 

Perangkat PEMERINTAHAN 13.319.469.817,00 13.877.410.453,00 14.277.621.956,00 14.687.490.812,00 15.056.028.682,00 

Daerah DAERAH PROVINSI 

Terpenuhinya kebutuhan persentase Pemenuhan 
pelayanan administrasi Pa Gay 100 100 13.319.469.817,00 100 13.877.410.453,00 100 14.277.621.956,00 100 14.687.490.812,00 100 15.056.028.682,00 

Administrasi Perkantoran 
perkantoran 

(26) 

5.05.01.1.01 - 
Perencanaan, 

Penganggaran, dan 45.754.066,00 46.000.000,00 48.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
Terlaksananya 
Perencanaan, Jumlah Dokumen 

Penganggaran, dan Perencanaan Perangkat 0 2 45.754.066,00 2 46.000.000,00 2 48.000.000,00 2 50.000.000,00 2 52.000.000,00 

Evaluasi Kinerja Daerah (Dokumen) 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 0 2 2 2 2 2 
Daerah (Laporan) 

5.05.01.1.01.0001 - 

Penyusunan Dokumen 22.894.431,00 23.000.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 0 2 22.894.431,00 2 23.000.000,00 2 24.000.000,00 2 25.000.000,00 2 26.000.000,00 

Daerah Daerah (Dokumen) 
5.05.01.1.01.0007 - 
Evaluasi Kinerja 22.859.635,00 23.000.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi 
Mai y Kinerja Perangkat 0 2 22.859.635,00 2 23.000.000,00 2 24.000.000,00 2 25.000.000,00 2 26.000.000,00 

Kinerja Perangkat Daerah 
Daerah (Laporan) 

5.05.01.1.02 - 
Administrasi Keuangan 9.601.297.477 ,00 9.601.297.477 ,00 9.601.297.477,00 9.841.329.914,00 10.081.362.351,00 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan : ) 0 50 9.601.297.477 ,00 50 9.601.297.477 ,00 50 9.601.297.477,00 50 9.841.329.914,00 50 10.081.362.351,00 
Tunjangan ASN (Orang/ 

Perangkat Daerah 
Bulan) 

5.05.01.1.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 9.601.297.477 ,00 9.601.297.477 ,00 9.601.297.477,00 9.841.329.914,00 10.081.362.351,00 
Tunjangan ASN 

Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang yang 0 50 9.601.297.477,00 50 9.601.297.477,00 50 9.601.297.477,00 50 9.841.329.914,00 50 10.081.362.351,00 
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

   5.05.01.1.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terpenuhinya 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan  (Paket) 

0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   5.05.01.1.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
 
Kelengkapannya 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Tersedianya Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan  (Paket) 

0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

      1.014.337.547,00   1.011.142.976,00   1.070.854.479,00   1.137.190.898,00   1.179.196.331,00 
 

   Terpenuhinya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

0 2 1.014.337.547,00 2 1.011.142.976,00 2 1.070.854.479,00 2 1.137.190.898,00 2 1.179.196.331,00 

 

   
  

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan (Paket) 

0 1   1   1   1   1   
 

   
  

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

0 2   2   2   2   2   
 

   

  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

0 2   2   2   2   2   

 

   

  

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

0 2   2   2   2   2   

 

   5.05.01.1.06.0001 - 
Penyediaan Komponen 
Instalasi 
 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

      40.651.595,00   45.000.000,00   50.000.000,00   55.000.000,00   57.500.000,00 

 

   Tersedianya Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

0 2 40.651.595,00 2 45.000.000,00 2 50.000.000,00 2 55.000.000,00 2 57.500.000,00 

 

   5.05.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

      262.479.523,00   275.000.000,00   290.000.000,00   300.000.000,00   319.196.331,00 
 

   Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

0 2 262.479.523,00 2 275.000.000,00 2 290.000.000,00 2 300.000.000,00 2 319.196.331,00 
 

   5.05.01.1.06.0005 - 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

      61.185.898,00   65.000.000,00   67.500.000,00   70.000.000,00   75.000.000,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Tunjangan ASN (Orang/ 
Bulan) 

5.05.01.1.05 - 

Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Terpenuhinya Jumlah Paket Pakaian 
- Dinas Beserta Atribut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kepegawaian Perangkat Ki 
elengkapan (Paket) 

Daerah 

5.05.01.1.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kelengkapannya 

Tersedianya Pakaian Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut Dinas Beserta Atribut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kelengkapan Kelengkapan (Paket) 

5.05.01.1.06 - 
Administrasi Umum 1.014.337.547,00 1.011.142.976,00 1.070.854.479,00 1.137.190.898,00 1.179.196.331,00 
Perangkat Daerah 

. Jumlah Paket Barang 
Terpenuhinya Cetakan dan 
Administrasi Umum 0 2 1.014.337.547,00 2 1.011.142.976,00 2 1.070.854.479,00 2 1.137.190.898,00 2 1.179.196.331,00 
Perangkat Daerah Penggandaan yang 

9 Disediakan (Paket) 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 0 1 1 1 1 1 
Disediakan (Paket) 
Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 0 2 2 2 2 2 
Disediakan (Paket) 
Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 0 2 2 2 2 2 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 
Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 0 2 2 2 2 2 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0001 - 
Penyediaan Komponen 

Instalasi 40.651.595,00 45.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 57.500.000,00 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

n Jumlah Paket Komponen 
Tersedianya Komponen Instalasi 

Instalasi Listrik/Penerangan 0 2 40.651.595,00 2 45.000.000,00 2 50.000.000,00 2 55.000.000,00 2 57.500.000,00 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 
5.05.01.1.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 262.479.523,00 275.000.000,00 290.000.000,00 300.000.000,00 319.196.331,00 
Logistik Kantor 

Tersedianya Bahan Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 0 2 262.479.523,00 2 275.000.000,00 2 290.000.000,00 2 300.000.000,00 2 319.196.331,00 

Disediakan (Paket) 
5.05.01.1.06.0005 - 

Penyediaan Barang 61.185.898,00 65.000.000,00 67.500.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 
Cetakan dan 
Penggandaan 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan (Paket) 

0 2 61.185.898,00 2 65.000.000,00 2 67.500.000,00 2 70.000.000,00 2 75.000.000,00 

 

   5.05.01.1.06.0007 - 
Penyediaan 
Bahan/Material 

      42.488.020,00   45.000.000,00   47.500.000,00   50.000.000,00   52.500.000,00 
 

   Tersedianya 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan (Paket) 

0 1 42.488.020,00 1 45.000.000,00 1 47.500.000,00 1 50.000.000,00 1 52.500.000,00 
 

   5.05.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

      607.532.511,00   581.142.976,00   615.854.479,00   662.190.898,00   675.000.000,00 

 

   Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

0 2 607.532.511,00 2 581.142.976,00 2 615.854.479,00 2 662.190.898,00 2 675.000.000,00 

 

   5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 
 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

      197.350.135,00   600.000.000,00   800.000.000,00   850.000.000,00   950.000.000,00 

 

   Terlaksananya 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 
(Unit) 

0 0 197.350.135,00 1 600.000.000,00 1 800.000.000,00 1 850.000.000,00 1 950.000.000,00 

 

   
  

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

0 5   2   2   2   2   
 

   
  

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan (Paket) 0 1   2   2   2   2   

 

   5.05.01.1.07.0005 - 
Pengadaan Mebel       121.125.135,00   200.000.000,00   250.000.000,00   300.000.000,00   350.000.000,00 

 

   
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan (Paket) 0 1 121.125.135,00 2 200.000.000,00 2 250.000.000,00 2 300.000.000,00 2 350.000.000,00 
 

   5.05.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      76.225.000,00   200.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   300.000.000,00 
 

   Tersedianya Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan (Unit) 

0 5 76.225.000,00 2 200.000.000,00 2 250.000.000,00 2 250.000.000,00 2 300.000.000,00 
 

   5.05.01.1.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

      0,00   200.000.000,00   300.000.000,00   300.000.000,00   300.000.000,00 

 

   Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 
(Unit) 

0 0 0,00 1 200.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 

 

   5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

      1.754.879.188,00   1.800.000.000,00   1.831.000.000,00   1.882.000.000,00   1.880.000.000,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Tersedianya Barang Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 0 2 61.185.898,00 2 65.000.000,00 2 67.500.000,00 2 70.000.000,00 2 75.000.000,00 
Penggandaan Penggandaan yang 

Disediakan (Paket) 
5.05.01.1.06.0007 - 
Penyediaan 42.488.020,00 45.000.000,00 47.500.000,00 50.000.000,00 52.500.000,00 
Bahan/Material 

Tersedianya Jumlah Paket 
Bahan/Material Bahan/Material yang 0 1 42.488.020,00 1 45.000.000,00 1 47.500.000,00 1 50.000.000,00 1 52.500.000,00 

Disediakan (Paket) 

5.05.01.1.06.0009 - 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 607.532.511,00 581.142.976,00 615.854.479,00 662.190.898,00 675.000.000,00 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat 

oa . Koordinasi dan 0 2 607.532.511,00 2 581.142.976,00 2 615.854.479,00 2 662.190.898,00 2 675.000.000,00 
Koordinasi dan Konsultasi : 
SKPD Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

5.05.01.1.07 - Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang 

197.350.135,00 600.000.000,00 800.000.000,00 850.000.000,00 950.000.000,00 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

Terlaksananya Jumlah Unit Sarana dan 
Pengadaan Barang Milik Prasarana Gedung 
Daerah Penunjang Kantor atau Bangunan 0 0 197.350.135,00 1 600.000.000,00 1 800.000.000,00 1 850.000.000,00 1 950.000.000,00 
Urusan Pemerintah Lainnya yang Disediakan 
Daerah (Unit) 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 0 5 2 2 2 2 
Disediakan (Unit) 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan (Paket) 0 I 2 2 2 2 

5.05.01.1.07.0005 - 
Pengadaan Mebel 121.125.135,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 

Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel 0 1 121.125.135,00 2 200.000.000,00 2 250.000.000,00 2 300.000.000,00 2 350.000.000,00 
yang Disediakan (Paket) . . ' . . ' . . ' . . ' . . ' 

5.05.01.1.07.0006 - 
Pengadaan Peralatan 76.225.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 
dan Mesin Lainnya 

Tersedianya Peralatan Jumlah Unit Peralatan 
d : : dan Mesin Lainnya yang 0 5 76.225.000,00 2 200.000.000,00 2 250.000.000,00 2 250.000.000,00 2 300.000.000,00 
an Mesin Lainnya Disedi P 

isediakan (Unit) 
5.05.01.1.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 0,00 200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 
Te : Jumlah Unit Sarana dan 
ersedianya Sarana dan PI Ged 
Prasarana Gedung rasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 0 0 0,00 1 200.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00 
Kantor atau Bangunan Lai Disediak. 
Lainnya ainnya yang Disediakan 

(Unit) 

5.05.01.1.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 1.754.879.188,00 1.800.000.000,00 1.831.000.000,00 1.882.000.000,00 1.880.000.000,00 

Pemerintahan Daerah 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   
Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

0 2 1.754.879.188,00 2 1.800.000.000,00 2 1.831.000.000,00 2 1.882.000.000,00 2 1.880.000.000,00 

 

   

  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

0 2   2   2   2   2   

 

   
  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat (Laporan) 

0 1   1   1   1   1   
 

   5.05.01.1.08.0001 - 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

      2.800.000,00   5.000.000,00   6.000.000,00   7.000.000,00   5.000.000,00 
 

   Terlaksananya 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat (Laporan) 

0 1 2.800.000,00 1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 1 7.000.000,00 1 5.000.000,00 
 

   5.05.01.1.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

      539.639.188,00   575.000.000,00   600.000.000,00   625.000.000,00   625.000.000,00 

 

   
Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan (Laporan) 

0 2 539.639.188,00 2 575.000.000,00 2 600.000.000,00 2 625.000.000,00 2 625.000.000,00 

 

   5.05.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

      1.212.440.000,00   1.220.000.000,00   1.225.000.000,00   1.250.000.000,00   1.250.000.000,00 
 

   

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 
(Laporan) 

0 2 1.212.440.000,00 2 1.220.000.000,00 2 1.225.000.000,00 2 1.250.000.000,00 2 1.250.000.000,00 

 

   5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

      705.851.404,00   818.970.000,00   926.470.000,00   926.970.000,00   913.470.000,00 

 

   Terlaksananya 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

0 3 705.851.404,00 3 818.970.000,00 3 926.470.000,00 3 926.970.000,00 3 913.470.000,00 

 

   

  

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1   2   2   2   2   

 

   

  

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 2   2   2   2   2   

 

   
  

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

0 173   173   173   173   173   
 

   
  

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara  (Unit) 0 50   50   50   60   70   

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Jumlah Laporan 
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Komunikasi, Sumber 0 2 1.754.879.188,00 2 1.800.000.000,00 2 1.831.000.000,00 2 1.882.000.000,00 2 1.880.000.000,00 
Pemerintahan Daerah Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 
Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 0 2 2 2 2 2 
yang Disediakan 
(Laporan) 
Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 0 1 1 1 1 1 
Menyurat (Laporan) 

5.05.01.1.08.0001 - 
Penyediaan Jasa Surat 2.800.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 
Menyurat 
Terlaksananya Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat 0 1 2.800.000,00 1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 1 7.000.000,00 1 5.000.000,00 

Menyurat Menyurat (Laporan) 
5.05.01.1.08.0002 - 

Benyediaan Jasa 539.639.188,00 575.000.000,00 600.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
Jumlah Laporan 

Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 0 2 539.639.188,00 2 575.000.000,00 2 600.000.000,00 2 625.000.000,00 2 625.000.000,00 
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 
5.05.01.1.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 1.212.440.000,00 1.220.000.000,00 1.225.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 0 2 1.212.440.000,00 2 1.220.000.000,00 2 1.225.000.000,00 2 1.250.000.000,00 2 1.250.000.000,00 

Pelayanan Umum Kantor PAN 
yang Disediakan 
(Laporan) 

5.05.01.1.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 705.851.404,00 818.970.000,00 926.470.000,00 926.970.000,00 913.470.000,00 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Kendaraan 
Terlaksananya . 

ii Perorangan Dinas atau 
Pemeliharaan Barang Kendaraan Dinas 
Milik Daerah Penunjang li 0 3 705.851.404,00 3 818.970.000,00 3 926.470.000,00 3 926.970.000,00 3 913.470.000,00 
Urusan Pemerintahan sabataniyang/Di pelihara 
D: dan Dibayarkan Pajaknya 
aerah P 

(Unit) 
Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 0 4 2 2 2 2 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 
Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 0 2 2 2 2 2 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 
Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 0 173 173 173 173 173 
Dipelihara (Unit) 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara (Unit) 0 8D, S0 8D, 60, Z0 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   

  

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2   2   2   2   2   

 

   

  

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1   2   2   2   2   

 

   5.05.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

      113.850.000,00   113.850.000,00   113.850.000,00   113.850.000,00   113.850.000,00 

 

   Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya 
(Unit) 

0 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 

 

   5.05.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

      77.620.000,00   77.620.000,00   77.620.000,00   77.620.000,00   77.620.000,00 

 

   Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 

0 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 

 

   5.05.01.1.09.0005 - 
Pemeliharaan Mebel       15.040.000,00   17.500.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00   22.000.000,00 

 

   Terlaksananya 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara  (Unit) 0 50 15.040.000,00 50 17.500.000,00 50 20.000.000,00 60 20.000.000,00 70 22.000.000,00 

 

   5.05.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

      155.862.000,00   160.000.000,00   165.000.000,00   165.500.000,00   170.000.000,00 
 

   Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara  (Unit) 

0 173 155.862.000,00 173 160.000.000,00 173 165.000.000,00 173 165.500.000,00 173 170.000.000,00 
 

   5.05.01.1.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

      169.938.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00 

 

   Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 169.938.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 

 

   5.05.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

      149.040.000,00   150.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00   180.000.000,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 0 2 2 2 2 2 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya (Unit) 
Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 0 1 2 2 2 2 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 113.850.000,00 113.850.000,00 113.850.000,00 113.850.000,00 113.850.000,00 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan 
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau 

Pemeliharaan dan Pajak | Kendaraan Dinas 0 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 3 113.850.000,00 
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara 
Dinas atau Kendaraan dan Dibayarkan Pajaknya 
Dinas Jabatan (Unit) 

5.05.01.1.09.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 77.620.000,00 77.620.000,00 77.620.000,00 77.620.000,00 77.620.000,00 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 
Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau 

Pemeliharaan, Pajak dan | Lapangan yang 0 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 2 77.620.000,00 
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan 
Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan 
Lapangan Perizinannya (Unit) 

5.05.01.1.09.0005 - 15.040.000,00 17.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 
Pemeliharaan Mebel 

Terlaksananya Jumlah Mebel yang 
: li . 0 50 15.040.000,00 50 17.500.000,00 50 20.000.000,00 60 20.000.000,00 70 22.000.000,00 

Pemeliharaan Mebel Dipelihara (Unit) 

5.05.01.1.09.0006 - 
Pemeliharaan Peralatan 155.862.000,00 160.000.000,00 165.000.000,00 165.500.000,00 170.000.000,00 
dan Mesin Lainnya 
Terlaksananya Jumlah Peralatan dan 
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya yang 0 173 155.862.000,00 173 160.000.000,00 173 165.000.000,00 173 165.500.000,00 173 170.000.000,00 
dan Mesin Lainnya Dipelihara (Unit) 

5.05.01.1.09.0009 - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 169.938.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Te Jumlah Gedung Kantor 
erlaksananya PI 
Pemeliharaan/Rehabilitasi | San Bangunan Lainnya 
Gi yang 0 1 169.938.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 
edung Kantor dan Mp n PA 

Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

5.05.01.1.09.0010 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 149.040.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 180.000.000,00 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 2 149.040.000,00 2 150.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 180.000.000,00 

 

   5.05.01.1.09.0011 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

      24.501.404,00   100.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00 

 

   Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
(Unit) 

0 1 24.501.404,00 2 100.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 

 

  Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Riset 

5.05.02 - PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 

      1.474.061.404,00   1.536.331.223,00   1.606.066.805,00   1.677.900.777,00   1.730.096.474,00 

 

   

Meningkatnya 
pemanfaatan hasil 
kelitbangan 

Persentase Pemanfaatan 
Hasil Kelitbangan 
(Persentase) 

100 100 1.474.061.404,00 100 1.536.331.223,00 100 1.606.066.805,00 100 1.677.900.777,00 100 1.730.096.474,00 

 

   5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

      285.000.000,00   336.331.223,00   231.066.805,00   150.000.000,00   350.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
yang diterbitkan 
(Rekomendasi) 

1 1 285.000.000,00 1 336.331.223,00 1 231.066.805,00 1 150.000.000,00 1 350.000.000,00 

 

   

  

Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bagi Warga 
Negara Asing untuk 
Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan yang Dikelola  
(Dokumen) 

0 1   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan (Laporan) 

0 0   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
(Laporan) 

0 1   1   1   0   1   

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Jumlah Sarana dan 
Terlaksananya PI 

. erni rasarana Gedung 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor atau Bangunan 
Sarana dan Prasarana Lai 0 2 149.040.000,00 2 150.000.000,00 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 180.000.000,00 

ainnya yang 
Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi 
Bangunan Lainnya 'pelhara/Mirenabilitasi 

(Unit) 
5.05.01.1.09.0011 - 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 24.501.404,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 
Terlaksananya Jumlah Sarana dan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 1 24.501.404 ,00 2 100.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 2 150.000.000,00 
Pendukung Gedung Bangunan Lainnya yang 
Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi 
Lainnya (Unit) 

Meningkatnya | 5.05.02- PROGRAM 

Pemanfaatan | PENELITIAN DAN 1.474.061.404,00 1.536.331.223,00 1.606.066.805,00 1.677.900.777,00 1.730.096.474,00 
Hasil Riset DAERAH 

Meningkatnya Persentase Pemanfaatan 
pemanfaatan hasil Hasil Kelitbangan 100 100 1.474.061.404,00 100 1.536.331.223,00 100 1.606.066.805,00 100 1.677.900.777,00 100 1.730.096.474,00 
kelitbangan (Persentase) 

5.05.02.1.01 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 285.000.000,00 336.331.223,00 231.066.805,00 150.000.000,00 350.000.000,00 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Rekomendasi 
Terlaksananya Penelitian atas Rencana Penetapan 
dan Pengembangan Peraturan Baru dan/atau 
Bidang Penyelenggaraan Evaluasi Terhadap 1 1 285.000.000,00 1 336.331.223,00 1 231.066.805,00 1 150.000.000,00 1 350.000.000,00 
Pemerintahan dan Pelaksanaan Peraturan 
Pengkajian Peraturan yang diterbitkan 

Rekomendasi) 
Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bagi Warga 
Negara Asing untuk 
Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 6 6 6 6 6 6 
yang Berwenang yang 
Diterbitkan 
Rekomendasi) 

Jumlah Dokumen Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan yang Dikelola 0 I I I I I 
(Dokumen) 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 0 0 1 1 1 1 
Data dan Pengkajian 
Peraturan (Laporan) 
Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 0 I I I 0 I 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
(Laporan) 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.02.1.01.0003 - 
Fasilitasi, Pelaksanaan 
dan Evaluasi Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

      95.000.000,00   100.000.000,00   81.066.805,00   0,00   100.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pelaksanaan dan 
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 
(Laporan) 

0 1 95.000.000,00 1 100.000.000,00 1 81.066.805,00 0 0,00 1 100.000.000,00 

 

   5.05.02.1.01.0012 - 
Pengelolaan Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan 

      95.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00 

 

   Terkelolanya Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan  

Jumlah Dokumen Data 
Kelitbangan dan 
Peraturan yang Dikelola  
(Dokumen) 

0 1 95.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 

 

   5.05.02.1.01.0013 - 
Perumusan Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 

      95.000.000,00   100.000.000,00   0,00   100.000.000,00   100.000.000,00 

 

   Tersedianya 
Rekomendasi atas 
Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 

Jumlah Rekomendasi 
atas Rencana Penetapan 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
yang diterbitkan 
(Rekomendasi) 

1 1 95.000.000,00 1 100.000.000,00 1 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

 

   5.05.02.1.01.0014 - 
Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan 

      0,00   86.331.223,00   100.000.000,00   0,00   100.000.000,00 

 

   Terlaksananya Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Fasilitasi 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 
Peraturan (Laporan) 

0 0 0,00 1 86.331.223,00 1 100.000.000,00 1 0,00 1 100.000.000,00 

 

   5.05.02.1.01.0015 - 
Fasilitasi Pemberian 
Rekomendasi Penelitian 
bagi Warga Negara Asing 
untuk Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Tersedianya 
Rekomendasi Penelitian 
bagi Warga Negara Asing 
untuk Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang 

Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bagi Warga 
Negara Asing untuk 
Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang yang 
Diterbitkan 
(Rekomendasi) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

      280.000.000,00   300.000.000,00   600.000.000,00   600.000.000,00   0,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.02.1.01.0003 - 
Fasilitasi, Pelaksanaan 

dan Evaluasi Penelitian 95.000.000,00 100.000.000,00 81.066.805,00 0,00 100.000.000,00 
dan Pengembangan 
Bidang Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

Jumlah Laporan 
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan 0 1 95.000.000,00 1 100.000.000,00 1 81.066.805,00 0 0,00 1 100.000.000,00 
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan 

(Laporan) 
5.05.02.1.01.0012 - 

Pengelolaan Dala 95.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 
Kelitbangan dan 
Peraturan 

Terkelolanya Data Jumlah Doku Pbai Data 
Kelitbangan dan 9 p 0 1 95.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 

Peraturan yang Dikelola 
Peraturan 

(Dokumen) 

5.05.02.1.01.0013 - 
Perumusan Rekomendasi 

sias/Rencana Penelapan 95.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 
Peraturan Baru dan/atau 
Evaluasi Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 

: Jumlah Rekomendasi 
Tersedianya 
Rekomendasi atas atas Rencana Penetapan 
Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau 
Peraturan Baru Pe atau Evaluasi Terhadap 1 1 95.000.000,00 1 100.000.000,00 1 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

. Pelaksanaan Peraturan 
Evaluasi Terhadap PURA 
Pelak Perati yang diterbitkan 
elaksanaan Peraturan (Rekomendasi) 

5.05.02.1.01.0014 - 
Fasilitasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan 0,00 86.331.223,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 
Data dan Pengkajian 
Peraturan 

Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil 
: Pelaksanaan Fasilitasi 

dan Evaluasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan : 0 0 0,00 1 86.331.223,00 1 100.000.000,00 1 0,00 1 100.000.000,00 

en Pelaksanaan Kegiatan 
Data dan Pengkajian 

Data dan Pengkajian 
Peraturan 

Peraturan (Laporan) 
5.05.02.1.01.0015 - 
Fasilitasi Pemberian 
Rekomendasi Penelitian 
bagi Warga Negara Asing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

untuk Diterbitkannya Izin 
Penelitian oleh Instansi 
yang Berwenang 

Jumlah Rekomendasi 
Tersedianya Penelitian bagi Warga 
Rekomendasi Penelitian Negara Asing untuk 
bagi Warga Negara Asing Diterbitkannya Izin 
untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang 
yang Berwenang Diterbitkan 

(Rekomendasi) 
5.05.02.1.02 - Penelitian 

dan Pengembangan 280.000.000,00 300.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan (Dokumen) 

1 1 280.000.000,00 0 300.000.000,00 0 600.000.000,00 0 600.000.000,00 0 0,00 

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
(Dokumen) 

0 0   0   1   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial 
(Dokumen) 

1 0   0   1   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga (Dokumen) 

0 0   0   0   1   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata (Dokumen) 

0 0   0   1   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(Dokumen) 

0 1   1   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 

1 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
(Dokumen ) 

0 0   1   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja (Dokumen ) 

0 0   0   0   1   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi (Dokumen) 

0 0   0   0   1   0   

 

   5.05.02.1.02.0001 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek- Aspek Sosial 

      140.000.000,00   0,00   150.000.000,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Aspek-Aspek 
Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial 
(Dokumen) 

1 0 140.000.000,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 

 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

BIDANG URUSAN / SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAMUIOUTCOMESI BUNDIKATORIOUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN IMD YAN / KEGIATAN / / OUTPUT AH! 

SUBKEGIATAN OUTPUT 
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Terlaksananya Penelitian Jumlah Dokumen Hasil 
dan Pengembangan Penelitian dan 
Bidang Sosial dan Pengembangan 
Kependudukan Kesehatan (Dokumen) 

1 1 280.000.000,00 0 300.000.000,00 0 600.000.000,00 0 600.000.000,00 0 0,00 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 0 0 0 1 0 0 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 1 0 0 1 0 0 
Aspek-Aspek Sosial 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 1 0 
Kepemudaan dan 
Olahraga (Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata (Dokumen) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 0 
Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 0 1 1 0 0 0 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 1 0 0 0 0 0 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 0 0 I 0 0 0 
dan Keluarga Berencana 
(Dokumen) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 0 4 0 
Pengembangan Tenaga 
Kerja (Dokumen ) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 0 4 0 
Pengembangan 
Transmigrasi (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0001 - 

Penelitian dan 140.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 
Pengembangan Bidang 
Aspek- Aspek Sosial 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian ii 
dan Pengembangan Penelitian dan 

9 9 Pengembangan Bidang 1 0 140.000.000,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 
Bidang Aspek-Aspek 
Sosial Aspek-Aspek Sosial 

(Dokumen) 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.02.1.02.0002 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

      0,00   150.000.000,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(Dokumen) 

0 1 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0003 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

      0,00   0,00   0,00   150.000.000,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 150.000.000,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

      0,00   0,00   0,00   150.000.000,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kepemudaan dan 
Olahraga (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata 

      0,00   0,00   150.000.000,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Pariwisata 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pariwisata (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0006 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan 

      140.000.000,00   0,00   150.000.000,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kesehatan (Dokumen) 

1 1 140.000.000,00 0 0,00 0 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0007 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

      0,00   150.000.000,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
(Dokumen ) 

0 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0008 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

      0,00   0,00   150.000.000,00   0,00   0,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.02.1.02.0002 - 
Penelitian dan 

Pengembangan 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 
Pemberdayaan Pemberdayaan 0 1 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Perempuan dan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Perlindungan Anak 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.0003 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian ii 
dan Pengembangan Penelitian dan 
Pendidikan d Pengembangan 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 150.000.000,00 0 0,00 
endidikan dan 

Kebudayaan Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dokumen) 

5.05.02.1.02.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 

Kepemudaan dan 
Olahraga 

Terlaksananya Penelitian Jumlah Dokumen Hasil 
dan Pengembangan Penelitian dan 
Kepemudaan dan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 
Olahraga Kepemudaan dan 

Olahraga (Dokumen) 
5.05.02.1.02.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 

Pariwisata 

Terlaksananya Penelitian Jumlah Dokumen Hasil 
dan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 
Pariwisata Pengembangan 

Pariwisata (Dokumen) 
5.05.02.1.02.0006 - 

Penelitian dan 140.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
Kesehatan 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan P 1 1 140.000.000,00 0 0,00 0 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 
Kesehatan engembangan 

Kesehatan (Dokumen) 
5.05.02.1.02.0007 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 
Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk 0 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
dan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.0008 - 
Penelitian dan 

Pengembangan 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0009 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja 

      0,00   0,00   0,00   150.000.000,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Tenaga Kerja 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kerja (Dokumen ) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0010 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.02.0011 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi 

      0,00   0,00   0,00   150.000.000,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Transmigrasi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Transmigrasi (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.03 - Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

      300.000.000,00   300.000.000,00   150.000.000,00   300.000.000,00   750.000.000,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan (Dokumen) 

0 0 300.000.000,00 0 300.000.000,00 0 150.000.000,00 0 300.000.000,00 0 750.000.000,00 

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(Dokumen) 

0 0   1   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral (Dokumen) 

0 1   0   0   0   1   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan (Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 
(Dokumen) 

0 0   1   0   1   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 
Administrasi Administrasi 0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 
Kependudukan dan Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil 

(Dokumen) 
5.05.02.1.02.0009 - 

Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 
Pengembangan Tenaga 
Kerja 

Terlaksananya Penelitian Jumlah Dokumen Hasil 
dan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 
Tenaga Kerja Pengembangan Tenaga 

Kerja (Dokumen ) Ji 
5.05.02.1.02.0010 - 

Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
Partisipasi Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat 
(Dokumen) 

5.05.02.1.02.0011 - 

Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 
Pengembangan 
Transmigrasi 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan P b 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 
Transmigrasi engembangan 

Transmigrasi (Dokumen) 

5.05.02.1.03 - Penelitian 

dan Pengembangan 300.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 750.000.000,00 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

ia Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 

daniPengembanyan Pengembangan 0 0 300.000.000,00 0 300.000.000,00 0 150.000.000,00 0 300.000.000,00 0 750.000.000,00 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan Penataan Ruang dan 

Pertanahan (Dokumen) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 0 0 1 0 0 0 
Usaha Milik Daerah 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 0 1 0 0 0 1 
dan Sumber Daya 
Mineral (Dokumen) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 0 0 0 
Pengembangan 
Kehutanan (Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 0 0 1 0 1 0 
dan Perikanan 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 0 
Komunikasi dan 
Informatika (Dokumen) 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   1   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   1   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan Umum 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan (Dokumen) 

0 0   0   0   1   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan (Dokumen) 

0 1   0   0   0   1   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
(Dokumen) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan (Dokumen) 

0 0   0   1   0   1   

 

   5.05.02.1.03.0001 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   150.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 

 

   5.05.02.1.03.0002 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

      150.000.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000.000,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perindustrian dan 
Perdagangan (Dokumen) 

0 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 

 

   5.05.02.1.03.0003 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 

      0,00   150.000.000,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Badan Usaha Milik 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(Dokumen) 

0 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil 0 0 0 0 0 1 

dan Menengah 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 1 
Lingkungan Hidup 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 0 0 0 
Pekerjaan Umum 
(Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 0 0 0 0 4 0 
Pengembangan 
Perhubungan (Dokumen) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 1 0 0 0 1 
Perindustrian dan 
Perdagangan (Dokumen) 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 6 6 6 6 6 6 
Kawasan Permukiman 
(Dokumen) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 0 0 0 1 0 1 
Pertanian, Perkebunan 

dan Pangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0001 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Koperasi, 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 

Usaha Kecil dan 
Menengah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil Koperasi, Usaha Kecil 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 150.000.000,00 

dan Menengah dan Menengah 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0002 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Te ai Jumlah Dokumen Hasil 
erlaksananya Penelitian ii 
dan Pengembangan Penelitian dan 

: - Pengembangan 0 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 
Perindustrian dan h . 
Perdagangan Perindustrian dan 

Perdagangan (Dokumen) 
5.05.02.1.03.0003 - 

Penelitian dan 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 

Terlaksananya Penelitian Jumlah Dokumen Hasil 
dan Pengembangan Penelitian dan 
Badan Hala MK Pengembangan Badan 0 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
D: h Usaha Milik Daerah 

aeral 
(Dokumen) 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.02.1.03.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan 

      0,00   0,00   150.000.000,00   0,00   150.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan 
dan Pangan (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 1 150.000.000,00 

 

   5.05.02.1.03.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 

      0,00   150.000.000,00   0,00   150.000.000,00   0,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 
dan Perikanan 
(Dokumen) 

0 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.03.0006 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya Mineral 

      150.000.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000.000,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral (Dokumen) 

0 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 

 

   5.05.02.1.03.0007 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

      0,00   0,00   0,00   0,00   150.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 

 

   5.05.02.1.03.0008 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Kehutanan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.03.0009 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan Umum 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Pekerjaan Umum 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Pekerjaan Umum 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.03.0010 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan 

      0,00   0,00   0,00   150.000.000,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Perhubungan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.03.0011 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.02.1.03.0004 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 
Pertanian, Perkebunan 

dan Pangan 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian ii 
dan Pengembangan Penelitian dan 

ng 9 Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 1 150.000.000,00 
Pertanian, Perkebunan . 
dan Pangan Pertanian, Perkebunan 

ji dan Pangan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0005 - 
Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 

dan Perikanan 
Jumlah Dokumen Hasil 

Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan Kelautan 0 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 

Kelautan dan Perikanan dan Perikanan 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0006 - 

Penelitian dan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 
Pengembangan Energi 
dan Sumber Daya Mineral 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian WA 
dan Pengembangan Penelitian dan 

eng 9 Pengembangan Energi 0 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 
Energi dan Sumber Daya 
Mi | dan Sumber Daya 

Inerai Mineral (Dokumen) 
5.05.02.1.03.0007 - 

Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 
Pengembangan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0008 - 

Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
Kehutanan 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan P 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

engembangan 
Kehutanan 

Kehutanan (Dokumen) 
5.05.02.1.03.0009 - 

Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
Pekerjaan Umum 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 
(Dokumen) 

5.05.02.1.03.0010 - 

Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 
Pengembangan 
Perhubungan 

Terlaksananya Penelitian Jumlah Dokumen Hasil 
dan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 0 0,00 
Perhubungan Pengembangan 

Perhubungan (Dokumen) 

5.05.02.1.03.0011 - 
Penelitian dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pengembangan 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

   
Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.03.0012 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.03.0013 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya Penelitian 
dan Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Komunikasi dan 
Informatika (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

      609.061.404,00   600.000.000,00   625.000.000,00   627.900.777,00   630.096.474,00 
 

   

Terlaksananya 
Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 
(Dokumen) 

0 1 609.061.404,00 1 600.000.000,00 1 625.000.000,00 1 627.900.777,00 1 630.096.474,00 

 

   

  

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 
Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

0 0   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan (Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian Penelitian dan 
dan Pengembangan Pengembangan 0 0 0.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Perumahan dan Kawasan Perumahan dan 
Permukiman Kawasan Permukiman 

(Dokumen) 
5.05.02.1.03.0012 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Penataan Ruang dan 
Pertanahan 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian ii 
dan Pengembangan Penelitian dan 

Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Penataan Ruang dan 
Pertanahan Penataan Ruang dan 

Pertanahan (Dokumen) 
5.05.02.1.03.0013 - 
Penelitian dan 
Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Komunikasi dan 
Informatika 

ai Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian ii 
dan Pengembangan Penelitian dan 
Komunikasi dan Pengembangan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Informatika Komunikasi dan 

Informatika (Dokumen) 
5.05.02.1.04 - 
Pengembangan Inovasi 609.061.404,00 600.000.000,00 625.000.000,00 627.900.777,00 630.096.474,00 
dan Teknologi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, 

jenaksaranya . Pengembangan, dan 
Benggmbangan Inovasi Perekayasaan di Bidang 0 1 609.061.404,00 1 600.000.000,00 1 625.000.000,00 1 627.900.777,00 1 630.096.474,00 
an Teknologi pi 

Teknologi dan Inovasi 
(Dokumen) 
Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 

Metode 0 0 1 1 1 1 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 
(Laporan) 
Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 0 I I I I I 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 
(Laporan) 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 0 1 1 1 1 1 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan (Laporan) 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 0 4 4 4 4 4 
Hak Kekayaan Intelektual 
(Laporan) 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.02.1.04.0001 - 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

      150.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 
(Dokumen) 

0 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 

 

   5.05.02.1.04.0002 - Uji 
Coba dan Penerapan 
Rancang Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

      125.000.000,00   125.000.000,00   125.000.000,00   125.000.000,00   125.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model Replikasi 
dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 
(Laporan) 

0 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 

 

   5.05.02.1.04.0003 - 
Diseminasi Jenis, 
Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 

      100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00 

 

   

Terlaksananya Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 
Metode Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Diseminasi 
Jenis, Prosedur dan 
Metode 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 
(Laporan) 

0 0 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

 

   5.05.02.1.04.0004 - 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

      134.061.404,00   150.000.000,00   150.000.000,00   177.900.777,00   155.096.474,00 

 

   
Terselenggaranya 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan (Laporan) 

0 1 134.061.404,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 177.900.777,00 1 155.096.474,00 

 

   5.05.02.1.04.0005 - 
Fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual 

      100.000.000,00   75.000.000,00   100.000.000,00   75.000.000,00   100.000.000,00 
 

   

Terlaksananya Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Fasilitasi 
Hak Kekayaan Intelektual 
(Laporan) 

0 1 100.000.000,00 1 75.000.000,00 1 100.000.000,00 1 75.000.000,00 1 100.000.000,00 

 

  Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Inovasi 

5.05.03 - PROGRAM 
RISET DAN INOVASI 
DAERAH 

      1.000.000.000,00   1.000.000.000,00   1.000.000.000,00   1.000.000.000,00   1.000.000.000,00 

 

   
Meningkatnya 
pemanfaatan inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

Persentase produk 
inovasi daerah yang 
dimanfaatkan (%) 

100 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.02.1.04.0001 - 
Penelitian, 

Pengembangan, dan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi 

Jumlah Dokumen Hasil 
Terlaksananya Penelitian, Penelitian, 

Pengembangan, dan Pengembangan, dan 0 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 
Perekayasaan di Bidang Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan Inovasi Teknologi dan Inovasi 

(Dokumen) 
5.05.02.1.04.0002 - Uji 
Coba dan Penerapan 

Rancang Bangun/Model 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 
Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Uji Coba 
dan Penerapan Rancang dan Penerapan Rancang 

Bangun/Model Replikasi Bangun/Model Replikasi 0 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 1 125.000.000,00 
dan Invensi di Bidang dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi 

(Laporan) 
5.05.02.1.04.0003 - 
Diseminasi Jenis, 

Prosedur dan Metode 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang Bersifat Inovatif 

Jumlah Laporan Hasil 
Terlak: Di Pa Pelaksanaan Diseminasi 
erlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan 

Jenis, Prosedur dan Metode 
Metode Penyelenggaraan 0 0 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

- Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah p 
ang Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah 
yang yang Bersifat Inovatif 

(Laporan) 
5.05.02.1.04.0004 - 

Sosialisasi dan 134.061.404,00 150.000.000,00 150.000.000,00 177.900.777,00 155.096.474,00 
Diseminasi Hasil-Hasil 
Kelitbangan 

Jumlah Laporan Hasil 
Terselenggaranya Penyelenggaraan 
Sosialisasi dan Ta caG 

: Pai P : Sosialisasi dan 0 1 134.061.404,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 177.900.777,00 1 155.096.474,00 
Diseminasi Hasil-Hasil : Pa : : 
Kelitbangan Diseminasi Hasil-Hasil 

Kelitbangan (Laporan) 

5.05.02.1.04.0005 - 
Fasilitasi Hak Kekayaan 100.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 
Intelektual 

Jumlah Laporan 

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi 0 1 100.000.000,00 1 75.000.000,00 1 100.000.000,00 1 75.000.000,00 1 100.000.000,00 
Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual 

(Laporan) 

Meningkatnya | 5.05.03- PROGRAM 
Pemanfaatan RISET DAN INOVASI 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

Hasil Inovasi DAERAH 

p inovasi daerah yang 100 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 
daerah dalam : 

dimanfaatkan (26) 
pembangunan 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

      250.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00 

 

   

Terlaksananya Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

Jumlah dokumen 
koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
dalam bentuk Rencana 
induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Dokumen) 

0 0 250.000.000,00 0 250.000.000,00 0 250.000.000,00 0 250.000.000,00 0 250.000.000,00 

 

   

  

Laporan pemantauan 
dan evaluasi penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 
kemitraan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Pelatihan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah laporan 
penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   
  

Jumlah naskah kebijakan 
berbasis hasil riset 
(Naskah) 

0 5   5   5   5   5   
 

   5.05.03.1.01.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

SASARAN 
RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.03.1.01 - Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 

Terlaksananya Penelitian, 

Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 

Jumlah dokumen 
koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
dalam bentuk Rencana 
induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Dokumen) 

Laporan pemantauan 
dan evaluasi penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 

kemitraan penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Pelatihan) 
Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 
Jumlah laporan 
penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

Jumlah naskah kebijakan 
berbasis hasil riset 
(Naskah) 

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 

5.05.03.1.01.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.03.1.01.0002 - 
Koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Terlaksananya koordinasi 
sistem ilmu pengetahuan 
dan teknologi di daerah 
untuk menghasilkan 
dokumen Rencana induk 
dan peta jalan pemajuan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

Jumlah dokumen 
koordinasi sistem ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
dalam bentuk Rencana 
induk dan peta jalan 
pemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.01.0003 - 
Penyusunan kebijakan 
berbasis hasil riset 

      250.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00   250.000.000,00 
 

   Terlaksananya 
penyusunan kebijakan 
berbasis hasil riset 

Jumlah naskah kebijakan 
berbasis hasil riset 
(Naskah) 

0 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 
 

   5.05.03.1.01.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta kemitraan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya bimbingan 
teknis dan supervisi di 
bidang penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta kemitraan 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 
kemitraan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Pelatihan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.01.0005 - 
Pemantauan dan evaluasi 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya 
pemantauan dan evaluasi 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Laporan pemantauan 
dan evaluasi penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.01.0006 - 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.03.1.01.0002 - 
Koordinasi sistem ilmu 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

Jumlah dokumen 
Terlaksananya koordinasi koordinasi sistem ilmu 
sistem ilmu pengetahuan pengetahuan dan 
dan teknologi di daerah teknologi di daerah 
untuk menghasilkan dalam bentuk Rencana 0 0 0.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
dokumen Rencana induk induk dan peta jalan 
dan peta jalan pemajuan pemajuan ilmu 
ilmu pengetahuan dan pengetahuan dan 
teknologi di daerah teknologi di daerah 

(Dokumen) 
5.05.03.1.01.0003 - 
Penyusunan kebijakan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 
berbasis hasil riset 
Terlaksananya Jumlah naskah kebijakan 
penyusunan kebijakan berbasis hasil riset 0 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 5 250.000.000,00 
berbasis hasil riset (Naskah) 
5.05.03.1.01.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 

penerapan. kerjajsama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta kemitraan 

penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

PA Jumlah kegiatan 
Terlaksananya bimbingan bimbingan teknis dan 
teknis dan supervisi di Par 

- WA supervisi di bidang 
bidang penelitian, ii 

penelitian, 
pengembangan, 

Pn pengembangan, 
pengkajian, dan Pn 

. pengkajian, dan 
penerapan, kerja sama penerapan, kerja sama 
pembangunan ilmu MOM 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

pembangunan ilmu 
pengetahuan dan 

. . pengetahuan dan 
teknologi, serta kemitraan . 

ni teknologi, serta 
penelitian, - ii 

kemitraan penelitian, 
pengembangan, 

Pn pengembangan, 
pengkajian, dan Pn 
enerapan pengkajian, dan 

P p penerapan (Pelatihan) 
5.05.03.1.01.0005 - 
Pemantauan dan evaluasi 

penelitian. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 
Terlaksananya 
emantauan dan evaluasi Laporan pemantauan 
Pena an dan evaluasi penelitian, 
Pen emban an pengembangan, 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
pengembangan, pengkajian, dan 
pengkajian, dan 

penerapan (Laporan) 
penerapan 
5.05.03.1.01.0006 - 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan penelitian, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   Terselenggaranya Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi       750.000.000,00   750.000.000,00   750.000.000,00   750.000.000,00   750.000.000,00 

 

   
Terlaksananya Kegiatan 
Yang Menghasilkan 
Invensi dan Inovasi 

Tersedianya sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Sistem Informasi) 

0 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 0 750.000.000,00 0 750.000.000,00 0 750.000.000,00 

 

   

  

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 
serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah kegiatan 
koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 

0 0   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 
pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data 
Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset (Laporan) 

0 1   0   0   0   1   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah (Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

SASARAN 
RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Terselenggaranya Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan (Laporan) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.05.03.1.02 - Invensi dan 
Inovasi 

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 

Terlaksananya Kegiatan 
Yang Menghasilkan 
Invensi dan Inovasi 

Tersedianya sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
Sistem Informasi) 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 

serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

Jumlah kegiatan 
koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 
Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 

pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 
(Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data 
Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset (Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah (Laporan) 

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 
(Laporan) 

0 1   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi 
Inovasi (Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 

0 0   1   1   1   1   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi  di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah (Laporan) 

0 0   0   1   1   1   

 

   

  

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

0 0   0   0   0   0   

 

   
  

Jumlah naskah kebijakan 
di bidang invensi dan 
inovasi (Naskah) 

0 0   0   0   0   0   
 

   
  

Laporan pemantauan 
dan evaluasi invensi dan 
inovasi (Laporan) 

0 1   1   1   1   1   
 

   5.05.03.1.02.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk apresiasi prestasi 
Inovasi 

      200.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00   200.000.000,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

0 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 

 

   5.05.03.1.02.0002 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 

      100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00 

 

SASARAN 
RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 
2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 
(Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi 
Inovasi (Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 
(Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah (Laporan) 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

Jumlah naskah kebijakan 
di bidang invensi dan 
inovasi (Naskah) 
Laporan pemantauan 
dan evaluasi invensi dan 
inovasi (Laporan) 

5.05.03.1.02.0001 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk apresiasi prestasi 
Inovasi 

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 

Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
apresiasi prestasi Inovasi 
(Laporan) 

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 

5.05.03.1.02.0002 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 
kemitraan antar 
kelembagaan 

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   
Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kemitraan 
antar kelembagaan 
(Laporan) 

0 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

 

   5.05.03.1.02.0003 - 
Penyusunan kebijakan di 
bidang invensi dan 
inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya 
penyusunan kebijakan di 
bidang invensi dan 
inovasi 

Jumlah naskah kebijakan 
di bidang invensi dan 
inovasi (Naskah) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 
serta kemitraan invensi 
dan inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Terlaksananya bimbingan 
teknis dan supervisi, kerja 
sama, serta kemitraan 
invensi dan inovasi 

Jumlah kegiatan 
bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 
serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0005 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk reformasi kebijakan 
Riset dan Inovasi di 
daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   
Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
reformasi kebijakan Riset 
dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0008 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk peningkatan 
kepedulian isu 
internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian 
isu internasional yang 
mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0009 - 
Pemantauan dan evaluasi 
invensi dan inovasi 

      100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00 
 

   Terlaksananya 
pemantauan dan evaluasi 
invensi dan inovasi 

Laporan pemantauan 
dan evaluasi invensi dan 
inovasi (Laporan) 

0 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 
 

   5.05.03.1.02.0012 - 
Pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi ilmu 

      150.000.000,00   150.000.000,00   0,00   0,00   0,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk an pembinaan untuk 
penguatan kemitraan penguatan kemitraan 0 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

antar kelembagaan antar kelembagaan 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0003 - 
Penyusunan kebijakan di 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
bidang invensi dan . . . . . 
inovasi 

Tenganan kebijakan di | Jumlah naskah kebijakan 
bidang invensi dan di bidang invensi dan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

inovasi inovasi (Naskah) 

5.05.03.1.02.0004 - 
Bimbingan teknis dan 
supervisi, kerja sama, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

serta kemitraan invensi 
dan inovasi 

si Jumlah kegiatan 
Terlaksananya bimbingan PUN : 
teknis dan enperisi Warja bimbingan teknis dan 
sama, serta kemitraan supervisi, kerja sama, 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

invensi dan inovasi serta kemitraan invensi 
dan inovasi (Pelatihan) 

5.05.03.1.02.0005 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk reformasi kebijakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riset dan Inovasi di 
daerah 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk an pembinaan untuk. 
reformasi kebijakan Riset reformasi kebijakan Riset 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

dan Inovasi di daerah dan Inovasi di daerah 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0008 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk peningkatan 
kepedulian isu 
internasional yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mempengaruhi 
pengembangan 
Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk an pembinaan untuk 
peningkatan kepedulian peningkatan kepedulian 
isu internasional yang ISU internasional yang 
mempengaruhi mempengaruhi 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

pengembangan pengembangan 
Ekosistem Riset dan Ekosistem Riset dan 
Inovasi di Daerah Inovasi di Daerah 

(Laporan) 
5.05.03.1.02.0009 - 
Pemantauan dan evaluasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 
invensi dan inovasi 
Terlaksananya Laporan pemantauan 
pemantauan dan evaluasi dan evaluasi invensi dan 0 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

invensi dan inovasi inovasi (Laporan) 
5.05.03.1.02.0012 - 
Pelaksanaan 
pembangunan, 
pengembangan, 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi ilmu 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 98 



 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 99 

SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

   Terlaksananya 
pembangunan, 
pengembangan, 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

Tersedianya sistem 
informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
(Sistem Informasi) 

0 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0014 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset 

      200.000.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000.000,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
pengembangan 
perusahaan pemula 
berbasis riset (Laporan) 

0 1 200.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.000.000,00 

 

   5.05.03.1.02.0017 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan Riset dan 
Inovasi  di daerah 
berdasarkan kebutuhan 
daerah untuk promosi 
produk unggulan daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 

      0,00   0,00   150.000.000,00   150.000.000,00   150.000.000,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi  di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi  di 
daerah berdasarkan 
kebutuhan daerah untuk 
promosi produk unggulan 
daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan 
daerah (Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 

 

   5.05.03.1.02.0018 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 

      0,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penyelenggaraan 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 

0 0 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

pengetahuan dan 
teknologi di daerah 

Terlaksananya 

pembangunan, Tersedianya sistem 
pengembangan, informasi ilmu 
penge'oaan dan pengetahuan dan 0 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
pemanfaatan sistem teknologi di daerah 
informasi ilmu eKnologi . 

(Sistem Informasi) 
pengetahuan dan 
teknologi di daerah 
5.05.03.1.02.0014 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk pengembangan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 

perusahaan pemula 
berbasis riset 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk dan pembinaan untuk 
pengembangan pengembangan 0 1 200.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.000.000,00 
perusahaan pemula perusahaan pemula 
berbasis riset berbasis riset (Laporan) 

5.05.03.1.02.0017 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk prakarsa 
pengembangan Riset dan 

Inovasi di daerah 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 
berdasarkan kebutuhan 
daerah untuk promosi 
produk unggulan daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk dan pembinaan untuk 
prakarsa pengembangan prakarsa pengembangan 
Riset dan Inovasi di Riset dan Inovasi di 

daerah berdasarkan daerah berdasarkan 0 0 0,00 0 0,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 
kebutuhan daerah untuk kebutuhan daerah untuk ' ' Denai Denai Denai 
promosi produk unggulan promosi produk unggulan 
daerah dan/atau daerah dan/atau 
mengatasi permasalahan mengatasi permasalahan 
daerah daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02.0018 - 
Fasilitasi dan pembinaan 

untuk penyelenggaraan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 
pengembangan klaster 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 

Erni Jumlah laporan fasilitasi 
Terlaksananya fasilitasi d : 

an pembinaan untuk 
dan pembinaan untuk | 
penyelenggaraan penye enggaraan 
engembangan klaster pengembangan klaster 

peng 9 Inovasi berbasis produk 0 0 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 
Inovasi berbasis produk 
unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 

unggulan daerah daerah 
dan/atau mengatasi 
permasalahan daerah 
(Laporan) 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.03.1.02.0019 - 
Koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah 

      0,00   100.000.000,00   100.000.000,00   100.000.000,00   0,00 

 

   Terlaksananya koordinasi 
pelaksanaan penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah 

Jumlah kegiatan 
koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 
pengembangan, 
pengkajian, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 

0 0 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0022 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 
kelembagaan Riset dan 
Inovasi di daerah 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan 
Riset dan Inovasi di 
daerah (Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0023 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penataan basis 
data Riset dan Inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data Riset 
dan Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
penataan basis data 
Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

   5.05.03.1.02.0024 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk inventarisasi, 
pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 
pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
inventarisasi, 
pengembangan, dan 
perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 
(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM /OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.03.1.02.0019 - 
Koordinasi pelaksanaan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian, 

pengembangan, 
pengkajian, dan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan 
oleh 
lembaga/pusat/organisasi 
penelitian lainnya di 
daerah 

Terlaksananya koordinasi Jumlah kegiatan 
Pn oordinasi pelaksanaan 

pelaksanaan penelitian penelitian dan 
dan pengabdian kepada pengabdian kepada 

Daan berbasis masyarakat berbasis 

pengembangan, penglitian, 

pengkajian, dan pengembangan, 
penerapan ilmu pengkajian, dan 0 0 0,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 0,00 

teknologi yang dihasilkan teknologi yang dihasilkan 
ae oleh 

daerah penelitian lainnya di 
daerah (Kegiatan) 

5.05.03.1.02.0022 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk penguatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

kelembagaan Riset dan 
Inovasi di daerah 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk dan pembinaan untuk 
penguatan kelembagaan penguatan kelembagaan 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Riset dan Inovasi di Riset dan Inovasi di 
daerah daerah (Laporan) 

5.05.03.1.02.0023 - 
Fasilitasi dan pembinaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
untuk penataan basis . . . . . 
data Riset dan Inovasi 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk an pembinaan untuk 
penataan basis data Riset penataan basis data 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

dan Inovasi Riset dan Inovasi 
(Laporan) 

5.05.03.1.02.0024 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk inventarisasi, 

pengembangan, dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

perlindungan 
pengetahuan dan/atau 
teknologi masyarakat 

erni Jumlah laporan fasilitasi 

. ii inventarisasi, 
inventarisasi, bangan, dan 
pengembangan, dan pengembangan, 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
perlindungan perlindungan 
pengetahuan dan/atau pengetahuan dan/atau 

. teknologi masyarakat 
teknologi masyarakat 

(Laporan) 
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SASARAN 
RPJMD YANG 

RELEVAN 
TUJUAN SASARAN 

BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME 

/ KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 

INDIKATOR OUTCOME 
/ OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

   5.05.03.1.02.0026 - 
Fasilitasi dan pembinaan 
untuk peningkatan difusi 
Inovasi 

      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

 

   Terlaksananya fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi Inovasi 

Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk 
peningkatan difusi 
Inovasi (Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 

BIDANG URUSAN / 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

SASARAN BASELINE 
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN 
RELEVAN / KEGIATAN / / OUTPUT 2024 

SUBKEGIATAN OUTPUT 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

5.05.03.1.02.0026 - 
Fasilitasi dan pembinaan 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

untuk peningkatan difusi 
Inovasi 

Terlaksananya fasilitasi Jumlah laporan fasilitasi 
dan pembinaan untuk pad katan difusi 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

peningkatan difusi Inovasi Ld Si 
Inovasi (Laporan) 
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4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program 

prioritas pembangunan daerah 

 

Pada Tabel 4.3 dicantumkan uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung 
program prioritas pembangunan daerah. 

Tabel 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 

1 
Program Penelitian 
Dan Pengembangan 
Daerah 

Meningkatnya 
Pemanfaatan 

Hasil Riset  

Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

BRIDA 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Sosial dan Kependudukan 

Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

2 
Program Riset Dan 
Inovasi Daerah 

Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Hasil Inovasi 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 
dan Penerapan 

BRIDA 

 

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui lndikator Kinerja 

Utama (IKU) Perangkat Daerah 

 
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 

NO INDIKATOR SATUAN 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET TAHUN 
KETERANGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1. 5.05.0.00.0.00.01.0000 
- BADAN RISET DAN 
INOVASI DAERAH 

                  

2. Indeks Kapabilitas 
Inovasi 

Indeks - 2,67 2,75 2,83 2,92 3,00 3,09   

3. Nilai SAKIP  poin - 80,70 80,80 80,90 81,00 81,10 81,20   

 

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

 

Tabel 4.5 memberikan gambaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) BRIDA 

Provinsi Riau yang terdiri dari Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan 

target yang akan dicapai pada tahun 2030 adalah 100% dan Persentase produk 

inovasi daerah yang dimanfaatkan dengan target yang sama yaitu 100% pada tahun 

2030. 

 

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program 

prioritas pembangunan daerah 

Pada Tabel 4.3 dicantumkan uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung 

program prioritas pembangunan daerah. 

Tabel 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 

No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan Ket. 

Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan 

Program Penelitian Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang 

1 | Dan Pengembangan Pemanfaatan Sosial dan Kependudukan BRIDA 
Daerah Hasil Riset 

Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Ekonomi dan Pembangunan 

Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

. Meningkatnya ai .. 
Program Riset Dan Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 

Inovasi Daerah . . dan Penerapan 
Hasil Inovasi 

BRIDA 

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Perangkat Daerah 

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 

BASELINE TARGET TAHUN 
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERANGAN 

2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1. 5.05.0.00.0.00.01.0000 
- BADAN RISET DAN 
INOVASI DAERAH 

2. Indeks Kapabilitas Indeks - 2,67 2,75 2,83 2,92 3,00 3,09 
Inovasi 

3. Nilai SAKIP poin - 80.70 | 80.80 | 80,90 | 81,00 | 81,10 | 81,20 

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Tabel 4.5 memberikan gambaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) BRIDA 

Provinsi Riau yang terdiri dari Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan 

target yang akan dicapai pada tahun 2030 adalah 1009, dan Persentase produk 

inovasi daerah yang dimanfaatkan dengan target yang sama yaitu 1009 pada tahun 

2030. 
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Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 

NO INDIKATOR STATUS SATUAN 
BASELINE 

TAHUN 
2024 

TARGET TAHUN 
KETERANGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  

1 

Persentase 
pemanfaatan 
hasil 
Kelitbangan 

Persen Persen 100 100 100 100 100 100 100   

2 

Persentase 
produk 
inovasi 
daerah  
Yang 
dimanfaatkan 

Persen Persen 100 100 100 100 100 100 100   

 

 

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 

BASELINE TARGET TAHUN 
NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | TAHUN KETERANGAN 

2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | (11) (12) 

Persentase 

1 pemanfaatan Persen | Persen 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 
Kelitbangan 

Persentase 

produk 

2 | Inovasi Persen | Persen 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 
daerah 

Yang 

dimanfaatkan 
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PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 
2025-2029 merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam 
membangun ekosistem riset dan inovasi yang inklusif berbasis gender, adaptif, dan 
berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan arah kebijakan, tetapi 
juga menjadi manifestasi harapan akan masa depan Riau yang lebih cerdas, 
berdaya saing, dan berakar kuat pada potensi lokal. 

BRIDA Provinsi Riau melalui pendekatan multi helix partnership yang 
melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas, dan media 
berkomitmen menciptakan ekosistem inovasi yang kolaboratif dan responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi ini diperkuat dengan kerja sama antar 
daerah, baik dalam lingkup regional Sumatera maupun Nasional, serta keterlibatan 
aktif dalam jejaring riset dan inovasi global. Selain itu, pelaksanaan seluruh program 
dan kegiatan riset diarahkan untuk menerapkan kaidah pelaksanaan dalam upaya 
peningkatan kesetaraan gender dalam melakukan riset dan inovasi, sehingga hasil 
yang dicapai mampu mencerminkan prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberpihakan 
terhadap seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. 

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana ini tidak hanya 
bergantung pada strategi yang tertulis tetapi juga pada komitmen, integritas, dan 
semangat kolaboratif seluruh pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan 
potensi daerah secara optimal dan membuka ruang kolaborasi lintas batas, 
akselerasi capaian pembangunan bukan lagi cita-cita, melainkan keniscayaan. 

Dengan semangat “Riau Berdaya Saing” mari kita wujudkan transformasi 
daerah yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. Semoga Rencana 
Strategis ini menjadi pijakan kokoh dalam membangun masa depan Riau yang lebih 
gemilang. 
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Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24). Pekanbaru: Pemerintah Provinsi 
Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau. 2024. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi 
Daerah (BRIDA) Provinsi Riau. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau. 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2020 tentang Riau Science Center 
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 22). Pekanbaru: Pemerintah 
Provinsi Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau. 2024. Keputusan Kepala BRIDA Nomor Kpts. 
05/BRIDA/2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pejabat Fungsional pada 
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provisi Riau. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi 
Riau. 

  

Pemerintah Provinsi Riau. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5). Pekanbaru: 

Pemerintah Provinsi Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 

2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 14). Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau. 2025. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 7 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2025 No.7) Perda 

tentang RPJMD. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau. 2024. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24). Pekanbaru: Pemerintah Provinsi 

Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau. 2024. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2024 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Riset dan Inovasi 

Daerah (BRIDA) Provinsi Riau. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau. 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2020 tentang Riau Science Center 

(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 22). Pekanbaru: Pemerintah 

Provinsi Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau. 2024. Keputusan Kepala BRIDA Nomor Kpts. 

O5/BRIDA/2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pejabat Fungsional pada 

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provisi Riau. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi 

Riau. 
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LAMPIRAN 

 
Form Penyelarasan 
(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029) 

 

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra 
Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, 
dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara 
lain: 

1. PERIODESASI 
No Periodesasi RPJMN Periodesasi Renstra PD 
(1) (2) (3) 

1 

 
Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional tahun 
2025 – 2029 

 

Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Provinsi Riau tahun 2025 – 2029  

 

2. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN .......... / LEMBAGA......... 
DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR BADAN RISET 
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN) 

NO 
INDIKATOR 

K/L 

TARGET KOORDINAT

OR/ 

PENGAMPU 

INDIKATOR  TARGET  PERANGKA

T DAERAH 

2025 2029 TUJUAN SASARAN OUTCOME 

PROGRAM 
2025 2029 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Pengeluaran 
iptek dan 
inovasi (persen 
PDB) 

0,30 0,45 Badan Riset 
dan Inovasi 
Nasional 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Riset 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil 
kelitbangan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

     Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Inovasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

2. Jumlah 
Kekayaan 
Intelektual (KI) 
per 100 Periset 
(KI per 100 
periset) 

4,56 8,48 Badan Riset 
dan Inovasi 
Nasional 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Inovasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

3. Jumlah 
BRIDA/Ekosist
em daerah 
yang 
beroperasi 
optimal 
(lembaga) 

2 15 Badan Riset 
dan Inovasi 
Nasional 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Riset 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil 
kelitbangan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

LAMPIRAN 

Form Penyelarasan 

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 —- 2029) 

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 - 2029 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra 

Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, 

dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara 

lain: 

1. PERIODESASI 

No Periodesasi RPJMN Periodesasi Renstra PD 

(1) (2) (3) 

Rencana Pembangunan Jangka Rencana Strategis Perangkat Daerah 

1 Menengah Nasional tahun Badan Riset dan Inovasi Daerah 

2025 - 2029 Provinsi Riau tahun 2025 - 2029 

2. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN .......... / LEMBAGA 

DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR BADAN RISET 

DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN) 

TARGET KOORDINAT INDIKATOR TARGET PERANGKA 
NO INDIKATOR OR/ T DAERAH 

K/L 2025 | 2029 | PENGAMPU TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 
PROGRAM 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1. Pengeluaran 0,30 0,45 Badan Riset Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 100960 | 10090 | Badan Riset 

iptek dan dan Inovasi hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

inovasi (persen Nasional dan Inovasi Pemanfaat | hasil Daerah 

PDB) untuk an Hasil kelitbangan Provinsi Riau 

Pembanguna Riset 

n Daerah 

Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 100960 | 10090 | Badan Riset 

hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

dan Inovasi Pemanfaat | inovasi Daerah 

untuk an Hasil daerah dalam Provinsi Riau 

Pembanguna Inovasi pembangunan 

n Daerah 

2. Jumlah 4,56 8,48 Badan Riset Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 100960 | 10090 | Badan Riset 

Kekayaan dan Inovasi hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

Intelektual (KI) Nasional dan Inovasi Pemanfaat | inovasi Daerah 

per 100 Periset untuk an Hasil daerah dalam Provinsi Riau 

(KI per 100 Pembanguna Inovasi pembangunan 

periset) n Daerah 

3. Jumlah 2 15 Badan Riset Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 10090 | 10090 | Badan Riset 

BRIDA/Ekosist dan Inovasi hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

em daerah Nasional dan Inovasi Pemanfaat | hasil Daerah 

yang untuk an Hasil kelitbangan Provinsi Riau 

beroperasi Pembanguna Riset 

optimal n Daerah 

(lembaga) 
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NO 
INDIKATOR 

K/L 

TARGET KOORDINAT

OR/ 

PENGAMPU 

INDIKATOR  TARGET  PERANGKA

T DAERAH 

2025 2029 TUJUAN SASARAN OUTCOME 

PROGRAM 
2025 2029 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

     Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Inovasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

4. Jumlah 
produk hasil 
iptek dan 
inovasi 
strategis yang 
dimanfaatkan 
oleh 
pemerintah 
dan 
masyarakat 
pada bidang-
bidang 
prioritas 
(produk) 

25 115 Badan Riset 
dan Inovasi 
Nasional 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Riset 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
hasil 
kelitbangan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

     Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Inovasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

5. Jumlah kerja 
sama 
pemanfaatan 
iptek dan 
inovasi 
strategis 
dengan 
industri/bada
n usaha pada 
bidang-bidang 
prioritas (kerja 
sama) 

25 50 Badan Riset 
dan Inovasi 
Nasional 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Inovasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

6. Daerah dengan 
Indeks lnovasi 
Daerah (llD) 
berkategori 
sangat inovatif 
(prov,kab,kota) 

82 147 Kementerian 
Dalam Negeri 

Meningkatnya 
hasil Riset 
dan Inovasi 
untuk 
Pembanguna
n Daerah 

Meningkat
nya 
Pemanfaat
an Hasil 
Inovasi 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
inovasi 
daerah dalam 
pembangunan 

100% 100% Badan Riset 
dan Inovasi 
Daerah 
Provinsi Riau 

 

  

TARGET KOORDINAT INDIKATOR TARGET PERANGKA 
NO INDIKATOR OR/ T DAERAH 

K/L 2025 | 2029 | PENGAMPU TUJUAN SASARAN OUTCOME 2025 | 2029 
PROGRAM 

(1) 2) ea (5) (6) 7) (8) ex. | io (11) 
Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 100960 | 10090 | Badan Riset 

hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

dan Inovasi Pemanfaat | inovasi Daerah 

untuk an Hasil daerah dalam Provinsi Riau 

Pembanguna Inovasi pembangunan 

n Daerah 

4. Jumlah 25 115 Badan Riset Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 10090 | 10090 | Badan Riset 

produk hasil dan Inovasi hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

iptek dan Nasional dan Inovasi Pemanfaat | hasil Daerah 

inovasi untuk an Hasil kelitbangan Provinsi Riau 

strategis yang Pembanguna Riset 

dimanfaatkan n Daerah 

oleh 

pemerintah 

dan 

masyarakat 

pada bidang- 

bidang 

prioritas 

(produk) 

Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 100960 | 10090 | Badan Riset 

hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

dan Inovasi Pemanfaat | inovasi Daerah 

untuk an Hasil daerah dalam Provinsi Riau 

Pembanguna Inovasi pembangunan 

n Daerah 

9. Jumlah kerja 25 50 Badan Riset Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 10090 | 10090 | Badan Riset 

sama dan Inovasi hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

pemanfaatan Nasional dan Inovasi Pemanfaat | inovasi Daerah 

iptek dan untuk an Hasil daerah dalam Provinsi Riau 

inovasi Pembanguna Inovasi pembangunan 

strategis n Daerah 

dengan 

industri/bada 

n usaha pada 

bidang-bidang 

prioritas (kerja 

sama) 

6. Daerah dengan | 82 147 Kementerian | Meningkatnya | Meningkat | Meningkatnya | 10090 | 10090 | Badan Riset 

Indeks Inovasi Dalam Negeri | hasil Riset nya pemanfaatan dan Inovasi 

Daerah (1D) dan Inovasi Pemanfaat | inovasi Daerah 

berkategori untuk an Hasil daerah dalam Provinsi Riau 

sangat inovatif Pembanguna Inovasi pembangunan 

(prov,kab,kota) n Daerah 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 109 



 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 110 

META DATA 

1. Nilai SAKIP BRIDA Provinsi Riau 

Institusi Penghasil: Inspektorat Provinsi Riau  

Definisi 

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

 

Interpretasi  

Menunjukkan sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 
sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government) dan bertujuan untuk 
memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, Tingkat implementasi 
SAKIP, Tingkat akuntabilitas kinerja, dan memberikan saran perbaikan untuk 
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 

Metode/Rumus Perhitungan 

∑ = PK1 + PK2 + PK3 + EI 

Keterangan: 

PK1   :  Perencanaan Kinerja 

PK2   :  Pengukuran Kinerja 

PK3      :  Pelaporan Kinerja 

EI         :  Evaluasi Internal 

 

Ukuran/Satuan : Poin. 

Judul Publikasi/Sumber Data : Inspektorat. 

Tahun Data Tersedia : 2023-2024. 

Level Estimasi : Provinsi 

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan. 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya. 

 

2. Indeks Kapabilitas Inovasi (IKI) 
 

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional 

 

META DATA 

1. Nilai SAKIP BRIDA Provinsi Riau 

Institusi Penghasil: Inspektorat Provinsi Riau 

Definisi 

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Interpretasi 

Menunjukkan sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 

sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government) dan bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, Tingkat implementasi 

SAKIP, Tingkat akuntabilitas kinerja, dan memberikan saran perbaikan untuk 

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Metode/Rumus Perhitungan 

3 EPKITtPK2TPK3 TE 

Keterangan: 

PK1 : Perencanaan Kinerja 

PK2 : Pengukuran Kinerja 

PK3 : Pelaporan Kinerja 

El! : Evaluasi Internal 

Ukuran/Satuan : Poin. 

Judul Publikasi/Sumber Data : Inspektorat. 

Tahun Data Tersedia : 2023-2024. 

Level Estimasi : Provinsi 

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan. 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya. 

2. Indeks Kapabilitas Inovasi (IKI) 

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional 
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Definisi  

Indeks kapabilitas inovasi adalah instrumen pengukuran untuk menilai 
kemampuan suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menghasilkan, 
mengembangkan, dan memanfaatkan inovasi secara berkelanjutan. Indeks ini 
penting dalam mendukung pembangunan berbasis IPTEK dan penguatan daya 
saing nasional maupun daerah. 

Tujuan Indeks Kapabilitas Inovasi 

a) Memetakan kesiapan dan kekuatan inovasi daerah 

b) Menjadi dasar perumusan kebijakan riset dan inovasi 
c) Mendorong ekosistem inovasi berbasis bukti (evidence-based policy) 
d) Mengidentifikasi kesenjangan dan potensi penguatan inovasi 

 

Dimensi Utama Indeks Kapabilitas Inovasi  

Secara umum, IKI BRIN disusun dari beberapa dimensi kunci, antara lain: 

a. Sumber Daya Inovasi 

Mengukur ketersediaan dan kualitas: 

• SDM riset dan inovasi 

• Peneliti dan perekayasa 

• Anggaran riset dan inovasi 

• Infrastruktur riset (laboratorium, fasilitas litbang) 

b. Kelembagaan dan Tata Kelola Inovasi 

Mengukur :  

• Keberadaan lembaga litbang/BRIDA 

• Kebijakan dan regulasi inovasi daerah 

• Koordinasi antar-aktor (pemerintah, akademisi, industri) 

• Dukungan kepemimpinan dan perencanaan inovasi 

c. Proses dan Aktivitas Inovasi 

    Mengukur : 

• Aktivitas penelitian dan pengembangan (R&D) 
• Kolaborasi riset 
• Hilirisasi hasil riset 
• Inkubasi dan akselerasi inovasi 

d. Output dan Dampak Inovasi 

Mengukur : 

• Produk inovasi 
• Paten dan HKI 
• Inovasi pelayanan publik 

• Pemanfaatan inovasi oleh masyarakat dan industri 
 

Interpretasi  

Hasil pengukuran IKI diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, misalnya: 

Definisi 

Indeks kapabilitas inovasi adalah instrumen pengukuran untuk menilai 

kemampuan suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menghasilkan, 

mengembangkan, dan memanfaatkan inovasi secara berkelanjutan. Indeks ini 

penting dalam mendukung pembangunan berbasis IPTEK dan penguatan daya 

saing nasional maupun daerah. 

Tujuan Indeks Kapabilitas Inovasi 

a) Memetakan kesiapan dan kekuatan inovasi daerah 

b) Menjadi dasar perumusan kebijakan riset dan inovasi 

c) Mendorong ekosistem inovasi berbasis bukti (evidence-based policy) 

d) Mengidentifikasi kesenjangan dan potensi penguatan inovasi 

Dimensi Utama Indeks Kapabilitas Inovasi 

Secara umum, IKI BRIN disusun dari beberapa dimensi kunci, antara lain: 

a. Sumber Daya Inovasi 

Mengukur ketersediaan dan kualitas: 

e SDMriset dan inovasi 

e Penelitidan perekayasa 

e Anggaran riset dan inovasi 

e Infrastruktur riset (laboratorium, fasilitas litbang) 

b. Kelembagaan dan Tata Kelola Inovasi 

Mengukur : 

e Keberadaan lembaga litbang/BRIDA 

e Kebijakan dan regulasi inovasi daerah 

e Koordinasi antar-aktor (pemerintah, akademisi, industri) 

e Dukungan kepemimpinan dan perencanaan inovasi 

c. Proses dan Aktivitas Inovasi 

Mengukur : 

e Aktivitas penelitian dan pengembangan (R&D) 

e Kolaborasi riset 

e Hilirisasi hasil riset 

e Inkubasi dan akselerasi inovasi 

d. Output dan Dampak Inovasi 

Mengukur : 

Produk inovasi 

Paten dan HKI 

Inovasi pelayanan publik 

Pemanfaatan inovasi oleh masyarakat dan industri 

Interpretasi 

Hasil pengukuran IKI diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, misalnya: 
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• 1 = Sangat Rendah 
• 2 = Rendah 
• 3 = Sedang 
• 4 = Tinggi 
• 5 = Sangat Tinggi 

Metode/Rumus Perhitungan 

Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan indeks komposit, yang dihitung dari 
beberapa dimensi, masing-masing terdiri dari sejumlah indikator terstandar. 

 

Keterangan: 

• IKI  = Indeks Kapabilitas Inovasi 
• Di  = Nilai dimensi ke-i 
• wi  = Bobot dimensi ke-i 
• n  = Jumlah dimensi 
• ∑wi = 1 

Ukuran/Satuan: Indeks 

 

Judul Publikasi/Sumber Data:  

Badan Riset dan Inovasi Nasional. Indeks Daya Saing Daerah 

Tahun Data Tersedia: Tahunan 

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten 

Frekuensi Pengumpulan:Tahunan 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya 

 

3. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan  
 

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

 

Definisi  

Proses penggunaan dan penerapan hasil penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan (kelitbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
dan/atau pemangku kepentingan terkait sebagai dasar penyusunan kebijakan, 

- 1zSangat Rendah 
e 2x Rendah 

e 3zxSedang 
e 4x Tinggi 

e 5z Sangat Tinggi 

Metode/Rumus Perhitungan 

Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan indeks komposit, yang dihitung dari 

beberapa dimensi, masing-masing terdiri dari sejumlah indikator terstandar. 

IKI NX wi x Di 
i—l 

Keterangan: 

o IKI - Indeks Kapabilitas Inovasi 
e Di - Nilai dimensi ke-i 

e Wi - Bobot dimensi ke-i 

en z Jumlah dimensi 

Ukuran/Satuan: Indeks 

Judul Publikasi/Sumber Data: 

Badan Riset dan Inovasi Nasional. Indeks Daya Saing Daerah 

Tahun Data Tersedia: Tahunan 

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten 

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya 

3. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

Definisi 

Proses penggunaan dan penerapan hasil penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan (kelitbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dan/atau pemangku kepentingan terkait sebagai dasar penyusunan kebijakan, 
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perencanaan, pengambilan keputusan, inovasi daerah, serta peningkatan kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan hasil 
kelitbangan mencakup: 

a) Integrasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, 

RKPD, Renstra, Renja) 

b) Penggunaan rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan dalam perumusan 

regulasi dan program 

c) Penerapan inovasi berbasis hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik 

d) Diseminasi dan replikasi hasil kelitbangan oleh perangkat daerah terkait 

 

Interpretasi  

Hasil pengukuran pemanfaatan hasil kelitbangan diklasifikasikan ke dalam 
beberapa kategori, yaitu: 

• 0 – 20  = Sangat Rendah 
• 21 – 40 = Rendah 
• 41 – 60   = Sedang 
• 61 – 80 = Tinggi 
• 81 – 100 = Sangat Tinggi 

Metode/Rumus Perhitungan,  

 

Keterangan: 
• Si = Persntase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan 
• Ri  = Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada komponen ke-i 
• T  = Total hasil kelitbangan yang dihasilkan pada periode penilaian 

 

Ukuran/Satuan: persen (%) 

 

Judul Publikasi/Sumber Data:  

a) Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan 
di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

b) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja 2022: 
Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam 
penataan kebijakan. 

 

Tahun Data Tersedia: Tahunan 

perencanaan, pengambilan keputusan, inovasi daerah, serta peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan hasil 

kelitbangan mencakup: 

a) Integrasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, 

RKPD, Renstra, Renja) 

b) Penggunaan rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan dalam perumusan 

regulasi dan program 

c) Penerapan inovasi berbasis hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik 

d) Diseminasi dan replikasi hasil kelitbangan oleh perangkat daerah terkait 

Interpretasi 

Hasil pengukuran pemanfaatan hasil kelitbangan diklasifikasikan ke dalam 

beberapa kategori, yaitu: 

. 0-20 z Sangat Rendah 
e 21—40 z Rendah 

. 41—60 z Sedang 

. 61—80 z Tinggi 

. 81—100 z Sangat Tinggi 

Metode/Rumus Perhitungan, 

. Hi 
ii — 7 x 100 

Keterangan: 

e Si - Persntase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan 
e Ri - Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada komponen ke-i 
ee T - Total hasil kelitbangan yang dihasilkan pada periode penilaian 

Ukuran/Satuan: persen (960) 

Judul Publikasi/Sumber Data: 

a) Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan 

di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

b) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja 2022: 

Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam 

penataan kebijakan. 

Tahun Data Tersedia: Tahunan 
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Level Estimasi: Provinsi 

Frekuensi Pengumpulan:Tahunan 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya 

 

4. Persentase Produk Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan  
 

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

 

Definisi  

Persentase Produk Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan adalah perbandingan 
jumlah produk inovasi daerah yang telah digunakan atau diterapkan secara nyata 
oleh pemerintah daerah, perangkat daerah, dan/atau masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, atau pembangunan daerah 
terhadap total produk inovasi daerah yang dihasilkan dalam periode tertentu. 
Pemanfaatan mencakup:  

a) Penggunaan produk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

b) Penerapan dalam pelayanan publik 

c) Implementasi dalam program dan kegiatan pembangunan 

d) Replikasi atau adopsi inovasi oleh perangkat daerah lain atau masyarakat 
 

Interpretasi  

Hasil pengukuran produk inovasi yang dimanfaatkan diklasifikasikan ke dalam 

beberapa kategori, yaitu: 

• 0 – 20  = Sangat Rendah 

• 21 – 40 = Rendah 

• 41 – 60   = Sedang 

• 61 – 80 = Tinggi 

• 81 – 100 = Sangat Tinggi 

 

Metode/Rumus Perhitungan,  

 

Keterangan: 

• Pdimanfaatkan = Jumlah produk inovasi daerah yang telah dimanfaatkan/ 

diimplementasikan 

• Ptotal     = Total produk inovasi daerah yang dihasilkan dan/atau 

ditetapkan pada periode penilaian tertentu (misalnya 1 tahun). 

Level Estimasi: Provinsi 

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya 

4. Persentase Produk Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan 

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 

Definisi 

Persentase Produk Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan adalah perbandingan 

jumlah produk inovasi daerah yang telah digunakan atau diterapkan secara nyata 

oleh pemerintah daerah, perangkat daerah, dan/atau masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, atau pembangunan daerah 

terhadap total produk inovasi daerah yang dihasilkan dalam periode tertentu. 

Pemanfaatan mencakup: 

a) Penggunaan produk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

b) Penerapan dalam pelayanan publik 

c) Implementasi dalam program dan kegiatan pembangunan 

d) Replikasi atau adopsi inovasi oleh perangkat daerah lain atau masyarakat 

Interpretasi 

Hasil pengukuran produk inovasi yang dimanfaatkan diklasifikasikan ke dalam 

beberapa kategori, yaitu: 

. 0-20 z Sangat Rendah 

e 21—40 z Rendah 

. 41—60 z Sedang 

. 61—80 z Tinggi 

. 81—100 z Sangat Tinggi 

Metode/Rumus Perhitungan, 

Pdiman, fSaatkarn 
x 100 

Piotal 
Persentase Pemanfaatan Inovasi Daerah (90) — 

Keterangan: 

e Pdimanfaatkan - Jumlah produk inovasi daerah yang telah dimanfaatkan/ 

diimplementasikan 

e Ptotal - Total produk inovasi daerah yang dihasilkan dan/atau 

ditetapkan pada periode penilaian tertentu (misalnya 1 tahun). 
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Ukuran/Satuan: persen (%) 

 

Judul Publikasi/Sumber Data:  

c) Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan 
di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

d) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja 2022: 
Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam 
penataan kebijakan. 

 

Tahun Data Tersedia: Tahunan 

Level Estimasi: Provinsi 

Frekuensi Pengumpulan:Tahunan 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya 

 

  

Ukuran/Satuan: persen (960) 

Judul Publikasi/Sumber Data: 

c) Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan 

di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

d) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja 2022: 

Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam 

penataan kebijakan. 

Tahun Data Tersedia: Tahunan 

Level Estimasi: Provinsi 

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan 

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya 
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Tujuan RPJMD 1 

Penguatan Ekosistem Riset dan 

Inovasi serta Kerjasama 

Pembangunan Daerah 

fr 

Indikator Tujuan RPJMD 

Lv 
| 

Indikator Tujuan RPJMD 1 

Indeks Inovasi Daerah (Angka) Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi 

untuk Pembangunan Daerah 

Indikator Sasaran RPJMD 

Ly 
| 

Indikator Sasaran RPJMD 1 

Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks! 

Tujuan RENSTRA 1 

Meningkatnya hasil Riset dan Inovasi 

untuk Pembangunan Daerah 

r 

Indikator Tujuan RENSTRA Sasaran RENSTRA 

Sasaran RENSTRA 1 

Meningkatnya Akuntal as Kinerja 

Perangkat Daerah 

Sasaran RENSTRA 2 

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil 

Riset 

Sasaran RENSTRA 3 

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil 

Inovasi 

—————————— 

Indikator Sasaran RENSTRA Program Indikator Sasaran RENSTRA Program Indikator Sasaran RENSTRA Program 

v v v v v v 

Indikator Sasaran RENSTRA 1 Program 5.05.01 Indikator Sasaran RENSTRA 1 Program 5.05.02 Indikator Sasaran RENSTRA 1 Program 5.05.03 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemanfaatan Hasil Riset PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase Produk Inovasi yang PROGRAM RISET DAN INOVASI 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI G9 PENGEMBANGAN DAERAH Dimanfaatkan (Persentase) DAERAH 

Outcome 1 

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan 

administrasi perkantoran 

Indikator Outcome RENSTRA 1 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 

5) 

Meningkatnya pemanfaatan hasil 

kelitbangan 

Indikator Outcome RENSTRA 1 

Persentase Pemanfaatan Hasil 

Kelitbangan (Persentase) 

Outcome 1 

Meningkatnya pemanfaatan inovasi 

daerah dalam pembangunan 

ikator Outcome RENSTRA 1 

Persentase produk inovasi daerah 

yang dimanfaatkan (26) 

1
1
6
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MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN RISET DAN INOVASI 
DAERAH  

PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 

NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

1 BAB I PENDAHULUAN 

  Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra 
PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi 
yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 
2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi 
dan nilai strategis Renstra PD. 

  √  Tambahkan kalimat 
singkat pada latar 
belakang: 
“Pembangunan daerah 
diarahkan untuk 
mendukung kesetaraan 
gender sebagaimana 
diamanatkan dalam 
Inpres 9 Tahun 2000.” 
 

 

  Dasar Hukum 
Penyusunan 

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan 
signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 
2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah 
penyusunan produk hukum 

 √  Revisi dengan mencantumkan 
secara lengkap: 
• Inpres No. 9 Tahun 2000 

tentang Pengarus Utamaan 
Gender dalam 
Pembangunan Nasional 

• Instruksi Presiden 
Nomor 8 Tahun 2025 
tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan 
Pengentasan 

MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN RISET DAN INOVASI 

DAERAH 

PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 
HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN 
PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

1 | BABI PENDAHULUAN 

Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra N Tambahkan kalimat 

PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi singkat pada latar 
yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun belakang: 
2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi “Pemb d h 

dan nilai strategis Renstra PD. EM angunan daera 
diarahkan untuk 
mendukung kesetaraan 

gender sebagaimana 

diamanatkan dalam 
Inpres 9 Tahun 2000." 

Dasar Hukum Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan v Revisi dengan mencantumkan 

Penyusunan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 

2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah 

penyusunan produk hukum 

secara lengkap: 

e Inpres No. 9 Tahun 2000 

tentang Pengarus Utamaan 

Gender dalam 

Pembangunan Nasional 

e Instruksi Presiden 

Nomor 8 Tahun 2025 

tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan 

Pengentasan 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Kemiskinan dan 
Penghapusan 
Kemiskinan Ekstrem 

 

• Surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 
400.4.2/9839/Bangda 
tentang Program, 
Kegiatan, Sub 
Kegiatan Percepatan 
Penghapusan 
Kemiskinan Ekstrem  

 

• Inmendagri No. 2 Tahun 
2025  

 

 

 

•  Perda No 3 Tahun 2023 
tentang Pengarus Utamaan 
Gender dalam 
Pembangunan Daerah 

• Inmendagri No. 2 Tahun 
2025  
 

• Peraturan Gubernur 
Nomor 5 Tahun 2024 
tentang RAD 
Penghormatan, 
Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak 

NO BAB SUBSTANSI MATERI 

HASIL VERIFIKASI 

SESUAI 
PERLU 

PERBAIKAN 
CATATAN PERBAIKAN 

4 5 6 

Kemiskinan dan 

Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem 

e Surat Menteri Dalam 

Negeri Nomor 

400.4.2/9839/Bangda 
tentang Program, 

Kegiatan, Sub 

Kegiatan Percepatan 

Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem 

e Inmendagri No. 2 Tahun 

2025 

e Perda No 3 Tahun 2023 

tentang Pengarus Utamaan 

Gender dalam 

Pembangunan Daerah 

e Inmendagri No. 2 Tahun 

2025 

e Peraturan Gubernur 

Nomor 5 Tahun 2024 

tentang RAD 

Penghormatan, 

Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Penyandang 
Disabilitas Tahun 
2024-2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan 
Renstra PD Tahun 2025-2029 

     

•  Tambahkan frasa 
dalam maksud dan 
tujuan: 
“…dengan 
memperhatikan prinsip 
kesetaraan gender dan 
pemberdayaan 
kelompok rentan.” 
 

  Sistematika 
Penyusunan 

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi 
uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam 
Renstra PD Tahun 2025-2029. 

√      

2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU 
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Penyandang 

Disabilitas Tahun 

2024-2029 

Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan 

Renstra PD Tahun 2025-2029 - Tambahkan frasa 
dalam maksud dan 
tujuan: 

“...dengan 
memperhatikan prinsip 

kesetaraan gender dan 
pemberdayaan 
kelompok rentan.” 

Sistematika Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi N 

Penyusunan uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam 

Renstra PD Tahun 2025-2029. 

2 | BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

  Gambaran Pelayanan 
Perangkat Daerah 

Menyajikan data-data dan informasi terkait 
pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab 
PD disertai dengan hasil evaluasi capaian 
pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari 
tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data 
lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data 
dan informasi yang disajikan dianalisis dengan 
analisis deskriptif dan analisis diagnostik. 

 √   •  Tambahkan narasi 
deskriptif yang 
sederhana misalnya: 
“Saat ini, proporsi 
pegawai perempuan di 
bidang riset dan inovasi 
BRIDA masih relatif 
rendah sehingga 
penting merumuskan 
upaya afirmatif untuk 
meningkatkan 
keterwakilan 
perempuan.” 
 

•  Tambahkan 
pernyataan mengenai 
akses layanan: 
“Diperlukan 
peningkatan akses 
perempuan dan 
kelompok rentan, 
seperti penyandang 
disabilitas, terhadap 
layanan pelatihan dan 
inovasi di Riau Science 

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan 
urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) 
tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan 
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator 
Kinerja Kunci (IKK). 

HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN 
PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Gambaran Pelayanan | Menyajikan data-data dan informasi terkait v - Tambahkan narasi 

Perangkat Daerah pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab deskriptif yan 

PD disertai dengan hasil evaluasi capaian d n y 9 | . 

pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari Se ernana misa nya: 
tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data “Saat ini, proporsi 
lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data pegawai perempuan di 
dan informasi yang disajikan dianalisis dengan bidang riset dan inovasi 
analisis deskriptif dan analisis diagnostik. . . 

ii 6 BRIDA masih relatif 
Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan rendah sehingga 
urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) penting merumuskan 

tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan upaya afirmatif untuk 

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator P y 
Kinerja Kunci (IKK). meningkatkan 

keterwakilan 

perempuan.” 

- Tambahkan 
pernyataan mengenai 
akses layanan: 

“Diperlukan 

peningkatan akses 

perempuan dan 

kelompok rentan, 

seperti penyandang 

disabilitas, terhadap 

layanan pelatihan dan 

inovasi di Riau Science 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Techno Park. 
 

 

 

 

  Tugas, fungsi dan 
struktur Perangkat 
Daerah 

        

  Sumber daya 
Perangkat Daerah 

      √  Menyajikan data SDM 
terkait ASN Disabilitas  
 
Menyajikan data sarana 
prasaran pendukung 
inklusi dan gender  

  Kinerja pelayanan 
Perangkat Daerah 
(termasuk capaian 
SPM sesuai dengan 
tupoksinya 

    √     

  Kelompok sasaran 
layanan 

    √  • Petakan kelompok 
sasaran perempuan 
(mahasiswa vokasi, 
peneliti muda, UMKM). 

  Mitra Perangkat 
Daerah dalam 
pemberian pelayanan 
(apabila ada) 

  √     

HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU 
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Techno Park. 

Tugas, fungsi dan 

struktur Perangkat 

Daerah 

Sumber daya N Menyajikan data SDM 

Perangkat Daerah terkait ASN Disabilitas 

Menyajikan data sarana 

prasaran pendukung 

inklusi dan gender 

Kinerja pelayanan N 

Perangkat Daerah 

(termasuk capaian 
SPM sesuai dengan 

tupoksinya 

Kelompok sasaran N « Petakan kelompok 
layanan sasaran perempuan 

(mahasiswa vokasi, 

peneliti muda, UMKM). 
Mitra Perangkat v 

Daerah dalam 

pemberian pelayanan 

(apabila ada) 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

  Dukungan BUMD 
dalam pencapaian 
kinerja Perangkat 
Daerah (apabila ada) 

  √     

  Kerjasama daerah 
yang menjadi 
Perangkat Daerah 
(apabila ada) 
 
 
 

  √     

  Permasalahan dan 
lsu Strategis 
Perangkat Daerah 

       

  Permasalahan 
pelayanan Perangkat 
Daerah 

Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang 
dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau 
Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan 
PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan 
menampilkan data-data yang lebih spesifik dan 
mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi 
Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan 
pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi 
yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan 
merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat 
disimpulkan dari kesenjangan antara 
realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal 
yang seharusnya tersedia. Perumusan 
permasalahan dapat menggunakan kertas kerja 
sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa 
permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan 

  √    

HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU 
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Dukungan BUMD N 

dalam pencapaian 

kinerja Perangkat 

Daerah (apabila ada) 

Kerjasama daerah N 

yang menjadi 

Perangkat Daerah 

(apabila ada) 

Permasalahan dan 

lsu Strategis 

Perangkat Daerah 

Permasalahan Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang v 

pelayanan Perangkat | dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau 

Daerah Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan 

PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan 

menampilkan data-data yang lebih spesifik dan 

mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi 

Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan 

pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi 

yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan 

merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat 

disimpulkan dari kesenjangan antara 

realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal 

yang seharusnya tersedia. Perumusan 

permasalahan dapat menggunakan kertas kerja 

sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa 

permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan 
yang berlebih dan berpotensi menimbulkan 
duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di 
bab-bab sebelumnya. 

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk 
tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan 
kesimpulan datanya (bukan menarasikan tabel). 
Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif 
dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis 
“mengapa” suatu kondisi terjadi dan “apa” 
implikasinya 

  Isu strategis 
Perangkat Daerah 

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan 
dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat 
mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun 
tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan 
dari berbagai sumber yang dapat 
dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-
2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga 
pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar 

  √  •  Tambahkan isu 
strategis sederhana: 
“Isu kunci: rendahnya 
partisipasi perempuan 
dalam bidang riset dan 
STEM sehingga 

NO BAB SUBSTANSI MATERI 

HASIL VERIFIKASI 

SESUAI 
PERLU 

PERBAIKAN 
CATATAN PERBAIKAN 

3 4 5 6 

data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan 

yang berlebih dan berpotensi menimbulkan 

duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di 

bab-bab sebelumnya. 

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk 

tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan 

kesimpulan datanya (bukan menarasikan tabel). 
Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif 

dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis 

“mengapa suatu kondisi terjadi dan “apa 

implikasinya 

Isu strategis 

Perangkat Daerah 

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan 

dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat 

mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun 

tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan 

dari berbagai sumber yang dapat 

dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025- 

2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga 

pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar 

- Tambahkan isu 

strategis sederhana: 
“Isu kunci: rendahnya 

partisipasi perempuan 

dalam bidang riset dan 
STEM sehingga 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjaringan 
aspirasi yang dilakukan oleh PD. 

memengaruhi 
inklusivitas inovasi. 

3  

  Tujuan Renstra PD 
Provinsi Riau Tahun 
2025 – 2029 

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 
yang penentuannya didasarkan pada: 

√     

a.    Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai 
dengan kewenangannya; 
b.    Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun 
dengan: 
a.  Kalimat kondisi; 
b.  Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 
c.  Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah 
dipahami; 

  Sasaran Renstra PD 
Provinsi Riau Tahun 
2025 - 2029 

Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi 
PD serta merupakan intermediate outcome. 
(Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang 
mendukung pencapaian tujuan utama) 

 √    

NO BAB SUBSTANSI MATERI 

HASIL VERIFIKASI 

SESUAI 
PERLU 

PERBAIKAN 
CATATAN PERBAIKAN 

3 4 5 6 

negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjaringan 

aspirasi yang dilakukan oleh PD. 
memengaruhi 

iNnklusivitas inovasi. 

Tujuan Renstra PD 

Provinsi Riau Tahun 

2025 - 2029 

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 

yang penentuannya didasarkan pada: 

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai 

dengan kewenangannya, 

b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun 

dengan: 

a. Kalimat kondisi, 

b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, 

c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami, 

Sasaran Renstra PD 

Provinsi Riau Tahun 

2025 - 2029 

Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi 

PD serta merupakan intermediate outcome. 

(Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang 

mendukung pencapaian tujuan utama) 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 124 



 

RENSTRA BRIDA PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029 125 

NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

  Strategi Perangkat 
Daerah dalam 
mencapai tujuan dan 
sasaran Renstra PD 
Riau Tahun 2025-
2029 

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah 
rencana tindakan yang langkah/upaya 
komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan 
dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber 
daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ 
kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi 
lingkungan yang dinamis untuk mencapai 
tujuan/sasaran Renstra PD. 

   √ Tambahkan pada 
strategi dan arah 
kebijakan untuk : 
“Mendorong 
peningkatan partisipasi 
perempuan dalam riset, 
pelatihan teknologi, 
dan inovasi daerah.” 
 

“Tersedianya program 
pelatihan dan 
pembinaan yang 
memperluas akses 
perempuan terhadap 
riset dan teknologi.” 
 

 

“Kolaborasi dengan 
perguruan tinggi dan 
vokasi untuk fasilitasi 
afirmatif perempuan 
dalam STEM.” 

HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN 
PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Strategi Perangkat Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah v Tambahkan pada 

Daerah dalam rencana tindakan i 
mencapai tujuan dan | komprehensif berisikan laka -langkan mara ea strategi dan arah 

sasaran Renstra PD dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber kebijakan untuk : 
Riau Tahun 2025- daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ “Mendorong 

2029 kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi peningkatan partisipasi 
lingkungan yang dinamis untuk mencapai perempuan dalam riset 

tujuan/sasaran Renstra PD. . . 7 
pelatihan teknologi, 

dan inovasi daerah.” 

“Tersedianya program 

pelatihan dan 

pembinaan yang 

memperluas akses 

perempuan terhadap 

riset dan teknologi.” 

“Kolaborasi dengan 

perguruan tinggi dan 

vokasi untuk fasilitasi 
afirmatif perempuan 

dalam STEM.”" 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

  Arah kebijakan 
Perangkat Daerah 
dalam mencapai 
tujuan dan sasaran 
Renstra PD Provinsi 
Riau Tahun 2025-
2029 

Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 
2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan 
operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan 
fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau 
Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi 
dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran 
Renstra PD 

  √    

4  

  Uraian Program Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome 
dan indikator target dan pagu indikatif. 

√     

  Uraian Kegiatan Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, 
target dan pagu indikatif 

  √  tandai kegiatan yang 
mendukung arah 
kebijakan dan strategi 
yang responsif gender 
dengan menggunakan 
analisis GAP GBS 

Perangkat Daerah memperhatikan: 
1.    Adanya penyamaan Output Kegiatan pada 
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 
Provinsi yang telah ditetapkan. 
2.    Menelaah output kegiatan selain program 
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. (dengan 
menggunakan nomenklatur Terlaksananya, 
Terpenuhinya, Tersedianya, dst..) 

  Uraian Subkegiatan 
beserta kinerja, 
indikator, target, dan 
pagu indikatif 

Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta 
kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 

 √    

  Uraian Subkegiatan 
dalam rangka 
mendukung program 

Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra 
pada Laporan Rancangan Akhir poin 6. Daftar 
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program 
Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4) 

  √    

HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU 
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

Arah kebijakan Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun N 

Perangkat Daerah 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan 

dalam mencapai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan 

tujuan dan sasaran fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau 

Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi 

Riau Tahun 2025- dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran 

2029 Renstra PD 
4 

Uraian Program Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome | 

dan indikator target dan pagu indikatif. 

Uraian Kegiatan Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, v tandai kegiatan yang 
target dan pagu indikatif mendukung arah 

Perangkat Daerah memperhatikan: kebijakan dan strategi 

1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada yang responsif gender 
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan 

Provinsi yang telah ditetapkan. oi 

2. Menelaah output kegiatan selain program analisis GAP GBS 

Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. (dengan 

menggunakan nomenklatur Terlaksananya, 

Terpenuhinya, Tersedianya, dst..) 
Uraian Subkegiatan Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta N 

beserta kinerja, kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 

indikator, target, dan 

pagu indikatif 

Uraian Subkegiatan Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra N 

dalam rangka pada Laporan Rancangan Akhir poin 6. Daftar 

mendukung program | Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program 

Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4) 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

prioritas 
pembangunan daerah 

- (Kolom keterangan ditambah dengan 6 
Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU 
SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA 
MAJUKAN KOTA, DLL..) 
- Dengan syarat OPD telah mentagging sub 
kegiatan Prioritas di SIPD Renstra  

  Target keberhasilan 
pencapaian tujuan 
dan sasaran Renstra 
PD Provinsi Riau 
tahun 2025-2029 
melalui lndikator 
Kinerja Utama (IKU) 
Perangkat Daerah 

Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra 
pada Laporan Rancangan Akhir poin 7. Indikator 
Kinerja Utama  (Tabel 4.5) 

     

Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator 
Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU 

  Target kinerja 
penyelenggaraan 
urusan pemerintahan 
daerah Tahun 2025-
2029 melalui 
Indikator Kinerja 
Kunci (IKK) 

Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra 
pada Laporan Rancangan Akhir poin 8. Indikator 
Kinerja Kunci  (Tabel 4.6) 

 √    

Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator 
Program OPD ke IKK 

  Program, kegiatan 
dan subkegiatan 
merupakan hasil 
cascading dari 
tujuan, sasaran, 
outcome dan output. 

(dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - 
Bagan) 

     

5  

HASIL VERIFIKASI 

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU 
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

prioritas - (Kolom keterangan ditambah dengan 6 
pembangunan daerah Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU 

SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA 
MAJUKAN KOTA, DLL..) 
- Dengan syarat OPD telah mentagging sub 

kegiatan Prioritas di SIPD Renstra 

Target keberhasilan Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra 

pencapaian tujuan pada Laporan Rancangan Akhir poin 7. Indikator 

dan sasaran Renstra | Kinerja Utama (Tabel 4.5) 

PD Provinsi Riau Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator 

tahun 2025-2029 Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU 
melalui Indikator 

Kinerja Utama (IKU) 
Perangkat Daerah 

Target kinerja Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra N 

penyelenggaraan pada Laporan Rancangan Akhir poin 8. Indikator 

urusan pemerintahan | Kinerja Kunci (Tabel 4.6) 

daerah Tahun 2025- Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator 

2029 melalui Program OPD ke IKK 
Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) 
Program, kegiatan (dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - 

dan subkegiatan Bagan) 

merupakan hasil 

cascading dari 

tujuan, sasaran, 

outcome dan output. 

5 
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NO BAB SUBSTANSI MATERI 
HASIL VERIFIKASI 

SESUAI PERLU 
PERBAIKAN 

CATATAN PERBAIKAN 

1 2 3 4 5 6 

  Penutup 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah 
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan 
evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan 
daerah 
 
 

 
1.SK Tim Penyusun Rernstra 2025 – 2029; 
2.Hasil Review Apip; 
3.Penyelarasan Renstra Perangkat daerah terhadap 
RPJMN 2025 – 2029. 
4. Metadata 

 
 
 
 

  √    

 

  

  

NO BAB SUBSTANSI MATERI 

HASIL VERIFIKASI 

SESUAI 
PERLU 

PERBAIKAN 
CATATAN PERBAIKAN 

3 5 6 

Penutup 

Lampiran 

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah 

pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan 

evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan 

daerah 

1.SK Tim Penyusun Rernstra 2025 - 2029, 

2.Hasil Review Apip, 

3.Penyelarasan Renstra Perangkat daerah terhadap 

RPJMN 2025 - 2029. 
4. Metadata 
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